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PRAKATA

Buku Figh Mutakallimin: Rekonstruksi Epistemologi Hukum
Islam Kontemporer merupakan upaya konseptual untuk
meneguhkan kembali fondasi epistemologis hukum Islam, melalui
pendekatan teologis-rasional yang berakar pada tradisi
mutakallimin. Berangkat dari kesadaran bahwa dinamika sosial,
kultural, dan intelektual modern telah menghadirkan tantangan
baru bagi keberlakuan hukum Islam, buku ini berusaha
menempatkan figih bukan sekadar sebagai sistem normatif yang
statis, melainkan sebagai ekspresi kesadaran teologis yang hidup,
reflektif, dan berorientasi pada keadilan.

Melalui pendekatan filosofis dan teologis, buku ini
menegaskan bahwa hukum Islam tidak dapat dipahami secara
utuh tanpa menempatkan epistemologi sebagai fondasi
utamanya. Figih mutakallimin diposisikan sebagai paradigma
keilmuan yang mengintegrasikan wahyu, rasionalitas, dan realitas
sosial, dalam satu kesatuan epistemik yang saling menopang.
Dalam kerangka ini, rasionalitas tidak dipahami sebagai kekuatan
otonom yang menyaingi wahyu, melainkan sebagai instrumen
teologis yang memungkinkan manusia menangkap makna
normatif syariat secara sadar dan bertanggung jawab.

Buku ini juga mengelaborasi dialektika antara akal dan
wahyu dalam sejarah pemikiran Islam, serta implikasinya
terhadap pembentukan metodologi ijtihad. Ijtihad dipahami
bukan sekadar sebagai mekanisme teknis pengambilan hukum,
melainkan sebagai kesadaran etis yang lahir dari tanggung jawab
intelektual dan spiritual manusia di hadapan Tuhan. Dalam
konteks ini, hukum Islam dipahami sebagai proses dinamis yang
senantiasa bergerak antara kesetiaan pada nilai-nilai transenden
dan keterbukaan terhadap realitas historis.



Lebih jauh, buku ini menegaskan bahwa rekonstruksi
hukum Islam bukanlah upaya dekonstruksi terhadap tradisi,
melainkan ikhtiar untuk menghidupkan kembali spirit etik dan
rasional, yang sejak awal menjadi ruh keilmuan Islam. Dengan
menjadikan keadilan, kemaslahatan, dan martabat manusia
sebagai horizon normatif, figih mutakallimin ditawarkan sebagai
paradigma yang mampu menjembatani antara warisan
intelektual klasik dan tantangan kemanusiaan kontemporer.

Melalui pendekatan tersebut, buku ini berupaya
memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan
pemikiran hukum Islam yang tidak hanya sahih secara teologis,
tetapi juga relevan secara sosial, dan bermakna secara moral.
Dengan demikian, Figih Mutakallimin dihadirkan sebagai upaya
rekonstruktif untuk meneguhkan kembali hukum Islam, sebagai
praksis etis yang membebaskan, memanusiakan, dan berorientasi
pada keadilan transendental.

Cirebon, Januari 2026

Penulis



KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah Swt, Tuhan Yang Maha
Mengetahui, sumber segala hikmah dan cahaya pengetahuan. Atas
limpahan rahmat dan pertolongan-Nya, buku berjudul “Figh
Mutakallimin: Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam
Kontemporer” ini dapat disusun dan dihadirkan sebagai bagian
dari ikhtiar intelektual dalam membaca ulang fondasi keilmuan
hukum Islam di tengah dinamika zaman yang terus berubah.

Buku ini lahir dari kegelisahan akademik sekaligus
kegelisahan batiniah: kegelisahan melihat bagaimana hukum
Islam kerap diposisikan secara sempit, antara formalisme yang
kaku dan rasionalisme yang tercerabut dari dimensi
transendentalnya. Dalam realitas demikian, hukum sering kali
kehilangan daya etis dan spiritualnya, sementara umat kehilangan
orientasi dalam menjadikan hukum sebagai jalan pembebasan
dan pemuliaan manusia.

Berangkat dari kegelisahan tersebut, buku ini berupaya
menempatkan kembali figh mutakallimin sebagai fondasi
epistemologis yang Kkaya, reflektif, dan relevan. Tradisi
mutakallimin tidak sekadar warisan sejarah pemikiran Islam,
melainkan ruang dialektika yang mempertemukan wahyu, akal,
dan realitas dalam satu kesadaran keilmuan yang utuh. Di
dalamnya, hukum tidak dipahami sebagai produk final yang beku,
melainkan sebagai proses pencarian makna yang berakar pada
tanggung jawab teologis dan etika kemanusiaan.

Melalui pendekatan teologis-filosofis, buku ini berupaya
menegaskan bahwa rasionalitas bukanlah lawan wahyu,
melainkan instrumen yang dianugerahkan untuk memahami



kehendak Ilahi secara lebih bertanggung jawab. Rasionalitas yang
dimaksud bukan rasionalisme yang menafikan iman, melainkan
rasionalitas yang berakar pada kesadaran transendental, yang
menempatkan manusia sebagai subjek etis di hadapan Tuhan dan
sejarah.

Dalam kerangka tersebut, ijtihad dipahami bukan semata
sebagai mekanisme teknis penetapan hukum, melainkan sebagai
ekspresi kesadaran moral dan spiritual. la merupakan bentuk
tanggung jawab intelektual manusia dalam merespons realitas
sosial yang senantiasa berubah, tanpa kehilangan keterikatan
pada nilai-nilai dasar wahyu. Dengan demikian, hukum Islam
tidak berhenti sebagai sistem normatif, melainkan hadir sebagai
etos pembebasan, keadilan, dan pemuliaan martabat manusia.

Buku ini tidak dimaksudkan untuk menawarkan kebenaran
final atau menutup ruang perbedaan pandangan. Sebaliknya, ia
dihadirkan sebagai ajakan untuk berdialog, merefleksi, dan
memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam secara jujur dan
terbuka. Setiap gagasan di dalamnya merupakan undangan
intelektual untuk terus menimbang ulang hubungan antara teks,
akal, dan realitas sosial dalam bingkai keimanan yang hidup.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua
pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moral,
akademik, maupun intelektual, sehingga buku ini dapat tersusun
dengan baik. Semoga buku ini dapat memberi kontribusi, sekecil
apa pun, bagi pengembangan pemikiran hukum Islam yang lebih
adil, manusiawi, dan relevan dengan tantangan zaman.

Akhirnya, penulis memohon kepada Allah Swt. agar karya
ini bernilai ibadah, membawa kemaslahatan, serta menjadi
wasilah tumbuhnya kesadaran intelektual dan spiritual bagi siapa
pun yang membacanya. Semoga Allah membimbing langkah kita



dalam menapaki jalan ilmu yang jujur, rendah hati, dan penuh
tanggung jawab.

Cirebon, Januari 2026

Penulis



KATA PENGANTAR

DARI TEMAN SEJAWAT

Perkembangan masyarakat modern dengan seluruh
kompleksitas sosial, politik, ekonomi, dan kultural yang
menyertainya telah menghadirkan tantangan serius bagi
keberlanjutan relevansi hukum Islam. Dalam situasi demikian,
hukum Islam tidak lagi cukup dipahami semata sebagai kumpulan
norma legal yang bersifat preskriptif, tetapi harus ditempatkan
dalam kerangka epistemologis yang memungkinkan terjadinya
dialog konstruktif antara wahyu, rasionalitas, dan realitas sosial.
Pada titik inilah, kebutuhan akan rekonstruksi paradigma
keilmuan hukum Islam menjadi semakin mendesak, bukan untuk
merombak fondasi normatifnya, melainkan untuk meneguhkan
kembali basis metodologis dan etis yang sejak awal menjadi ruh
tradisi keilmuan Islam.

Buku Figh Mutakallimin: Rekonstruksi Epistemologi Hukum
Islam Kontemporer karya Prof. Dr. Adang Djumhur, M.Ag., Guru
Besar Hukum Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, hadir
sebagai kontribusi penting dalam upaya menempatkan kembali
hukum Islam pada kerangka epistemik yang kokoh dan relevan.
Dengan menjadikan tradisi mutakallimin sebagai titik tolak, buku
ini tidak hanya menghidupkan kembali peran rasionalitas teologis
dalam konstruksi hukum Islam, tetapi juga menawarkan
perspektif integratif yang memandang figih sebagai ekspresi
kesadaran iman yang reflektif dan bertanggung jawab.

Dalam tradisi mutakallimin, akal tidak diposisikan sebagai
entitas yang berdiri berhadap-hadapan dengan wahyu, melainkan
sebagai instrumen epistemologis yang memungkinkan manusia
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memahami maksud normatif syariat secara lebih sadar dan kritis.
Buku ini secara meyakinkan menunjukkan bahwa relasi akal dan
wahyu bukanlah relasi konflik, melainkan relasi dialektis yang
saling menguatkan. Dengan kerangka ini, hukum Islam tidak
dipahami sebagai produk final yang tertutup, tetapi sebagai
proses pemaknaan yang terus bergerak dalam sejarah, seiring
dengan dinamika kehidupan manusia.

Salah satu kekuatan utama buku ini terletak pada
penegasan bahwa ijtihad bukan sekadar prosedur teknis
penetapan hukum, melainkan ekspresi dari tanggung jawab etis
dan spiritual manusia di hadapan Tuhan. /jtihad dipahami sebagai
bentuk kesadaran teologis yang meniscayakan keterlibatan
intelektual, moral, dan sosial sekaligus. Dengan demikian, produk
hukum tidak hanya dinilai dari ketepatan formalnya terhadap
teks, tetapi juga dari sejauh mana ia mencerminkan nilai keadilan,
kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Lebih jauh, buku ini menolak dikotomi antara kesetiaan
pada tradisi dan keterbukaan terhadap perubahan. Rekonstruksi
yang ditawarkan tidak diarahkan pada dekonstruksi warisan
klasik, tetapi pada pembacaan ulang yang berorientasi pada
penggalian spirit etik dan rasional yang menjadi inti tradisi fiqih
sejak masa awal. Dalam perspektif ini, figlh mutakallimin
diproyeksikan sebagai paradigma keilmuan yang mampu
menjembatani antara Kkontinuitas tradisi dan tuntutan
transformasi  sosial, tanpa harus kehilangan legitimasi
teologisnya.

Dengan pendekatan filosofis, teologis, dan metodologis
yang terpadu, buku ini tidak hanya relevan bagi kalangan
akademisi hukum Islam, tetapi juga bagi para praktisi hukum,
pengambil kebijakan, serta siapa pun yang memiliki kepedulian
terhadap masa depan syariat dalam masyarakat modern. Ia
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menawarkan kerangka berpikir yang memungkinkan hukum
Islam tampil bukan sebagai sistem yang defensif dan reaktif,
melainkan sebagai praksis etis yang progresif, membebaskan, dan
berorientasi pada keadilan transendental.

Akhirnya, buku ini layak dibaca sebagai ikhtiar serius untuk
meneguhkan kembali hukum Islam sebagai sistem nilai yang
hidup, dinamis, dan bermakna bagi kemanusiaan. Melalui
rekonstruksi epistemologis yang ditawarkan, Prof. Dr. Adang
Djumhur, M.Ag. mengajak pembaca untuk kembali menempatkan
figih dalam horizon tanggung jawab intelektual dan spiritual,
sehingga hukum Islam tidak hanya sahih secara normatif, tetapi
juga relevan secara sosial dan bermakna secara moral di tengah
tantangan zaman kontemporer.

Prof. Dr. Achmad Kholig, M.Ag.

Guru Besar Hukum Islam UIN SS Cirebon
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BAB 1
KRISIS EPISTEMOLOGI DALAM
HUKUM ISLAM KONTEMPORER

A. Krisis Makna dan Otoritas Hukum Islam

Hukum Islam pada masa kontemporer berada dalam kondisi yang
paradoksal. Di satu sisi, ia tetap menjadi rujukan normatif yang
memiliki daya ikat moral bagi umat Islam di berbagai belahan
dunia. Ia hadir dalam ritual keagamaan, etika sosial, serta
berbagai bentuk regulasi sosial dan budaya. Namun di sisi lain,
hukum Islam juga menghadapi krisis kepercayaan, baik dari
kalangan internal umat Islam sendiri maupun dari masyarakat
global yang semakin plural dan kompleks. Krisis ini bukan
sekadar persoalan teknis penerapan hukum, melainkan
menyentuh fondasi epistemologi nya secara mendalam.

Krisis epistemologi hukum Islam tampak dari melemahnya
kejelasan tentang bagaimana hukum itu diproduksi, apa dasar
legitimasi keilmuannya, dan sejauh mana ia mampu menjawab
realitas sosial yang terus berubah. Dalam banyak kasus, hukum
Islam diperlakukan sebagai seperangkat norma baku yang
dianggap final dan tidak memerlukan pembacaan ulang. Pada saat
yang sama, muncul kecenderungan lain yang justru memandang
hukum Islam sebagai produk historis belaka, sehingga kehilangan
daya normatif dan otoritas moralnya.
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Dua kecenderungan ekstrem ini, absolutisme normatif dan
relativisme historis sama-sama berangkat dari pemahaman
epistemologis yang timpang. Absolutisme cenderung menutup
ruang refleksi kritis dan menjadikan hukum Islam kaku serta sulit
berdialog dengan realitas sosial. Sebaliknya, relativisme
mengaburkan batas antara nilai ilahiah dan konstruksi manusia,
sehingga hukum kehilangan orientasi etisnya. Kedua pendekatan
ini pada akhirnya berkontribusi terhadap krisis otoritas hukum
Islam di ruang publik.

Krisis otoritas tersebut semakin terasa di era digital, ketika
otoritas keilmuan tidak lagi ditentukan oleh kedalaman
metodologis, melainkan oleh popularitas, akses media, dan
kekuatan retorika. Fatwa dan pandangan hukum beredar secara
masif tanpa mekanisme verifikasi keilmuan yang memadai.
Akibatnya, masyarakat dihadapkan pada fragmentasi otoritas, di
mana setiap suara mengklaim legitimasi keagamaan tanpa
tanggung jawab epistemik yang jelas.

Dalam konteks inilah kebutuhan untuk merefleksikan
kembali fondasi epistemologis hukum Islam menjadi sangat
mendesak. Tanpa pemahaman yang jernih mengenai bagaimana
hukum diproduksi, dipahami, dan dibenarkan, hukum Islam
berisiko kehilangan daya transformasinya sebagai panduan etis
dan spiritual bagi kehidupan manusia.

B. Hukum Islam antara Normativitas dan
Historisitas

Salah satu persoalan paling fundamental dalam studi hukum
Islam adalah relasi antara normativitas dan historisitas. Secara
teologis, hukum Islam bersumber dari wahyu yang diyakini
bersifat absolut, transenden, dan mengandung kebenaran
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universal. Namun, secara sosiologis dan historis, hukum tersebut
selalu dipahami, ditafsirkan, dan diterapkan dalam konteks ruang
dan waktu tertentu.

Ketegangan antara dua dimensi ini sering Kkali
disederhanakan secara keliru. Pendekatan normatif ekstrem
cenderung memandang hukum Islam sebagai sistem yang
sepenuhnya ahistoris, seolah-olah setiap ketentuan hukum dapat
diterapkan secara identik dalam segala situasi. Pendekatan ini
mengabaikan fakta bahwa pemahaman manusia terhadap wahyu
selalu dimediasi oleh bahasa, budaya, dan kondisi sosial tertentu.

Sebaliknya, pendekatan historis ekstrem melihat hukum
Islam semata-mata sebagai produk budaya yang sepenuhnya
ditentukan oleh konteks sosialnya. Akibatnya, hukum kehilangan
dimensi sakral dan normatifnya, serta direduksi menjadi
konstruksi sosial yang relatif dan temporer. Pandangan ini
berisiko menghilangkan dimensi transendensi yang menjadi ruh
utama hukum Islam.

Tradisi intelektual Islam klasik sejatinya telah menawarkan
jalan tengah yang lebih seimbang. Para ulama memahami bahwa
wahyu memang bersifat absolut, tetapi pemahaman manusia
terhadap wahyu selalu bersifat relatif. Oleh karena itu, perbedaan
pendapat (ikhtildf) tidak dipandang sebagai kelemahan,
melainkan sebagai konsekuensi logis dari keterbatasan manusia
dalam memahami kehendak Ilahi.

Kesadaran akan historisitas ini memungkinkan hukum
Islam berkembang secara dinamis tanpa kehilangan orientasi
normatifnya. la membuka ruang bagi pembaruan tanpa harus
memutus hubungan dengan tradisi. Dalam konteks inilah, hukum
Islam tampil bukan sebagai sistem beku, melainkan sebagai
tradisi intelektual yang hidup dan terus berdialog dengan realitas.
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C. Ketegangan Antara Teks, Rasio, dan Realitas

Salah satu persoalan epistemologis paling kompleks dalam
hukum Islam adalah bagaimana menempatkan relasi antara teks
wahyu, rasionalitas manusia, dan realitas sosial. Ketiganya sering
dipahami secara terpisah, bahkan dipertentangkan, padahal
dalam tradisi intelektual Islam ketiganya merupakan unsur yang
saling melengkapi.

Teks wahyu berfungsi sebagai sumber nilai dan orientasi
normatif. Namun teks tidak pernah hadir dalam ruang kosong. la
selalu membutuhkan akal sebagai instrumen pemahaman. Dalam
tradisi mutakallimin, akal diposisikan sebagai alat epistemik yang
sah untuk memahami kehendak Tuhan, bukan sebagai pesaing
wahyu. Oleh karena itu, penggunaan akal justru merupakan
bentuk tanggung jawab teologis, bukan penyimpangan dari iman.

Di sisi lain, realitas sosial menjadi medan aktualisasi nilai-
nilai normatif tersebut. Hukum yang tidak memperhatikan
konteks sosial berpotensi kehilangan relevansinya dan berubah
menjadi simbol kosong. Para ulama klasik menyadari hal ini
dengan memasukkan unsur ‘urf, maslahah, dan pertimbangan
kemaslahatan umum dalam proses penetapan hukum?.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa realitas sosial bukan
ancaman bagi hukum, melainkan bagian integral dari proses
pemahamannya.

Ketegangan antara teks, rasio, dan realitas menjadi semakin
kompleks di era modern, ketika perubahan sosial berlangsung
sangat cepat dan melibatkan dimensi global. Dalam konteks ini,
pendekatan figh mutakallimin menawarkan kerangka yang relatif
stabil karena mampu menjaga keseimbangan antara kesetiaan
pada wahyu dan keterbukaan terhadap realitas.
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D. Urgensi Pembaharuan Epistemologis
Hukum Islam

Krisis yang dihadapi hukum Islam dewasa ini tidak dapat
diselesaikan hanya melalui penyesuaian teknis atau penambahan
regulasi. Yang dibutuhkan adalah rekonstruksi epistemologis,
yaitu penataan ulang cara berpikir tentang hukum, sumber-
sumbernya, serta tujuan keberadaannya. Rekonstruksi ini tidak
dimaksudkan untuk merombak tradisi, melainkan untuk
menghidupkan kembali daya reflektif dan kritis yang menjadi ciri
utama tradisi keilmuan Islam Kklasik.

Figh mutakallimin menawarkan kerangka epistemologis
yang relevan untuk tujuan tersebut. Dengan menempatkan
teologi, rasionalitas, dan etika dalam satu bangunan pemikiran
yang utuh, pendekatan ini memungkinkan hukum Islam berfungsi
sebagai sistem nilai yang hidup dan bermakna. Hukum tidak lagi
dipahami sekadar sebagai perangkat normatif, tetapi sebagai
sarana pembentukan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial.

Rekonstruksi epistemologis juga menuntut keberanian
untuk melakukan kritik internal terhadap tradisi, tanpa jatuh
pada sikap destruktif. Kritik semacam ini justru merupakan
bentuk kesetiaan intelektual terhadap tradisi itu sendiri. Dengan
membuka ruang refleksi kritis, hukum Islam dapat terus
berkembang tanpa kehilangan identitas dasarnya.

Melalui kerangka inilah buku ini disusun. Figh mutakallimin
diposisikan bukan sebagai warisan statis masa lalu, melainkan
sebagai horizon pemikiran yang memungkinkan hukum Islam
terus berdialog dengan realitas zaman. Dengan pendekatan ini,
hukum Islam diharapkan mampu tampil sebagai kekuatan etis
dan intelektual yang relevan, transformatif, dan berdaya guna
bagi kehidupan manusia kontemporer.
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BAB 2
EPISTEMOLOGI DALAM
TRADISI KEILMUAN ISLAM

A. Epistemologi sebagai Fondasi Keilmuan
Islam

Epistemologi merupakan fondasi paling mendasar dalam
bangunan keilmuan Islam. Ia tidak hanya menentukan bagaimana
pengetahuan diperoleh, tetapi juga menetapkan batas validitas,
otoritas, dan tanggung jawab moral dari setiap klaim
pengetahuan. Dalam konteks Islam, epistemologi tidak dapat
dipisahkan dari tujuan etis dan spiritual ilmu itu sendiri.
Pengetahuan bukan sekadar alat untuk memahami realitas,
melainkan jalan menuju pengenalan terhadap kebenaran dan
pengabdian kepada Tuhan.

Dalam tradisi Islam, ilmu (7lm) dipandang sebagai anugerah
[lahi yang memiliki dimensi sakral. Al-Qur’an berulang Kkali
menempatkan ilmu sebagai fondasi kemuliaan manusia,
sebagaimana ditegaskan dalam ayat yang menyatakan bahwa
Allah meninggikan derajat orang-orang berilmu'. Ayat ini
menunjukkan bahwa epistemologi Islam tidak bersifat netral
secara moral, melainkan sarat dengan nilai dan tanggung jawab
etis.
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Kesadaran epistemologis ini membentuk cara umat Islam
memahami realitas. [lmu tidak berdiri sendiri sebagai produk
rasionalitas manusia, melainkan sebagai hasil interaksi antara
wahyu, akal, dan pengalaman empiris. Oleh karena itu, dalam
tradisi Islam tidak dikenal dikotomi tajam antara ilmu agama dan
ilmu duniawi sebagaimana berkembang dalam epistemologi
modern Barat. Semua bentuk pengetahuan dipandang memiliki
nilai sejauh ia mengarahkan manusia pada kebenaran dan
kemaslahatan.

Dalam konteks hukum Islam, epistemologi berfungsi
sebagai fondasi metodologis yang menentukan bagaimana norma
diturunkan  dari  sumber-sumbernya. @ Tanpa  pondasi
epistemologis yang kokoh, hukum mudah terjebak dalam
formalisme yang kering atau relativisme yang kehilangan
orientasi nilai. Oleh sebab itu, memahami epistemologi Islam
bukan sekadar kebutuhan teoretis, melainkan syarat mutlak bagi
keberlangsungan hukum Islam sebagai sistem normatif yang
hidup.

Kesadaran epistemologis juga membentuk etos intelektual
para ulama klasik. Mereka tidak hanya menguasai teks, tetapi juga
mengembangkan metodologi berpikir yang sistematis, reflektif,
dan terbuka terhadap kritik. Tradisi ini melahirkan disiplin-
disiplin keilmuan yang saling berinteraksi, seperti ustl al-figh, ‘ilm
al-kalam, dan filsafat, yang semuanya berperan dalam
membangun fondasi epistemik peradaban Islam.



Figh Mutakallimin: Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Kontemporer

B. Wahyu, Akal, dan Pengalaman sebagai
Sumber Pengetahuan

Dalam epistemologi Islam, wahyu menempati posisi sentral
sebagai sumber pengetahuan yang paling otoritatif. Wahyu
memberikan kerangka normatif dan orientasi moral yang menjadi
dasar seluruh aktivitas intelektual. Namun, wahyu tidak
dimaksudkan untuk meniadakan peran akal. Sebaliknya, ia justru
mengaktifkan potensi akal sebagai sarana untuk memahami,
menafsirkan, dan mengaktualisasikan pesan ilahi dalam
kehidupan manusia.

Tradisi mutakallimin menegaskan bahwa akal memiliki
kapasitas epistemik yang sah, meskipun terbatas. Akal mampu
mengenali prinsip-prinsip dasar kebenaran, membedakan yang
baik dan buruk, serta memahami implikasi moral dari suatu
tindakan. Namun, akal tetap membutuhkan bimbingan wahyu
agar tidak terjebak dalam subjektivitas atau spekulasi yang
melampaui batas kemampuannya. Hubungan antara wahyu dan
akal bersifat komplementer, bukan kompetitif?.

Selain wahyu dan akal, pengalaman empiris juga
memainkan peran penting dalam konstruksi pengetahuan.
Realitas sosial, perubahan sejarah, dan dinamika kehidupan
manusia menyediakan konteks konkret bagi penerapan nilai-nilai
normatif. Dalam figih, hal ini tampak jelas melalui konsep ‘urf
(kebiasaan masyarakat) dan maslahah (kemaslahatan umum),
yang digunakan untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan
dan aplikatif dalam kehidupan nyata.

Pengakuan terhadap pengalaman empiris menunjukkan
bahwa epistemologi Islam tidak bersifat ahistoris. [a mengakui
bahwa pemahaman manusia selalu terikat oleh ruang dan waktu
tertentu. Oleh karena itu, perbedaan pendapat di kalangan ulama
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bukanlah penyimpangan, melainkan konsekuensi logis dari
perbedaan konteks sosial dan intelektual. Dalam kerangka ini,
pluralitas pemikiran justru memperkaya khazanah hukum Islam.

Keseimbangan antara wahyu, akal, dan pengalaman inilah
yang membentuk karakter epistemologi Islam sebagai sistem
yang dinamis namun berakar kuat. Ketika salah satu unsur
diabaikan, maka bangunan epistemik menjadi timpang dan rentan
terhadap distorsi, baik dalam bentuk dogmatisme maupun
relativisme berlebihan.

C. Tradisi Keilmuan Islam dan Dinamika
Intelektual

Tradisi keilmuan Islam berkembang melalui proses dialog yang
intens dan berkelanjutan. Sejak masa awal, para ulama terlibat
dalam perdebatan intelektual yang mencakup persoalan teologis,
hukum, filsafat, dan sains. Perdebatan ini tidak dimaksudkan
untuk menegasikan kebenaran, melainkan untuk mendekatinya
melalui berbagai sudut pandang.

Salah satu ciri khas tradisi intelektual Islam adalah
pengakuan terhadap perbedaan pendapat (ikhtildf). Perbedaan
tidak dipandang sebagai ancaman terhadap kesatuan umat,
melainkan sebagai manifestasi dari keluasan rahmat Tuhan.
Dalam konteks hukum, perbedaan pendapat menjadi mekanisme
penting untuk menjaga fleksibilitas dan relevansi hukum di
berbagai situasi sosial dan budaya.

Mazhab-mazhab fiqih yang berkembang dalam sejarah
Islam mencerminkan dinamika intelektual tersebut. Meskipun
berbeda dalam metodologi dan kesimpulan hukum, mereka
berbagi komitmen epistemologis yang sama: mencari kehendak
Tuhan melalui pendekatan rasional dan tekstual yang
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bertanggung jawab. Keragaman ini justru memperkaya khazanah
hukum Islam dan memperkuat daya adaptasinya.

Namun, dinamika ini mengalami kemunduran ketika tradisi
keilmuan bergeser dari dialog kritis menuju reproduksi otoritas.
Ketika pendapat ulama terdahulu diperlakukan sebagai
kebenaran final tanpa ruang evaluasi, tradisi intelektual
kehilangan daya hidupnya. Dalam konteks inilah pentingnya
menghidupkan kembali etos keilmuan yang kritis, reflektif, dan
terbuka.

Revitalisasi tradisi keilmuan bukan berarti menolak
warisan klasik, melainkan menghidupkannya kembali melalui
pembacaan kontekstual. Dengan demikian, hukum Islam dapat
terus berfungsi sebagai sistem nilai yang responsif terhadap
perubahan zaman tanpa kehilangan integritas normatifnya.

D. Epistemologi Islam dalam Konteks
Modernitas

Modernisasi membawa perubahan besar dalam cara manusia
memahami pengetahuan, kebenaran, dan realitas. Rasionalitas
instrumental, positivisme ilmiah, dan sekularisasi menjadi ciri
utama epistemologi modern. Dalam konteks ini, agama sering
diposisikan sebagai wilayah privat yang terpisah dari ruang
publik dan ilmu pengetahuan. Tantangan ini menuntut respons
epistemologis yang serius dari tradisi Islam.

Epistemologi Islam menghadapi dua tantangan utama
dalam konteks modernitas. Pertama, tantangan epistemik berupa
dominasi paradigma positivistik yang menolak dimensi metafisik
dan normatif. Kedua, tantangan kultural berupa perubahan nilai
dan struktur sosial yang mempengaruhi cara manusia memaknai
otoritas dan kebenaran.
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Namun, tantangan ini juga membuka peluang bagi
rekonstruksi epistemologis. Dengan menegaskan kembali
integrasi antara rasionalitas, etika, dan spiritualitas, epistemologi
Islam dapat menawarkan alternatif terhadap krisis makna yang
dihadapi masyarakat modern. Dalam konteks ini, figh
mutakallimin memiliki potensi besar sebagai pendekatan yang
mampu menjembatani tradisi dan modernitas.

Pendekatan ini tidak menolak rasionalitas modern, tetapi
mengkritisi reduksinya terhadap dimensi material semata. la
menawarkan kerangka berpikir yang memadukan rasio, wahyu,
dan tanggung jawab moral dalam satu kesatuan yang utuh.
Dengan demikian, hukum Islam dapat tampil sebagai sistem
normatif yang tidak hanya sah secara teologis, tetapi juga relevan
secara sosial dan etis.

Melalui rekonstruksi epistemologis inilah hukum Islam
dapat kembali memainkan peran strategis dalam membentuk
peradaban yang adil dan bermartabat. Ia tidak hadir sebagai
nostalgia masa lalu, melainkan sebagai sumber inspirasi
intelektual untuk menjawab tantangan kemanusiaan di masa
depan.
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BAB 3

FIQH MUTAKALLIMIN:
GENEALOGI, DINAMIKA DAN
RELEVANSI EPISTEMOLOGIS

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Figh
Mutakallimin

Figh mutakallimin bukan sekadar istilah teknis dalam khazanah
hukum Islam, melainkan sebuah tradisi intelektual yang lahir dari
pergulatan panjang antara wahyu, akal, dan realitas sosial. Ia
merupakan ekspresi pemikiran hukum yang berkembang di
kalangan para mutakallimiin, yakni para teolog rasional, yang
tidak hanya berbicara tentang akidah, tetapi juga membangun
fondasi metodologis bagi istinbat hukum Islam.

Berbeda dengan figih yang berkembang dalam tradisi ahl
al-ra’y atau ahl al-hadis, figh mutakallimin tidak berangkat dari
praksis hukum masyarakat semata, melainkan dari pertanyaan
epistemologis yang lebih mendasar: Bagaimana manusia
mengetahui kehendak Tuhan? Sejauh mana akal berperan dalam
memahami syariat? Dan bagaimana hubungan antara teks ilahi
dan realitas sosial?

Dalam kerangka ini, figh mutakallimin dapat dipahami
sebagai figih reflektif, yakni figih yang tidak hanya bertanya apa
hukumnya, tetapi juga mengapa hukum itu demikian dan
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bagaimana hukum itu seharusnya bekerja dalam konteks
perubahan zaman.

Secara terminologis, istilah figh mutakallimin merujuk pada
corak pemikiran hukum yang berkembang di kalangan teolog
rasional, khususnya dari mazhab Asy‘ariyah dan Mu‘tazilah, yang
memandang bahwa hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari
fondasi teologis dan epistemologis. Oleh karena itu, figih tidak
berdiri sebagai disiplin yang netral dan teknis semata, melainkan
selalu terikat pada cara pandang tentang Tuhan, manusia, akal,
dan moralitas.

Di sinilah letak keunikan figh mutakallimin: ia menjadikan
teologi sebagai fondasi epistemologis hukum, bukan sekadar latar
ideologis. Dengan demikian, fiqgih tidak hanya berbicara tentang
legalitas, tetapi juga tentang legitimasi moral.

Dalam konteks ini, hukum Islam dipahami sebagai: 1).
Produk pemahaman manusia terhadap wahyu, bukan wahyu itu
sendiri; 2). Proses intelektual yang dinamis, bukan struktur beku;
3). Instrumen etis untuk mewujudkan kemaslahatan, bukan
sekadar perangkat normatif formal.

Pemahaman ini sekaligus membedakan figh mutakallimin
dari pendekatan tekstual-literal, yang sering menempatkan
hukum sebagai entitas final dan ahistoris. Bagi mutakallimin,
hukum selalu berada dalam dialektika antara nash, akal, dan
konteks.

Lebih jauh, figh mutakallimin juga menempatkan manusia
sebagai subjek moral yang bertanggung jawab. Akal bukan lawan
wahyu, melainkan instrumen untuk memahami kehendak Tuhan
secara proporsional. Oleh Kkarena itu, dalam tradisi ini,
rasionalitas tidak dicurigai, tetapi justru dijaga agar tetap etis dan
terarah.
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Dengan kerangka seperti ini, figh mutakallimin memiliki
watak inklusif, reflektif, dan adaptif. Ia tidak menolak tradisi,
tetapi juga tidak membekukannya. Ia tidak menuhankan rasio,
tetapi juga tidak menafikannya. Inilah yang menjadikan figh
mutakallimin relevan lintas zaman.

B. Sejarah dan Latar Sosio Intelektual

Kemunculan figh mutakallimin tidak dapat dilepaskan dari
dinamika sosial, politik, dan intelektual dunia Islam pada abad ke-
3 hingga ke-5 Hijriyah. Periode ini sering disebut sebagai masa
formasi keilmuan Islam, ketika berbagai disiplin ilmu mengalami
proses kodifikasi dan diferensiasi metodologis.

Secara historis, kemunculan figh mutakallimin merupakan
respons terhadap kompleksitas realitas umat Islam yang semakin
meluas secara geografis, kultural, dan intelektual. Ekspansi
wilayah Islam membawa umat bersentuhan dengan tradisi filsafat
Yunani, sistem hukum Persia, serta peradaban Romawi.
Tantangan ini menuntut kerangka berpikir hukum yang lebih
reflektif dan argumentatif.

Pada saat yang sama, terjadi perdebatan teologis yang
intens antara berbagai aliran pemikiran, seperti Khawarij,
Murji’ah, Mu‘tazilah, dan Ahl al-Hadi$. Perdebatan ini tidak hanya
menyangkut soal akidah, tetapi juga berdampak langsung pada
cara memahami hukum Tuhan. Dalam konteks inilah para
mutakallimin merasa perlu membangun metodologi hukum yang
mampu menjembatani wahyu dan rasio secara sistematis.

Perkembangan lembaga pendidikan seperti Bayt al-Hikmah,
madrasah-madrasah teologi, serta budaya debat ilmiah
(munazarah) turut mempercepat lahirnya tradisi pemikiran ini.
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Hukum tidak lagi hanya diwariskan, tetapi dianalisis, diuji, dan
dipertanggungjawabkan secara rasional.

Dalam konteks politik, dinamika kekuasaan Dinasti
Abbasiyah juga berperan penting. Negara membutuhkan
legitimasi normatif, sementara para ulama membutuhkan ruang
otonomi intelektual. Di titik inilah figh mutakallimin berfungsi
sebagai jembatan antara otoritas keilmuan dan kekuasaan politik,
tanpa kehilangan independensinya.

Yang menarik, figh mutakallimin tidak tumbuh sebagai
gerakan oposisi, tetapi sebagai tradisi kritik internal dalam Islam.
[a tidak menolak teks, tetapi mengajukan pertanyaan
metodologis: bagaimana teks itu dipahami secara adil, rasional,
dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, kemunculan figh mutakallimin bukanlah
anomali sejarah, melainkan keniscayaan intelektual dalam
perjalanan peradaban Islam. Ia lahir dari kebutuhan untuk
menjaga keseimbangan antara iman dan akal, antara wahyu dan
realitas, antara kesetiaan terhadap tradisi dan tuntutan
perubahan zaman.

Fase ini menempatkan figh mutakallimin sebagai pondasi
konseptual dan historis. Pembaca diajak memahami mengapa
tradisi ini lahir, dan apa maknanya bagi bangunan hukum Islam
secara keseluruhan.

Langkah berikutnya kita akan masuk pada fase yang akan
membahas karakter epistemologis figh mutakallimin, dan
dialektikanya dengan mazhab serta tradisi pemikiran lain.
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C. Karakter Epistemologis dan Dialektika
Keilmuan

1. Karakter Epistemologis Figh Mutakallimin

Figh mutakallimin memiliki karakter epistemologis yang khas,
yang membedakannya dari pendekatan figih lain, terutama
fiqih fugaha’ (praktisi hukum) dan tradisi literalistik. Karakter
ini lahir dari kesadaran bahwa hukum Islam bukan sekadar
kumpulan ketentuan normatif, melainkan bangunan
pengetahuan yang bertumpu pada asumsi-asumsi
epistemologis tertentu tentang kebenaran, otoritas, dan
rasionalitas.

2. Rasionalitas sebagai Instrumen Epistemik
Salah satu ciri utama figh mutakallimin adalah pengakuan
terhadap akal sebagai instrumen epistemik yang sah dalam
memahami hukum Tuhan. Akal tidak diposisikan sebagai
pesaing wahyu, melainkan sebagai alat untuk menangkap
makna, hikmah, dan tujuan syariat.

Dalam kerangka ini, akal berfungsi: 1) menilai koherensi logis
suatu dalil, 2) memahami ‘illat hukum, 3) serta menjembatani
teks dengan realitas sosial.

Karena itu, hukum tidak berhenti pada makna literal teks,
tetapi bergerak menuju pemahaman yang lebih substansial.
Prinsip ini selaras dengan kaidah al-hukmu yadiru ma‘a
‘illatihi wujidan wa ‘adaman. Hukum berputar mengikuti
keberadaan illat-nya.

Dengan pendekatan ini, figh mutakallimin membuka ruang
bagi ijtihad yang hidup dan bertanggung jawab, tanpa terjebak
pada relativisme.
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3. Teologi sebagai Fondasi Epistemologi Hukum
Berbeda dengan pendekatan fugaha’ yang sering bersifat
teknis-operasional, figh mutakallimin berangkat dari premis
teologis. Konsep tentang Tuhan, keadilan Ilahi, kebebasan
manusia, dan tanggung jawab moral menjadi dasar dalam
merumuskan hukum.

Sebagai contoh: Dalam teologi Mu‘tazilah, keadilan Tuhan (al-
‘adl) menjadi prinsip utama yang mempengaruhi pemahaman
hukum. Sedangkan dalam Asy‘ariyah, meskipun menekankan
kekuasaan absolut Tuhan, tetap terdapat ruang bagi
rasionalitas etis dalam memahami hikmah hukum.

Dari sini tampak bahwa figh mutakallimin tidak netral secara
teologis, tetapi justru sadar bahwa setiap konstruksi hukum
selalu berangkat dari asumsi metafisis tertentu. Kesadaran
inilah yang membuat pendekatan ini lebih reflektif dan jujur
secara intelektual.

4. Orientasi pada Maqasid dan Nilai Universal
Karakter penting lain dari figh mutakallimin adalah
orientasinya pada nilai-nilai universal seperti keadilan,
kemaslahatan, dan kemanusiaan. Hukum tidak dipahami
semata-mata sebagai perintah dan larangan, melainkan
sebagai sarana untuk menjaga tujuan-tujuan agung syariat
(magqasid al-syari‘ah).

Dalam perspektif ini: teks dipahami melalui tujuan moralnya,
hukum dibaca sebagai etika sosial, dan syariat ditempatkan
sebagai rahmat bagi semesta.

Pendekatan ini memungkinkan fiqih untuk berdialog dengan
nilai-nilai universal, seperti hak asasi manusia, keadilan sosial,
dan martabat manusia, tanpa Kkehilangan identitas
keislamannya.
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D. Dialektika dengan Mazhab dan Tradisi
Keilmuan Lain

Figh mutakallimin tidak tumbuh dalam ruang hampa. Ia
berkembang melalui dialog, bahkan ketegangan, dengan berbagai
tradisi pemikiran lain dalam Islam. Dialektika inilah yang justru
memperkaya dan menguatkan bangunan epistemologinya.

1. Relasi dengan Figih Fuqaha’
Fiqih fuqahad’, yang berorientasi pada praktik hukum dan
preseden, sering dianggap lebih pragmatis dan aplikatif.
Sebaliknya, figh mutakallimin dianggap lebih teoritis dan
filosofis. Namun, keduanya sejatinya saling melengkapi.

Jika figih fugaha’ menjaga stabilitas praktik hukum, maka figh
mutakallimin menjaga kedalaman makna dan rasionalitasnya.
Ketegangan antara keduanya bukan pertentangan destruktif,
melainkan dinamika kreatif yang memperkaya khazanah
hukum [slam.

2. Dialog dengan Filsafat dan Ilmu Rasional
Figh mutakallimin juga memiliki hubungan erat dengan filsafat,
khususnya logika dan metafisika. Meski sebagian ulama
bersikap kritis terhadap filsafat, para mutakallimin justru
memanfaatkan perangkat logika untuk memperkuat
argumentasi hukum.

Hal ini tampak dalam: enggunaan giyds rasional, penyusunan
definisi konseptual, serta analisis sebab-akibat dalam hukum.

Dengan demikian, figh mutakallimin mampu berdialog dengan
perkembangan ilmu pengetahuan tanpa kehilangan identitas
normatifnya.
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3. Ketegangan dan Sintesis dengan Tradisi Tekstualis
Relasi antara figh mutakallimin dan pendekatan tekstualis
sering diwarnai ketegangan. Namun, sejarah menunjukkan
bahwa ketegangan ini justru melahirkan sintesis kreatif.
Banyak ulama besar yang mampu menggabungkan kesetiaan
pada teks dengan kedalaman rasional.

Dalam konteks ini, figh mutakallimin berfungsi sebagai
penyeimbang epistemik: ia mencegah absolutisme teks
sekaligus membendung relativisme akal.

4. Relevansi dalam Lanskap Pemikiran Kontemporer
Di tengah tantangan globalisasi, pluralisme, dan kompleksitas
sosial modern, pendekatan figh mutakallimin justru
menemukan relevansinya kembali. [a menawarkan kerangka
berpikir yang: 1). Kritis namun berakar pada tradisi, 2).
Rasional tanpa kehilangan spiritualitas, 3). Terbuka terhadap
perubahan tanpa kehilangan prinsip.

Dengan demikian, figh mutakallimin bukan warisan masa lalu
yang usang, melainkan modal intelektual untuk membangun
masa depan hukum Islam yang lebih adil, manusiawi, dan
berkelanjutan.

Tahap ini menegaskan bahwa kekuatan figh mutakallimin
terletak pada kemampuannya menjembatani tradisi dan
perubahan, teks dan konteks, iman dan rasio. Ia bukan sekadar
mazhab, melainkan paradigma berpikir.

E. Tokoh-Tokoh Figh Mutakallimin

Figh mutakallimin tidak lahir dari ruang kosong, melainkan
tumbuh melalui pergulatan intelektual para ulama yang hidup
dalam konteks sosial, politik, dan keilmuan yang kompleks. Para
tokoh ini bukan sekadar ahli hukum, tetapi juga teolog, filosof, dan
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pemikir peradaban. Mereka berperan membentuk fondasi
epistemologis hukum Islam yang berorientasi pada rasionalitas,
etika, dan tujuan syariat.

Secara historis, tokoh-tokoh figh mutakallimin dapat
dipetakan ke dalam beberapa fase perkembangan: fase formatif,
fase pematangan metodologis, dan fase sintesis keilmuan.

1. Fase Formatif: Peletak Dasar Epistemologi

a. Al-Qadi ‘Abd al-Jabbar (w. 415 H)
Sebagai salah satu tokoh utama Mu'‘tazilah, al-Qadi ‘Abd al-
Jabbar memainkan peran penting dalam merumuskan
hubungan antara akal, keadilan, dan hukum. Baginya, hukum
Tuhan harus selaras dengan prinsip keadilan rasional. Tuhan
tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang secara moral
bertentangan dengan akal sehat.

Dalam pandangannya, hukum Islam tidak boleh dilepaskan
dari nilai keadilan dan kemaslahatan. Karena itu, akal memiliki
kemampuan untuk menilai baik dan buruk secara objektif (al-
husn wa al-qubh al-‘aqli). Pemikiran ini memberi dasar filosofis
bagi pendekatan hukum yang etis dan humanistik.

Kontribusi besarnya terletak pada: 1) penguatan etika rasional
dalam hukum Islam, 2) penegasan tanggung jawab moral
manusia, dan 3) kritik terhadap fatalisme teologis.

b. Abu al-Hasan al-Asy‘ar1 (w. 324 H)
Meskipun sering diposisikan sebagai antitesis Mu‘tazilah, al-
Asy‘arl justru memainkan peran penting dalam moderasi
teologi Islam. Ia tidak menolak rasio, tetapi menempatkannya
secara proporsional di bawah otoritas wahyu.
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Dalam konteks figh mutakallimin, al-Asy‘arl1 meletakkan
fondasi keseimbangan antara naql dan ‘aql. la menghindari
ekstrem rasionalisme sekaligus menolak tekstualisme kaku.
Pendekatan ini kelak menjadi arus utama pemikiran Sunni.

Kontribusinya terletak pada: 1) rekonsiliasi antara iman dan
rasio, 2) stabilisasi teologi Sunni, 3) dan pembentukan
kerangka epistemologis moderat.

. Fase Konsolidasi: Integrasi Teologi dan Ushul Figh

. Imam al-Haramayn al-Juwayni (w. 478 H)

Al-Juwayni merupakan figur kunci dalam menyatukan ilmu
kalam dan ushul figh. Melalui karya-karyanya, ia memperluas
peran rasionalitas dalam penetapan hukum tanpa mereduksi
otoritas wahyu.

[a memperkenalkan pendekatan sistematis dalam memahami
dalil, maqasid, dan maslahat. Bagi al-Juwayni, hukum tidak
boleh dilepaskan dari tujuan kemanusiaan dan stabilitas sosial.

. Abii Hamid al-Ghazali (w. 505 H)

Al-Ghazali merupakan figur sintesis par excellence dalam
sejarah Islam. la berhasil mengintegrasikan teologi, figih,
filsafat, dan tasawuf dalam satu bangunan epistemologis yang
harmonis.

Kontribusi terbesarnya dalam figh mutakallimin adalah: 1)
perumusan teori magqadsid al-syari‘ah secara sistematis, 2)
penguatan dimensi etika dalam hukum, 3) kritik terhadap
formalisme hukum yang kehilangan ruh spiritual.

Melalui al-Ghazali, figh tidak hanya menjadi ilmu normatif,
tetapi juga sarana penyucian jiwa dan pembentukan karakter
sosial.
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3. Fase Sintesis Lanjutan dan Kematangan Intelektual

a. Fakhr al-Din al-Razi (w. 606 H)
Al-Razi memperluas horizon rasionalitas dalam figh
mutakallimin dengan mengintegrasikan filsafat, logika, dan
teologi tingkat tinggi. la menunjukkan bahwa pemikiran
hukum Islam mampu berdialog dengan filsafat spekulatif tanpa
kehilangan identitas keagamaannya.

[a memperkaya metode analisis hukum melalui pendekatan
kritis dan argumentatif, menjadikan figih sebagai disiplin
intelektual yang matang.

b. ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam (w. 660 H)
Dikenal sebagai Sultan al-Ulama’, Ibn ‘Abd al-Salam
menekankan dimensi etika sosial hukum Islam. la memandang
bahwa tujuan hukum adalah realisasi kemaslahatan dan
pencegahan kerusakan.

Pemikirannya menegaskan bahwa hukum Islam tidak boleh
terlepas dari kepentingan publik dan keadilan sosial. Di sinilah
figh mutakallimin menemukan relevansinya dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.

F. Relevansi Rasionalitas Hukum Islam
Kontemporer

Tokoh-tokoh figh mutakallimin tidak sekadar mewakili masa lalu,
tetapi menawarkan fondasi epistemologis yang sangat relevan
untuk menjawab tantangan modernitas: pluralisme, keadilan
sosial, hak asasi manusia, dan dinamika global.

25



26

Figh Mutakallimin: Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Kontemporer

Pemikiran mereka menunjukkan bahwa: hukum Islam
mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, rasionalitas dan
spiritualitas bukan dua kutub yang bertentangan, dan figih dapat
menjadi instrumen peradaban, bukan sekadar regulasi normatif.

Tahap ini menegaskan bahwa figh mutakallimin adalah
tradisi hidup, bukan artefak sejarah. [a tumbuh melalui dialog,
kritik, dan refleksi lintas zaman. Dengan memahami tokoh-
tokohnya secara utuh, pembaca diajak melihat figih sebagai
proyek intelektual yang terus bergerak menuju kesempurnaan
moral dan kemanusiaan.

1. Figh Mutakallimin di Tengah Tantangan Zaman Modern

Memasuki era modern dan postmodern, hukum Islam dihadapkan
pada tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan periode
klasik. Globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, perubahan struktur sosial, serta menguatnya nilai-nilai
universal seperti hak asasi manusia dan demokrasi, menuntut
kerangka berpikir hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga
reflektif dan kontekstual.

Dalam situasi ini, figh mutakallimin menemukan kembali
relevansinya. Pendekatan ini menawarkan kemampuan untuk
membaca perubahan zaman tanpa kehilangan akar normatifnya.
[a tidak memulai dari penolakan terhadap modernitas, tetapi dari
upaya memahami perubahan tersebut dalam cahaya tujuan
syariat dan nilai-nilai etis Islam.

Salah satu tantangan terbesar hukum Islam kontemporer
adalah kecenderungan polarisasi: di satu sisi, pendekatan
tekstual-literal yang cenderung defensif; di sisi lain, pendekatan
liberal yang berpotensi melepaskan hukum dari fondasi wahyu.
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Figh mutakallimin menawarkan jalan tengah. Dengan
menjadikan teologi, rasionalitas, dan maqasid sebagai fondasi, ia
mampu merumuskan hukum yang responsif terhadap realitas
sosial, tanpa terjebak dalam relativisme normatif.

2. Relevansi Epistemologis bagi Pembaruan Hukum Islam

Keunggulan utama figh mutakallimin terletak pada kerangka
epistemologinya. Dalam konteks pembaharuan hukum Islam,
pendekatan ini memberikan beberapa kontribusi penting.

Pertama, figh mutakallimin mengajarkan bahwa hukum
Islam adalah produk ijtihad manusia yang bersifat historis dan
kontekstual. Kesadaran ini mendorong sikap rendah hati
epistemik dan membuka ruang evaluasi serta pembaruan tanpa
rasa takut kehilangan otoritas agama.

Kedua, pendekatan ini menempatkan magqgasid al-syari‘ah
sebagai orientasi utama. Dengan demikian, hukum tidak berhenti
pada formalitas, tetapi diarahkan pada perlindungan nilai-nilai
dasar kemanusiaan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta
pengembangannya dalam konteks kontemporer.

Ketiga, figh mutakallimin mengintegrasikan dimensi etika
dan rasionalitas dalam proses istinbat hukum. Hal ini
memungkinkan hukum Islam berdialog dengan isu-isu
kontemporer seperti bioetika, keadilan gender, ekologi, dan tata
kelola negara modern.

Dengan kerangka ini, pembaruan hukum Islam tidak
dipahami sebagai dekonstruksi tradisi, melainkan sebagai
kelanjutan kreatif dari tradisi itu sendiri.
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G. Tantangan Globalisasi dan Arah Masa
Depan Figh Mutakallimin

1. Figh Mutakallimin dan Tantangan Globalisasi
Globalisasi telah mengubah cara manusia berinteraksi,
berpikir, dan hidup bersama. Dalam konteks ini, hukum Islam
tidak lagi hanya beroperasi dalam komunitas homogen, tetapi
dalam masyarakat plural dan lintas budaya.

Figh mutakallimin memiliki modal intelektual untuk
menghadapi tantangan ini. Dengan pendekatan rasional dan
etis, ia mampu menjawab persoalan hukum minoritas Muslim,
dialog lintas agama, serta relasi antara hukum agama dan
hukum negara.

Pendekatan ini juga memungkinkan hukum Islam
berkontribusi dalam wacana global tentang keadilan,
perdamaian, dan keberlanjutan. Hukum tidak diposisikan
sebagai simbol identitas eksklusif, tetapi sebagai sumber nilai
universal yang dapat dipertukarkan secara dialogis.

2. Arah Masa Depan Figh Mutakallimin
Ke depan, figh mutakallimin memiliki potensi besar untuk
dikembangkan  sebagai  paradigma  keilmuan yang
transdisipliner. Ia dapat berdialog dengan ilmu sosial, filsafat,
psikologi, dan ilmu hukum modern, tanpa kehilangan fondasi
normatifnya.

Pengembangan ini menuntut keberanian intelektual dari para
ulama dan akademisi Muslim untuk keluar dari zona nyaman
tradisionalisme sempit, sekaligus kewaspadaan agar tidak
terjerumus ke dalam relativisme nilai.
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Dalam konteks inilah figh mutakallimin dapat dipahami
sebagai proyek peradaban: sebuah upaya berkelanjutan untuk
menghadirkan hukum Islam sebagai kekuatan moral, etis, dan
humanistik dalam kehidupan global.
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BAB 4
TEOLOGI SEBAGAI FONDASI
EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM

A. Relasi Teologi dan Hukum Dalam Islam

Relasi antara teologi dan hukum dalam Islam bukanlah relasi
fungsional yang Dbersifat teknis-administratif, melainkan
hubungan ontologis dan epistemologis yang bersifat fundamental.
Hukum Islam tidak lahir dari ruang hampa sosial ataupun dari
rasionalitas instrumental semata, melainkan bertumpu pada
pandangan teologis tentang Tuhan, manusia, dan tujuan
eksistensi. Dengan demikian, setiap konstruksi hukum pada
hakikatnya merupakan refleksi dari asumsi teologis tertentu yang
bekerja secara sadar maupun tidak sadar di balik bangunan
normatif tersebut.

Dalam perspektif Islam, teologi tidak hanya membahas
persoalan metafisika yang abstrak, melainkan menjadi fondasi
bagi seluruh bangunan pengetahuan dan praksis sosial. ‘IIm al-
kaldm berfungsi menjelaskan siapa Tuhan, bagaimana sifat-sifat-
Nya, bagaimana relasi-Nya dengan manusia, serta bagaimana
kehendak Ilahi diwujudkan dalam tatanan kehidupan. Oleh
karena itu, hukum Islam tidak mungkin dipisahkan dari teologi,
sebab hukum pada dasarnya merupakan artikulasi praktis dari
keyakinan teologis yang hidup dalam kesadaran umat.
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Al-Qur’an secara eksplisit mengaitkan hukum dengan iman
sebagai basis eksistensial subjek hukum. Firman Allah:

@
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“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
berpuasa.” (QS. Al-Baqgarah [2]: 183)

Redaksi ini mengandung makna epistemologis yang dalam.
Subjek hukum tidak disebut sebagai “manusia”, “warga”, atau
“masyarakat”, melainkan sebagai “orang-orang yang beriman”. Ini
menunjukkan bahwa hukum Islam beroperasi dalam horizon
kesadaran teologis. Ketaatan hukum bukanlah sekadar kepatuhan
formal terhadap norma eksternal, melainkan manifestasi dari

iman yang hidup dan kesadaran batiniah akan kehadiran Tuhan.

Dalam konteks ini, hukum Islam tidak dapat dipahami
semata-mata sebagai sistem pengaturan perilaku, melainkan
sebagai instrumen pembentukan manusia beriman. Ketaatan
hukum bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk membentuk
karakter etis dan spiritual manusia. Dengan demikian, hukum
Islam memiliki dimensi transformatif yang jauh melampaui fungsi
regulatif semata.

Para ulama ushul figh merumuskan prinsip fundamental al-
ahkam far’ ‘an al-‘aqa’id, bahwa hukum merupakan cabang dari
keyakinan. Prinsip ini mengandung makna bahwa perbedaan
dalam fondasi teologis akan melahirkan perbedaan dalam
konstruksi hukum. Oleh sebab itu, perbedaan mazhab fikih tidak
dapat dilepaskan dari perbedaan asumsi teologis yang
melatarinya, baik dalam memahami kehendak Tuhan, peran akal,
maupun batas otoritas wahyu.
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Imam al-Ghazali secara tegas menyatakan bahwa hukum
tanpa fondasi iman akan kehilangan orientasi etik dan makna
spiritualnya. Dalam al-Mustasfd, ia menempatkan penjagaan
agama (hifz al-din) sebagai tujuan tertinggi syariat, mendahului
penjagaan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Urutan ini
menunjukkan bahwa hukum Islam tidak dimaksudkan sekadar
untuk menata kehidupan sosial, tetapi untuk menjaga
keberlangsungan makna hidup manusia dalam hubungannya
dengan Tuhan.

Dengan demikian, relasi antara teologi dan hukum bersifat
organik dan saling mengandaikan. Hukum merupakan ekspresi
normatif dari teologi, sementara teologi menemukan
aktualisasinya dalam praksis hukum. Keduanya membentuk satu
kesatuan epistemologis yang tidak dapat dipisahkan tanpa
merusak integritas makna hukum Islam itu sendiri.

B. Konsep Ketuhanan dan Implikasinya
Terhadap Hukum

Konsep ketuhanan merupakan poros utama dalam epistemologi
hukum Islam. Tuhan dipahami sebagai Zat Yang Maha Adil, Maha
Mengetahui, Maha Bijaksana, dan Maha Pengasih. Sifat-sifat ini
bukan sekadar doktrin teologis yang bersifat spekulatif,
melainkan prinsip normatif yang menentukan arah, tujuan, dan
batas-batas hukum.

Al-Qur’an menegaskan:
3 or
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“Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikitpun, tetapi
manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri.” (QS. Yunus [10]:
44)

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan merupakan sifat
esensial Tuhan. Dengan demikian, mustahil hukum yang
bersumber dari-Nya mengandung kezaliman. Jika dalam realitas
sosial ditemukan praktik hukum yang menindas atau merugikan
manusia, maka problemnya bukan terletak pada wahyu,
melainkan pada proses pemahaman, penafsiran, atau
penerapannya oleh manusia.

Perdebatan Kklasik antara Mu‘tazilah dan Ahl al-Sunnah
memperlihatkan betapa seriusnya persoalan keadilan dalam
diskursus teologi Islam. Kaum Mu‘tazilah menegaskan bahwa akal
manusia mampu mengetahui baik dan buruk secara mandiri,
sehingga Tuhan mustahil memerintahkan kezaliman. Sebaliknya,
Ahl al-Sunnah menekankan supremasi kehendak Tuhan, namun
tetap menolak kemungkinan bahwa Tuhan bertindak zalim,
karena hal itu bertentangan dengan kesempurnaan sifat-Nya.

Imam al-Juwayni menjelaskan bahwa sekalipun akal tidak
sepenuhnya menentukan hukum, mustahil bagi Tuhan
menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan hikmah dan
keadilan-Nya. Dengan demikian, perbedaan pendekatan teologis
tersebut tidak meniadakan prinsip keadilan, melainkan
memperkaya horizon epistemologis dalam memahami kehendak
[lahi.

Implikasinya sangat mendasar: hukum Islam tidak boleh
direduksi menjadi instrumen kekuasaan atau legitimasi dominasi
sosial. Setiap bentuk ketidakadilan yang dilegalkan atas nama
hukum justru bertentangan dengan konsep ketuhanan itu sendiri.
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Oleh sebab itu, keadilan bukan sekadar nilai etis, melainkan
standar teologis dalam menilai keabsahan suatu norma hukum.

C. Keadilan Ilahi sebagai Prinsip Normatif

Keadilan merupakan jantung normatif dalam keseluruhan
bangunan hukum Islam. Al-Qur’an secara eksplisit menegaskan:
Sl Y1y JAdL 2oL o
“Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan.”

(QS. An-Nahl [16]: 90)

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan bukan sekadar nilai
sosial yang relatif, melainkan perintah teologis yang mengikat
seluruh aspek kehidupan manusia. Keadilan menjadi ukuran
moral yang bersumber langsung dari kehendak Tuhan.

Ibn al-Qayyim menyatakan bahwa seluruh bangunan
syariat berporos pada keadilan, rahmat, hikmah, dan
kemaslahatan. Setiap hukum yang keluar dari nilai-nilai tersebut
tidak dapat dianggap sebagai bagian dari syariat, meskipun secara
formal diklaim demikian®. Pernyataan ini memiliki implikasi
epistemologis yang sangat kuat: validitas hukum tidak hanya
diukur dari kesesuaiannya dengan teks, tetapi juga dari
kesesuaiannya dengan tujuan moral dan kemanusiaan syariat.

Melalui pendekatan magqasid al-syari‘ah, keadilan dipahami
sebagai orientasi fundamental hukum. Hukum tidak berhenti
pada pengaturan perilaku, tetapi berfungsi menjaga martabat
manusia dan menciptakan keteraturan sosial yang bermakna.
Dengan demikian, keadilan tidak bersifat abstrak, melainkan
terwujud dalam perlindungan konkret terhadap hak-hak dasar
manusia.
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Dalam Kkonteks sosial, keadilan menuntut keberpihakan
pada kelompok lemah dan tertindas. Al-Qur’an berulang kali
mengecam praktik eksploitasi, penindasan, dan ketimpangan
struktural. Oleh karena itu, hukum Islam mengandung potensi
emansipatoris yang kuat dan relevan untuk menjawab problem
kemanusiaan lintas zaman.
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BAB 5

EPISTEMOLOGI

FIQH MUTAKALLIMIN
DAN KONSTRUKSI
PENGETAHUAN HUKUM

A. Figh Mutakallimin sebagai Paradigma
Epistemologis

Figh mutakallimin tidak dapat dipahami sekadar sebagai salah
satu aliran metodologis dalam sejarah pemikiran hukum Islam,
melainkan sebagai suatu paradigma epistemologis yang memiliki
bangunan filosofis, teologis, dan metodologis yang utuh. Ia lahir
dari kesadaran intelektual bahwa hukum Islam tidak cukup
dipahami sebagai produk praktis dari teks dan tradisi, tetapi
harus diletakkan dalam kerangka pengetahuan yang mampu
menjelaskan bagaimana hukum itu diketahui, dibenarkan, dan
dipertanggungjawabkan secara rasional dan teologis.

Berbeda dengan pendekatan fuqahd’ yang cenderung
berangkat dari praktik hukum yang telah mapan, figh
mutakallimin memulai analisisnya dari pertanyaan-pertanyaan
epistemik mendasar: apa sumber pengetahuan hukum,
bagaimana validitasnya ditentukan, sejauh mana akal berperan
dalam memahami kehendak Tuhan, dan bagaimana hubungan
antara teks wahyu dan realitas sosial. Dengan demikian, figh
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mutakallimin tidak sekadar menjawab persoalan hukum, tetapi
terlebih dahulu membangun fondasi epistemologis yang
memungkinkan jawaban tersebut bermakna dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Paradigma ini lahir dari tradisi teologi rasional Islam yang
berkembang sejak abad ketiga Hijriah, terutama dalam
lingkungan Ahl al-Kalam. Tokoh-tokoh seperti al-Juwayni, al-
Ghazali, Fakhr al-Din al-Razi, dan al-Amidi memainkan peran
sentral dalam membentuk kerangka berpikir ini. Mereka tidak
memisahkan antara teologi, filsafat, dan hukum, melainkan
memadukannya dalam satu bangunan epistemik yang koheren.

Dalam kerangka ini, figh mutakallimin menolak pandangan
yang memisahkan secara tajam antara wahyu dan akal. Wahyu
dipahami sebagai sumber kebenaran absolut, sementara akal
berfungsi sebagai instrumen epistemologis untuk memahami,
menafsirkan, dan mengaktualisasikan wahyu dalam konteks
historis tertentu. Hubungan ini bersifat komplementer, bukan
kompetitif.

Pandangan tersebut memiliki implikasi penting terhadap
pemahaman hukum. Hukum tidak diposisikan sebagai kumpulan
perintah statis, melainkan sebagai sistem makna yang hidup dan
dinamis. Dengan demikian, figh mutakallimin memungkinkan
hukum Islam berinteraksi secara kreatif dengan perubahan sosial
tanpa kehilangan identitas teologisnya.

Lebih jauh, pendekatan ini menempatkan kesadaran
epistemologis sebagai prasyarat utama dalam berijtihad. Seorang
mujtahid tidak hanya dituntut menguasai teks dan kaidah hukum,
tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang struktur
pengetahuan, batas-batas akal, serta hubungan antara
normativitas ilahiah dan realitas manusia. Tanpa kesadaran
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epistemologis ini, ijtihad berisiko jatuh pada formalisme atau
bahkan ideologisasi hukum.

Dengan demikian, figh mutakallimin dapat dipahami
sebagai paradigma reflektif yang menempatkan hukum dalam
kerangka kesadaran teologis dan rasional yang menyatu. la tidak
sekadar menjawab “apa hukum itu”, tetapi juga “mengapa hukum
itu bermakna” dan “bagaimana hukum itu seharusnya dihadirkan
dalam kehidupan manusia”.

B. Sumber Pengetahuan dalam Figh
Mutakallimin

Dalam perspektif figh mutakallimin, sumber pengetahuan hukum
bersifat hierarkis, integratif, dan saling melengkapi. Tidak ada
satu sumber pun yang berdiri secara absolut tanpa relasi dengan
sumber lainnya. Wahyu, akal, dan realitas empiris membentuk
satu kesatuan epistemologis yang dinamis.

Al-Qur’an menegaskan pentingnya penggunaan akal dalam
memahami wahyu:

o . SGen %
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“Maka tidakkah mereka merenungkan Al-Qur'an?” (QS. An-Nisa
[4]: 82)

Ayat ini menunjukkan bahwa wahyu tidak dimaksudkan
untuk diterima secara pasif, melainkan untuk direnungkan secara
aktif dan kritis. Aktivitas berpikir bukanlah ancaman bagi iman,
tetapi justru merupakan perintah ilahi. Dengan demikian, akal
menempati posisi strategis dalam epistemologi Islam.
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Namun demikian, akal dalam perspektif figh mutakallimin
bukanlah otoritas absolut. Ia berfungsi sebagai alat penyingkap
makna, bukan pencipta hukum. Akal bekerja dalam koridor
wahyu, bukan di luar atau di atasnya. Inilah yang membedakan
epistemologi Islam dari rasionalisme sekuler yang menempatkan
akal sebagai sumber kebenaran tertinggi.

Para mutakallimiin menegaskan bahwa wahyu memberikan
prinsip-prinsip  universal, @ sementara  akal  berfungsi
mengaktualisasikan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks
historis yang berubah. Dengan kata lain, wahyu bersifat
transenden dan normatif, sedangkan akal bersifat historis dan
aplikatif. Relasi ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan
tanpa kehilangan landasan transendennya.

Selain wahyu dan akal, pengalaman sosial juga memiliki
peran penting dalam pembentukan hukum. Realitas sosial
menjadi ruang konkret tempat nilai-nilai normatif diuji dan
diwujudkan. Oleh karena itu, figh mutakallimin tidak menafikan
realitas empiris, tetapi menempatkannya dalam kerangka teologis
yang terarah.

Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam merespons
dinamika sosial tanpa terjebak pada relativisme. Perubahan sosial
tidak serta-merta mengubah prinsip hukum, tetapi mendorong
reinterpretasi metodologis yang tetap setia pada tujuan syariat.
Inilah yang menjadikan figh mutakallimin fleksibel sekaligus
berakar kuat.

Dengan demikian, epistemologi figh mutakallimin
menawarkan model pengetahuan yang integratif: wahyu sebagai
fondasi normatif, akal sebagai instrumen analitis, dan realitas
sebagai medan aktualisasi. Kombinasi ini menjadikan hukum
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Islam mampu berdialog dengan zaman tanpa kehilangan identitas
teologisnya.

C. Metodologi Penalaran Figh Mutakallimin

Metodologi penalaran dalam figh mutakallimin merupakan
jantung dari bangunan epistemologinya. Di sinilah relasi antara
wahyu, akal, dan realitas diuji secara metodologis. Penalaran
tidak dipahami sebagai aktivitas bebas nilai, melainkan sebagai
proses intelektual yang tunduk pada prinsip-prinsip teologis dan
etis. Dengan demikian, metode berpikir dalam figh mutakallimin
bersifat normatif sekaligus rasional.

Berbeda dengan pendekatan literalistik yang cenderung
membatasi makna teks pada pemahaman lahiriah, figh
mutakallimin memandang teks sebagai struktur makna yang
hidup dan terbuka untuk dianalisis secara mendalam. Namun
keterbukaan ini tidak berarti relativisme. Penalaran tetap dibatasi
oleh kaidah bahasa, prinsip logika, dan tujuan syariat (magqasid al-
syari‘ah).

Dalam konteks ini, ilmu bahasa Arab menempati posisi
sentral. Pemahaman terhadap nahwu, sarf, balaghah, dan usil al-
lughah menjadi prasyarat epistemik dalam menyingkap makna
wahyu. Kesalahan dalam memahami struktur bahasa akan
berimplikasi langsung pada kesalahan penetapan hukum. Oleh
sebab itu, para mutakallimin menempatkan bahasa bukan
sekadar alat komunikasi, melainkan medium epistemologis.

Di samping bahasa, logika (mantiq) berfungsi sebagai
instrumen penjaga konsistensi berpikir. Logika membantu
membedakan antara argumen yang sahih dan yang keliru, antara
kesimpulan yang valid dan yang menyesatkan. Dalam tradisi
mutakallimin, penggunaan logika bukanlah bentuk helenisasi
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pemikiran Islam, melainkan upaya metodologis untuk menjaga
ketepatan nalar dalam memahami wahyu.

Logika, dalam kerangka ini, tidak menggantikan wahyu,
tetapi berfungsi sebagai alat bantu agar proses istinbat berjalan
secararasional dan sistematis. Oleh karena itu, penggunaan logika
justru memperkuat otoritas wahyu, bukan melemahkannya.

Salah satu instrumen utama dalam metodologi figh
mutakallimin adalah qiyas. Qiyas tidak dipahami sebagai analogi
bebas, tetapi sebagai mekanisme rasional yang tunduk pada
kaidah ketat. Illat hukum harus dapat diverifikasi secara rasional
dan memiliki keterkaitan substansial dengan tujuan hukum.
Dengan demikian, qiyds menjadi sarana perluasan makna wahyu
tanpa mengkhianati prinsip dasarnya.

Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki
daya adaptasi yang tinggi, tanpa harus terjebak pada relativisme.
Rasionalitas digunakan untuk menjembatani teks dan konteks,
bukan untuk menggantikan wahyu. Dengan demikian, figh
mutakallimin mampu menjawab problem baru tanpa kehilangan
integritas teologisnya.

Lebih jauh, metodologi ini juga menuntut kesadaran
epistemik tentang keterbatasan manusia. Para mutakallimiin
menyadari bahwa hasil ijtihad bersifat zanni (probabilistik),
bukan qatT (pasti), kecuali dalam perkara yang secara eksplisit
ditetapkan oleh wahyu. Kesadaran ini melahirkan sikap epistemik
berupa kerendahan intelektual (intellectual humility) dan
keterbukaan terhadap perbedaan pendapat.

Dalam konteks ini, perbedaan pendapat tidak dipandang
sebagai ancaman, melainkan sebagai konsekuensi logis dari
keterbatasan manusia dalam memahami kehendak Ilahi. Oleh
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karena itu, pluralitas pandangan dalam figih merupakan
keniscayaan epistemologis, bukan penyimpangan teologis.

Dengan demikian, metodologi penalaran dalam figh
mutakallimin membentuk suatu sistem berpikir yang rasional,
terbuka, dan Dbertanggung jawab secara teologis. Ia
memungkinkan hukum Islam berkembang secara dinamis tanpa
kehilangan akar normatifnya.

D. Epistemologi Figh Mutakallimin dan
Tantangan Kontemporer

Dalam konteks dunia modern yang ditandai oleh kompleksitas
sosial, pluralitas nilai, dan percepatan perubahan, figh
mutakallimin menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Namun justru dalam konteks inilah relevansi epistemologisnya
semakin tampak. Pendekatan ini menawarkan kerangka berpikir
yang memungkinkan dialog antara tradisi dan modernitas tanpa
harus menegasikan salah satunya.

Modernitas menghadirkan berbagai persoalan baru seperti
hak asasi manusia, keadilan sosial, bioetika, pluralisme agama,
dan relasi kekuasaan. Persoalan-persoalan ini tidak dapat dijawab
secara memadai dengan pendekatan tekstualistik semata.
Dibutuhkan kerangka epistemologis yang mampu membaca
realitas secara kritis sekaligus menjaga kesinambungan nilai-nilai
transenden.

Figh mutakallimin menyediakan kerangka tersebut melalui
integrasi wahyu, akal, dan realitas sosial. Dengan pendekatan ini,
hukum Islam tidak terjebak dalam konservatisme normatif, tetapi
juga tidak larut dalam relativisme moral. la bergerak dalam ruang
dialog yang produktif antara nilai ilahiah dan realitas
kemanusiaan.
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Dalam konteks ini, kesadaran epistemologis menjadi sangat
penting. Tanpa kesadaran epistemologis, hukum mudah direduksi
menjadi alat legitimasi kekuasaan atau ideologi tertentu.
Sebaliknya, dengan kesadaran epistemologis yang kuat, hukum
dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan dan pembebasan
sosial.

Figh mutakallimin juga membuka ruang bagi kritik internal
terhadap tradisi hukum itu sendiri. Kritik semacam ini bukanlah
bentuk pembangkangan terhadap tradisi, melainkan wujud
kesetiaan intelektual terhadap tujuan syariat. Kritik menjadi
sarana pembaruan, bukan penghancuran.

Dalam dunia yang terus berubah, figh mutakallimin
menawarkan paradigma yang mampu menjaga keseimbangan
antara kontinuitas dan perubahan. la memungkinkan hukum
Islam tetap relevan tanpa kehilangan identitas teologisnya.
Dengan demikian, epistemologi figh mutakallimin bukan sekadar
warisan masa lalu, tetapi sumber daya intelektual untuk masa
depan.

Perkembangan masyarakat modern menghadirkan
kompleksitas sosial, politik, dan kultural yang belum pernah
dihadapi secara langsung oleh para perumus awal figih klasik.
Globalisasi, pluralisme nilai, kemajuan ilmu pengetahuan, serta
perubahan struktur sosial menuntut kerangka epistemologis yang
tidak hanya kokoh secara teologis, tetapi juga lentur secara
metodologis. Dalam konteks inilah epistemologi figh mutakallimin
menunjukkan relevansinya secara signifikan.

Figh mutakallimin tidak dibangun di atas sikap apologetik
terhadap perubahan, melainkan pada kesadaran epistemologis
bahwa hukum Islam diturunkan untuk membimbing kehidupan
manusia yang dinamis. Oleh karena itu, perubahan sosial tidak
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dipahami sebagai ancaman terhadap stabilitas hukum, tetapi
sebagai medan aktualisasi nilai-nilai ilahiah dalam konteks baru.
Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak terjebak dalam
romantisme masa lalu, tetapi tetap berakar kuat pada prinsip-
prinsip wahyu.

Salah satu tantangan utama dalam konteks modern adalah
kecenderungan reduksi hukum menjadi instrumen kekuasaan
atau sekadar sistem regulasi formal. Ketika hukum kehilangan
dimensi etis dan spiritualnya, ia berpotensi menjadi alat
legitimasi ketidakadilan. Figh mutakallimin, dengan basis
epistemologisnya, menawarkan kritik mendasar terhadap
kecenderungan tersebut. [a menegaskan bahwa hukum hanya sah
secara moral jika berakar pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan
penghormatan terhadap martabat manusia.

Dalam konteks ini, kesadaran epistemologis menjadi kunci.
Kesadaran bahwa setiap produk hukum merupakan hasil
penalaran manusia yang bersifat terbatas mendorong sikap
rendah hati intelektual. Tidak ada formulasi hukum yang dapat
diklaim sepenuhnya identik dengan kehendak Tuhan. Oleh karena
itu, keterbukaan terhadap kritik dan dialog menjadi bagian
integral dari etos keilmuan Islam.

Epistemologi figh mutakallimin juga memungkinkan
terjadinya dialog antara tradisi dan modernitas tanpa harus
mengorbankan identitas teologis. Nilai-nilai universal seperti
keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial dapat dibaca
sebagai ekspresi tujuan syariat (maqasid al-syari‘ah), bukan
sebagai ancaman terhadapnya. Dengan demikian, hukum Islam
dapat berfungsi sebagai etika publik yang konstruktif dalam
masyarakat majemuk.
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Lebih jauh, pendekatan ini menolak dikotomi tajam antara
“hukum Tuhan” dan “hukum manusia”. Hukum dipahami sebagai
hasil interaksi antara kehendak Ilahi dan usaha intelektual
manusia. Oleh karena itu, hukum tidak bersifat statis, tetapi
dinamis, historis, dan kontekstual, tanpa kehilangan orientasi
transendennya.

Dalam konteks global yang ditandai oleh krisis
kemanusiaan, ketimpangan sosial, dan degradasi moral, figh
mutakallimin menawarkan paradigma hukum yang berorientasi
pada pembebasan dan pemuliaan manusia. la mengafirmasi
bahwa tujuan akhir hukum bukanlah Kkepatuhan formal,
melainkan terwujudnya keadilan substantif dan kemaslahatan
universal.

Dengan demikian, epistemologi figh mutakallimin tidak
hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki signifikansi
praksis yang mendalam. Ia menyediakan landasan filosofis bagi
rekonstruksi hukum Islam yang berorientasi pada nilai, bukan
sekadar pada teks; pada makna, bukan sekadar bentuk; dan pada
kemanusiaan, bukan sekadar legalitas.

E. Sintesis Epistemologis dan Implikasinya
bagi Rekonstruksi Hukum Islam

Sebagai penutup bab ini, penting ditegaskan bahwa epistemologi
figh mutakallimin menghadirkan sintesis antara wahyu, akal, dan
realitas sosial dalam satu kerangka pemahaman yang integratif.
Sintesis ini bukan kompromi metodologis yang melemahkan
prinsip, melainkan konstruksi epistemik yang memperkuat daya
hidup hukum Islam di tengah perubahan zaman.
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Wahyu menyediakan fondasi normatif yang absolut, akal
menyediakan instrumen analitis yang rasional, dan realitas sosial
menyediakan ruang aktualisasi nilai. Ketiganya bekerja secara
dialektis, bukan hierarkis secara kaku. Hubungan ini
memungkinkan hukum Islam tetap relevan tanpa kehilangan
otoritas moralnya.

Dalam perspektif ini, figih tidak lagi dipahami sebagai
kumpulan fatwa yang beku, tetapi sebagai proses intelektual yang
terus berlangsung. Proses ini menuntut keterbukaan terhadap
kritik, keberanian melakukan ijtihad, serta komitmen terhadap
nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu,
rekonstruksi hukum Islam bukanlah upaya dekonstruktif,
melainkan proses penyegaran epistemologis.

Sintesis epistemologis ini juga menegaskan bahwa otoritas
hukum tidak bersumber semata-mata dari teks atau figur
otoritatif, tetapi dari kualitas argumentasi, kedalaman
pemahaman, dan kesetiaan pada tujuan moral syariat. Dengan
demikian, otoritas hukum bersifat rasional-etis, bukan dogmatis.

Dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer,
pendekatan ini membuka ruang dialog antara tradisi dan
modernitas, antara lokalitas dan universalitas, antara teks dan
konteks. Figh mutakallimin tidak menawarkan jawaban instan,
tetapi menyediakan kerangka berpikir yang memungkinkan umat
[slam merespons tantangan zaman secara bermartabat dan
bertanggung jawab.

Dengan demikian, epistemologi figh mutakallimin tidak
hanya relevan secara akademik, tetapi juga strategis bagi masa
depan hukum Islam. Ia menjadi jembatan antara warisan
intelektual klasik dan kebutuhan kemanusiaan modern, sekaligus

47



48

Figh Mutakallimin: Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Kontemporer

fondasi bagi pembaruan hukum Islam yang berakar kuat pada
nilai-nilai teologis dan kemanusiaan universal.
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BAB 6
RASIONALITAS DALAM
TRADISI MUTAKALLIMIN

A. Relevansi Rasionalitas dalam Hukum
Kontemporer

Rasionalitas dalam tradisi mutakallimin tidak pernah diposisikan
sebagai kekuatan yang berdiri sendiri, apalagi sebagai otoritas
yang menyaingi wahyu. Sebaliknya, ia ditempatkan sebagai
instrumen epistemologis yang memungkinkan manusia
memahami, menginternalisasi, dan mengaktualisasikan pesan
ilahi secara sadar dan bertanggung jawab. Dengan demikian,
rasionalitas bukan sekadar kemampuan berpikir logis, melainkan
bagian dari struktur teologis yang menghubungkan manusia
dengan kehendak Tuhan.

Dalam perspektif Islam, penggunaan akal bukanlah pilihan
metodologis belaka, melainkan tuntutan teologis. Al-Qur’an
berulang kali mengarahkan manusia untuk berpikir, merenung,
dan menggunakan daya intelektualnya sebagai bentuk kesadaran
iman.

Dalam konteks dunia kontemporer yang ditandai oleh
kompleksitas sosial, percepatan teknologi, dan perubahan nilai
yang sangat cepat, persoalan hukum tidak lagi dapat dijawab
melalui pendekatan tekstual yang sempit. Realitas baru menuntut
kehadiran rasionalitas yang mampu membaca konteks tanpa
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melepaskan akar teologisnya. Di sinilah relevansi rasionalitas
dalam tradisi mutakallimin menemukan momentumnya yang
paling signifikan.

Hukum Islam, jika dipahami secara statis, berisiko
kehilangan daya transformasinya. Sebaliknya, jika dipahami
secararasional namun terlepas dari fondasi teologis, ia berpotensi
kehilangan legitimasi moral dan spiritualnya. Oleh karena itu,
pendekatan mutakallimin yang memadukan wahyu dan rasio
dalam satu kesatuan epistemologis menjadi sangat relevan untuk
menjembatani ketegangan antara normativitas dan realitas.

Dalam konteks kontemporer, problematika hukum tidak
lagi terbatas pada persoalan ibadah atau muamalah klasik, tetapi
mencakup isu-isu kompleks seperti keadilan sosial, bioetika,
relasi kekuasaan, hak asasi manusia, hingga problem ekologi.
Persoalan-persoalan ini menuntut pendekatan hukum yang tidak
hanya normatif, tetapi juga reflektif dan kontekstual. Rasionalitas
menjadi perangkat penting untuk membaca realitas sosial secara
kritis sekaligus etis.

Al-Qur’an memberikan landasan normatif bagi keterlibatan
aktif manusia dalam merespons realitas sosial:
P - Sust NG - g P2
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“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum
hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka
sendiri.” (QS. al-Ra‘d [13]: 11)

Ayat ini menegaskan bahwa perubahan sosial merupakan
tanggung jawab manusia yang harus dijalankan secara sadar dan
rasional. Dalam konteks hukum, ayat ini mengisyaratkan bahwa
pembaruan hukum bukanlah pengkhianatan terhadap agama,
melainkan bagian dari tanggung jawab etis umat beriman.
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Rasionalitas dalam tradisi mutakallimin memungkinkan
hukum Islam berfungsi sebagai sistem normatif yang adaptif
tanpa kehilangan orientasi nilai. Dengan rasionalitas, hukum
dapat merespons perubahan sosial secara kreatif; dengan wahyu,
hukum tetap terikat pada nilai-nilai transenden. Keseimbangan
inilah yang menjadikan hukum Islam mampu bertahan lintas
zaman.

Lebih jauh, rasionalitas juga berfungsi sebagai instrumen
kritik terhadap praktik keagamaan yang menyimpang dari nilai
keadilan. Ketika hukum digunakan untuk melegitimasi
ketimpangan sosial, diskriminasi, atau kekerasan simbolik, maka
rasionalitas teologis hadir untuk mengoreksi penyimpangan
tersebut. Dalam konteks ini, rasionalitas bukan ancaman bagi
agama, melainkan mekanisme internal untuk menjaga kemurnian
pesan ilahi.

Al-Qur'an secara tegas menegaskan prinsip keadilan
sebagai fondasi kehidupan sosial:

_ L. o o o @ 5 5 So o @ % -
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“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak
keadilan, menjadi saksi karena Allah.” (QS. al-Nisa’ [4]: 135).

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya
tuntutan hukum, tetapi juga panggilan moral dan spiritual.
Rasionalitas membantu manusia memahami bagaimana prinsip
keadilan itu diwujudkan dalam konteks sosial yang terus berubah.

Dalam realitas global saat ini, umat Islam hidup
berdampingan dengan berbagai sistem nilai dan hukum. Situasi
ini menuntut kemampuan dialogis yang tinggi. Rasionalitas
mutakallimin memungkinkan umat Islam terlibat dalam dialog
lintas budaya dan agama tanpa kehilangan identitas teologisnya.
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Dengan demikian, hukum Islam dapat berfungsi sebagai etika
publik yang konstruktif dan inklusif.

Lebih jauh, rasionalitas juga berperan penting dalam
mencegah sakralisasi berlebihan terhadap produk pemikiran
manusia. Ketika suatu pandangan figh dianggap mutlak dan tak
tersentuh Kkritik, maka hukum kehilangan daya korektifnya.
Tradisi mutakallimin justru mengajarkan bahwa hanya wahyu
yang absolut, sementara pemahaman manusia selalu terbuka
untuk dikaji ulang.

Dalam konteks inilah rasionalitas berfungsi sebagai penjaga
keseimbangan antara kontinuitas dan perubahan. la memastikan
bahwa hukum Islam tetap setia pada nilai-nilai dasarnya,
sekaligus mampu menjawab tantangan zaman dengan bijaksana.
Dengan demikian, hukum tidak menjadi beku, tetapi terus hidup
dan berkembang bersama dinamika masyarakat.

Akhirnya, relevansi rasionalitas dalam hukum kontemporer
tidak hanya terletak pada kemampuannya menjawab persoalan
teknis, tetapi pada kemampuannya membentuk kesadaran etis
kolektif. Rasionalitas yang berakar pada wahyu melahirkan
hukum yang tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga
membentuk karakter dan tanggung jawab moral manusia.

Dengan demikian, figh mutakallimin menawarkan
paradigma hukum yang tidak sekadar normatif, tetapi juga
humanistik dan transformatif. la menjadikan hukum sebagai
sarana pembebasan, bukan penindasan; sebagai jalan menuju
keadilan, bukan sekadar instrumen kekuasaan. Inilah relevansi
terdalam rasionalitas dalam hukum Islam kontemporer.

Ayat yang menyatakan “Tidakkah mereka merenungkan Al-
Qur’an?” menunjukkan bahwa aktivitas intelektual merupakan
bagian integral dari keberagamaan. Akal, dalam kerangka ini,
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bukan lawan dari iman, melainkan sarana untuk menghidupkan
iman secara reflektif dan bertanggung jawab.

Dalam tradisi mutakallimin, rasionalitas dipahami sebagai
wasilah (sarana), bukan ghdyah (tujuan). la berfungsi untuk
menyingkap makna wahyu, bukan menggantikannya. Oleh karena
itu, rasionalitas selalu beroperasi dalam horizon teologis yang
mengakui keterbatasan manusia di hadapan kemahatahuan
Tuhan. Kesadaran akan keterbatasan inilah yang membedakan
rasionalitas Islam dari rasionalisme filosofis yang menempatkan
akal sebagai ukuran mutlak kebenaran.

Para mutakallimiin menolak dikotomi tajam antara iman
dan rasio. Bagi mereka, iman yang tidak rasional berpotensi jatuh
pada taklid buta, sementara rasionalitas tanpa iman berpotensi
melahirkan kesombongan epistemik. Oleh sebab itu, relasi antara
akal dan wahyu bersifat dialektis, bukan antagonistik. Akal
bekerja dalam bimbingan wahyu, sementara wahyu dipahami
melalui kerja akal.

Pandangan ini memiliki implikasi penting dalam bangunan
epistemologi hukum Islam. Hukum tidak dipahami sebagai
produk mekanis dari teks, melainkan sebagai hasil interaksi
dinamis antara wahyu dan daya nalar manusia. Dengan demikian,
hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi senantiasa terbuka
terhadap pengayaan pemahaman seiring dengan perkembangan
kesadaran manusia.

Al-Qur’an menegaskan keterbatasan pengetahuan manusia
dengan sangat jelas:

i
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“Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit.” (QS. Al-
Isra’ [17]: 85).
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Ayat ini mengandung pesan epistemologis yang sangat
dalam. [a menanamkan sikap kerendahan intelektual (epistemic
humility) dalam proses pencarian kebenaran. Bagi mutakallimin,
kesadaran ini menjadi fondasi etika berpikir: bahwa setiap
produk pemikiran manusia selalu bersifat tentatif dan terbuka
untuk dikritik.

Kesadaran akan keterbatasan akal tidak melemahkan
rasionalitas, justru memperkuatnya. Akal yang menyadari
batasnya akan lebih berhati-hati dalam menyimpulkan, lebih
terbuka terhadap koreksi, dan lebih bertanggung jawab secara
moral. Inilah rasionalitas yang etis, bukan sekadar teknis.

Dalam konteks teologi Islam, rasionalitas juga berfungsi
sebagai sarana pembuktian Kkeimanan. Para mutakallimin
menggunakan argumen rasional untuk menegaskan eksistensi
Tuhan, keesaan-Nya, serta keadilan-Nya. Pendekatan ini tidak
dimaksudkan untuk menggantikan iman, melainkan untuk
memperkuatnya melalui pemahaman yang dapat
dipertanggungjawabkan secara intelektual.

Imam al-Juwayni menegaskan bahwa akal merupakan jalan
awal menuju pengenalan Tuhan, meskipun ia tidak mampu
menjangkau hakikat Tuhan secara sempurna. Dengan demikian,
akal berfungsi sebagai pintu masuk menuju iman yang sadar,
bukan iman yang diwarisi secara pasif.

Dalam kerangka ini, rasionalitas memiliki dimensi etis yang
kuat. Berpikir bukan sekadar aktivitas kognitif, melainkan
tanggung jawab moral. Ketika seseorang menggunakan akalnya
untuk memahami kehendak Tuhan, ia sedang menjalankan
amanah keilmuan. Oleh sebab itu, penyalahgunaan rasionalitas
baik untuk membenarkan Kketidakadilan maupun untuk
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menjustifikasi kekuasaan merupakan bentuk pengkhianatan
terhadap fungsi teologis akal itu sendiri.

Lebih jauh, rasionalitas dalam tradisi mutakallimin juga
berfungsi sebagai mekanisme kritik internal terhadap
pemahaman keagamaan yang menyimpang. Dengan akal, umat
Islam dapat membedakan antara ajaran agama yang autentik dan
konstruksi sosial yang dibungkus simbol-simbol religius. Di
sinilah rasionalitas menjadi instrumen pembebasan dari
dogmatisme dan manipulasi ideologis.

Dalam konteks hukum Islam, fungsi ini menjadi sangat
krusial. Tanpa rasionalitas, hukum berpotensi menjadi alat
legitimasi kekuasaan yang menindas. Dengan rasionalitas, hukum
justru menjadi sarana penegakan keadilan dan perlindungan
martabat manusia. Oleh karena itu, rasionalitas bukan ancaman
bagi syariat, melainkan syarat bagi terwujudnya tujuan-tujuan
luhur syariat itu sendiri.

Dengan demikian, rasionalitas dalam tradisi mutakallimin
bukan sekadar elemen metodologis, tetapi fondasi epistemologis
yang memungkinkan hukum Islam tetap hidup, bermakna, dan
relevan sepanjang zaman. la menjembatani wahyu dan realitas,
iman dan tindakan, serta nilai transenden dan kehidupan sosial
manusia.

B. Akal dan Wahyu dalam Dialektika
Pemikiran Islam

Relasi antara akal dan wahyu merupakan salah satu poros utama
dalam bangunan epistemologi Islam. Perdebatan mengenai
keduanya bukan sekadar perbedaan metodologis, melainkan
refleksi dari usaha intelektual umat Islam dalam memahami
bagaimana kebenaran ilahi dapat diakses oleh akal manusia yang
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terbatas. Dalam tradisi mutakallimin, relasi ini dipahami secara
dialektis bukan dalam kerangka pertentangan, melainkan dalam
hubungan saling melengkapi dan meneguhkan.

Wahyu, dalam pandangan Islam, merupakan sumber
pengetahuan yang bersifat transenden dan absolut. la berasal dari
Tuhan Yang Mahatahu dan karenanya mengandung kebenaran
yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Namun, wahyu tidak
hadir dalam ruang hampa; ia hadir dalam bahasa manusia,
dipahami oleh akal manusia, dan diaktualisasikan dalam realitas
sosial yang terus berubah. Di sinilah peran akal menjadi tak
terelakkan.

Al-Qur’an sendiri menegaskan pentingnya penggunaan akal
sebagai sarana memahami tanda-tanda Tuhan di alam dan dalam
diri manusia:
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“Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda Kami di
segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi
mereka bahwa (Al-Qur’an) itu adalah kebenaran.” (QS. Fussilat

[41]: 53).

Ayat ini menegaskan bahwa kebenaran wahyu tidak berdiri
terpisah dari realitas empiris dan rasionalitas manusia. Justru
melalui pengamatan, refleksi, dan penalaran, manusia sampai
pada pengakuan akan kebenaran wahyu. Dengan demikian,
wahyu dan akal berada dalam hubungan saling meneguhkan,
bukan saling meniadakan.

Dalam sejarah pemikiran Islam, dialektika antara akal dan
wahyu mencapai bentuk artikulasinya yang paling intens dalam
perdebatan teologis antara aliran-aliran besar seperti Mu ‘tazilah,
Asy‘ariyyah, dan Maturidiyyah. Meskipun sering dipahami secara



Figh Mutakallimin: Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Kontemporer

dikotomis, ketiga aliran ini sejatinya berbagi kesadaran
epistemologis yang sama: bahwa akal memiliki peran penting,
namun tidak berdiri sebagai sumber kebenaran absolut.

Kaum Mu'‘tazilah menegaskan bahwa akal mampu
mengetahui baik dan buruk secara independen, bahkan sebelum
datangnya wahyu. Pandangan ini berangkat dari keyakinan
bahwa Tuhan Mahaadil dan tidak mungkin memerintahkan
sesuatu yang bertentangan dengan keadilan rasional. Oleh karena
itu, bagi mereka, akal menjadi alat utama dalam memahami
keadilan Tuhan. Namun, posisi ini juga mengandung risiko
epistemologis, yakni kecenderungan menjadikan rasionalitas
manusia sebagai standar tertinggi penilaian moral.

Sebaliknya, Ahl al-Sunnah, khususnya aliran Asy‘ariyyah,
menegaskan bahwa pengetahuan tentang baik dan buruk secara
normatif hanya dapat diketahui melalui wahyu. Akal berfungsi
untuk memahami dan menafsirkan wahyu, bukan untuk
menetapkan nilai secara independen. Namun, penegasan ini tidak
berarti penolakan terhadap akal. Justru para teolog Asy‘ari
menggunakan argumentasi rasional yang sangat canggih dalam
membela doktrin-doktrin teologis mereka.

Imam al-Ghazali merupakan figur kunci dalam upaya
sintesis antara akal dan wahyu. [a mengkritik rasionalisme
ekstrem sekaligus menolak anti-intelektualisme. Dalam
pandangannya, akal adalah fondasi bagi pemahaman wahyu,
tetapi wahyu memberikan orientasi etis dan metafisis yang tidak
dapat dicapai oleh akal semata. Tanpa wahyu, akal kehilangan
arah; tanpa akal, wahyu kehilangan makna operasional.

Pandangan ini menegaskan bahwa konflik antara akal dan
wahyu sesungguhnya bersifat semu. Konflik hanya muncul ketika
salah satunya dipahami secara reduktif. Ketika akal dibebani
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fungsi yang melampaui kapasitasnya, atau ketika wahyu dipahami
secara literal tanpa konteks, ketegangan epistemologis menjadi
tak terhindarkan. Oleh karena itu, keseimbangan antara keduanya
menjadi prasyarat bagi pemahaman agama yang sehat.

Al-Qur'an sendiri mengingatkan keterbatasan manusia
dalam memahami realitas secara total:
S Y] L1 e fwj by
“Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit.” (QS. Al-
Isra’ [17]: 85).

Ayat ini menanamkan sikap epistemik yang rendah hati
(epistemic humility), sebuah sikap yang sangat penting dalam
tradisi keilmuan Islam. Kesadaran akan Kketerbatasan
pengetahuan manusia mencegah absolutisasi penafsiran dan
membuka ruang dialog yang konstruktif.

Dalam kerangka figih, dialektika antara akal dan wahyu
memungkinkan terjadinya ijtihad yang bertanggung jawab. [jtihad
bukan sekadar aktivitas intelektual, tetapi juga tindakan moral
yang menuntut kejujuran, kehati-hatian, dan kesadaran akan
dampak sosial dari setiap keputusan hukum. Oleh karena itu,
penggunaan akal dalam hukum Islam selalu dibingkai oleh
tanggung jawab etis.

Lebih jauh, dialektika ini juga memungkinkan hukum Islam
merespons dinamika zaman tanpa kehilangan legitimasi
teologisnya. Dengan akal, hukum dapat membaca realitas; dengan
wahyu, hukum tetap Dberakar pada nilai transenden.
Keseimbangan inilah yang menjadikan hukum Islam bersifat
adaptif tanpa kehilangan identitas.
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Dalam konteks kontemporer, dialektika akal dan wahyu
menjadi semakin relevan. Tantangan modernitas seperti
sekularisasi, relativisme moral, dan krisis makna menuntut
pendekatan keagamaan yang mampu berdialog dengan
rasionalitas modern tanpa larut di dalamnya. Figh mutakallimin
menyediakan kerangka epistemologis yang memungkinkan
dialog tersebut berlangsung secara kritis dan produktif.

Dengan demikian, hubungan antara akal dan wahyu
bukanlah hubungan subordinatif satu arah, melainkan relasi
dinamis yang saling menguatkan. Di sinilah letak kekuatan
epistemologi Islam: ia tidak menafikan rasionalitas, tetapi juga
tidak menuhankannya. Ia menempatkan akal sebagai mitra
wahyu dalam upaya memahami kebenaran dan menegakkan
keadilan dalam kehidupan manusia.

C. Rasionalitas dan Batas-Batas Ijtihad

Ijtihad merupakan manifestasi paling konkret dari kerja rasional
dalam tradisi hukum Islam. Ia tidak sekadar aktivitas intelektual,
melainkan tanggung jawab teologis yang menghubungkan
kehendak Ilahi dengan realitas sosial manusia. Dalam kerangka
mutakallimin, ijtihad dipahami sebagai usaha maksimal akal
manusia untuk memahami maksud syariat, bukan sebagai upaya
menciptakan hukum secara independen dari wahyu. Oleh karena
itu, pembahasan mengenai batas-batas ijtihad menjadi sangat
krusial agar rasionalitas tidak terlepas dari fondasi teologisnya.

Secara etimologis, ijtihad bermakna pengerahan seluruh
kemampuan (badzl al-wus‘) untuk mencapai suatu tujuan. Dalam
konteks hukum Islam, tujuan tersebut adalah penyingkapan
kehendak Tuhan sejauh yang dapat dijangkau oleh akal manusia.
Definisi ini dengan sendirinya mengandung kesadaran bahwa
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hasil ijtihad bersifat relatif dan tidak pernah identik secara mutlak
dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Di sinilah letak kerendahan
epistemologis yang menjadi ciri khas pemikiran hukum Islam.

Para mutakallimin menegaskan bahwa ijtihad hanya sah
dilakukan pada wilayah yang tidak memiliki dalil gath 7, baik dari
segi transmisi (tsubiit) maupun makna (dalalah). Dalam wilayah
inilah rasionalitas berfungsi secara maksimal, namun tetap
berada dalam koridor wahyu. Dengan demikian, rasionalitas tidak
beroperasi secara bebas tanpa batas, tetapi bergerak dalam ruang
yang telah digariskan oleh teks suci.

Al-Qur'an sendiri memberikan landasan normatif bagi
praktik ijtihad dengan mendorong penggunaan akal dalam
memahami realitas kehidupan:

)\w\“ a}j L ‘}:?;;l;

“Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai
pandangan.” (QS. Al-Hasyr [59]: 2).

Ayat ini menegaskan bahwa pengambilan pelajaran yang
merupakan inti dari ijtihad menuntut kemampuan reflektif dan
penalaran yang matang. Dengan demikian, penggunaan akal
bukan hanya dibolehkan, tetapi diperintahkan sebagai bagian dari
tanggung jawab keagamaan.

Namun demikian, tradisi mutakallimin juga menekankan
bahwa rasionalitas memiliki batas ontologis dan epistemologis.
Akal manusia, betapapun tajamnya, tetap terikat oleh ruang,
waktu, dan kondisi sosial tertentu. Kesadaran ini melahirkan
prinsip kehati-hatian dalam berijtihad dan mencegah klaim
kebenaran absolut atas hasil penalaran manusia.
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Imam al-Ghazali dengan tegas mengingatkan bahwa hasil
ijtihad tidak boleh disakralkan. [a menegaskan bahwa seorang
mujtahid bisa benar dan bisa pula keliru, namun tetap
mendapatkan nilai moral dari upaya intelektualnya. Dalam
kerangka ini, kebenaran ijtihad bersifat zanni, bukan qatfi. Oleh
karena itu, perbedaan pendapat tidak boleh dipahami sebagai
penyimpangan, melainkan sebagai keniscayaan epistemologis.

Kesadaran terhadap batas-batas ijtihad inilah yang
membedakan antara rasionalitas yang bertanggung jawab dan
rasionalisme yang arogan. Rasionalitas yang bertanggung jawab
selalu disertai kesadaran akan keterbatasan diri, sementara
rasionalisme cenderung mengabsolutkan produk akal manusia.
Dalam tradisi mutakallimin, sikap terakhir ini dianggap berbahaya
karena berpotensi menggantikan otoritas wahyu dengan
subjektivitas manusia.

Dalam konteks hukum, batas ijtihad juga berfungsi sebagai
mekanisme etis yang menjaga stabilitas sosial. Tanpa batas yang
jelas, hukum dapat berubah menjadi alat legitimasi kepentingan
kelompok tertentu. Oleh karena itu, para ulama menekankan
pentingnya kompetensi keilmuan, integritas moral, dan
ketakwaan sebagai syarat utama bagi seorang mujtahid.

Lebih jauh, ijtihad dalam perspektif mutakallimin tidak
semata-mata berorientasi pada penyelesaian masalah hukum,
tetapi juga pada pembentukan kesadaran etis umat. Hukum yang
lahir dari proses ijtihad yang bertanggung jawab akan melahirkan
kepatuhan yang bersumber dari kesadaran, bukan dari
keterpaksaan. Di sinilah hukum berfungsi sebagai sarana
pendidikan moral dan spiritual.
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Al-Qur'an mengingatkan bahwa tanggung jawab moral
manusia selalu berada dalam pengawasan Tuhan:
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“Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.” (QS. Al-Fajr
[89]: 14).

Ayat ini menanamkan kesadaran bahwa setiap keputusan,
termasuk keputusan hukum, memiliki dimensi transendental.
Tidak ada ruang bagi kesewenang-wenangan intelektual dalam
kerangka etika Islam.

Dalam konteks modern, batas-batas ijtihad menjadi
semakin relevan. Kompleksitas persoalan sosial, politik, dan
teknologi menuntut keberanian intelektual sekaligus kerendahan
hati epistemologis. Rasionalitas tanpa etika berpotensi
melahirkan hukum yang dehumanistik, sementara ketundukan
tanpa pemahaman melahirkan stagnasi intelektual.

Oleh karena itu, figh mutakallimin menawarkan jalan
tengah yang konstruktif: rasionalitas yang berakar pada wahyu,
dan wahyu yang diaktualisasikan melalui nalar yang bertanggung
jawab. Dengan pendekatan ini, hukum Islam mampu menjawab
tantangan zaman tanpa kehilangan integritas moralnya.

Dengan demikian, batas-batas ijtihad bukanlah penghalang
bagi dinamika hukum, melainkan pagar epistemologis yang
menjaga agar kebebasan berpikir tetap berada dalam orbit nilai-
nilai ilahiah. Di sinilah letak kekuatan figh mutakallimin sebagai
kerangka epistemologis yang tidak hanya relevan secara teoretis,
tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sosial umat manusia.
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D. Relevansi Rasionalitas dalam Hukum
Kontemporer

Dalam konteks dunArah Masa Depan Figh mutakallimin ia
kontemporer yang ditandai oleh kompleksitas sosial, percepatan
teknologi, dan perubahan nilai yang sangat cepat, persoalan
hukum tidak lagi dapat dijawab melalui pendekatan tekstual yang
sempit. Realitas baru menuntut kehadiran rasionalitas yang
mampu membaca konteks tanpa melepaskan akar teologisnya. Di
sinilah relevansi rasionalitas dalam tradisi mutakallimin
menemukan momentumnya yang paling signifikan.

Hukum Islam, jika dipahami secara statis, berisiko
kehilangan daya transformasinya. Sebaliknya, jika dipahami
secararasional namun terlepas dari fondasi teologis, ia berpotensi
kehilangan legitimasi moral dan spiritualnya. Oleh karena itu,
pendekatan mutakallimin yang memadukan wahyu dan rasio
dalam satu kesatuan epistemologis menjadi sangat relevan untuk
menjembatani ketegangan antara normativitas dan realitas.

Dalam konteks kontemporer, problematika hukum tidak
lagi terbatas pada persoalan ibadah atau muamalah klasik, tetapi
mencakup isu-isu kompleks seperti keadilan sosial, bioetika,
relasi kekuasaan, hak asasi manusia, hingga problem ekologi.
Persoalan-persoalan ini menuntut pendekatan hukum yang tidak
hanya normatif, tetapi juga reflektif dan kontekstual. Rasionalitas
menjadi perangkat penting untuk membaca realitas sosial secara
kritis sekaligus etis.

Al-Qur’an memberikan landasan normatif bagi keterlibatan
aktif manusia dalam merespons realitas sosial:
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“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum
hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka
sendiri.” (QS. Al-Ra‘d [13]: 11).

Ayat ini menegaskan bahwa perubahan sosial merupakan
tanggung jawab manusia yang harus dijalankan secara sadar dan
rasional. Dalam konteks hukum, ayat ini mengisyaratkan bahwa
pembaruan hukum bukanlah pengkhianatan terhadap agama,
melainkan bagian dari tanggung jawab etis umat beriman.

Rasionalitas dalam tradisi mutakallimin memungkinkan
hukum Islam berfungsi sebagai sistem normatif yang adaptif
tanpa kehilangan orientasi nilai. Dengan rasionalitas, hukum
dapat merespons perubahan sosial secara kreatif; dengan wahyu,
hukum tetap terikat pada nilai-nilai transenden. Keseimbangan
inilah yang menjadikan hukum Islam mampu bertahan lintas
zaman.

Lebih jauh, rasionalitas juga berfungsi sebagai instrumen
kritik terhadap praktik keagamaan yang menyimpang dari nilai
keadilan. Ketika hukum digunakan untuk melegitimasi
ketimpangan sosial, diskriminasi, atau kekerasan simbolik, maka
rasionalitas teologis hadir untuk mengoreksi penyimpangan
tersebut. Dalam konteks ini, rasionalitas bukan ancaman bagi
agama, melainkan mekanisme internal untuk menjaga kemurnian
pesan ilahi.

Al-Qur'an secara tegas menegaskan prinsip keadilan
sebagai fondasi kehidupan sosial:

955 £33 U TS G

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak
keadilan, menjadi saksi karena Allah.” (QS. An-Nisa’ [4]: 135).
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Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya
tuntutan hukum, tetapi juga panggilan moral dan spiritual
Rasionalitas membantu manusia memahami bagaimana prinsip
keadilan itu diwujudkan dalam konteks sosial yang terus berubah.

Dalam realitas global saat ini, umat Islam hidup
berdampingan dengan berbagai sistem nilai dan hukum. Situasi
ini menuntut kemampuan dialogis yang tinggi. Rasionalitas
mutakallimin memungkinkan umat Islam terlibat dalam dialog
lintas budaya dan agama tanpa kehilangan identitas teologisnya.
Dengan demikian, hukum Islam dapat berfungsi sebagai etika
publik yang konstruktif dan inklusif.

Lebih jauh, rasionalitas juga berperan penting dalam
mencegah sakralisasi berlebihan terhadap produk pemikiran
manusia. Ketika suatu pandangan figh dianggap mutlak dan tak
tersentuh Kkritik, maka hukum kehilangan daya korektifnya.
Tradisi mutakallimin justru mengajarkan bahwa hanya wahyu
yang absolut, sementara pemahaman manusia selalu terbuka
untuk dikaji ulang.

Dalam konteks inilah rasionalitas berfungsi sebagai penjaga
keseimbangan antara kontinuitas dan perubahan. la memastikan
bahwa hukum Islam tetap setia pada nilai-nilai dasarnya,
sekaligus mampu menjawab tantangan zaman dengan bijaksana.
Dengan demikian, hukum tidak menjadi beku, tetapi terus hidup
dan berkembang bersama dinamika masyarakat.

Akhirnya, relevansi rasionalitas dalam hukum kontemporer
tidak hanya terletak pada kemampuannya menjawab persoalan
teknis, tetapi pada kemampuannya membentuk kesadaran etis
kolektif. Rasionalitas yang berakar pada wahyu melahirkan
hukum yang tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga
membentuk karakter dan tanggung jawab moral manusia.
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Dengan demikian, figh mutakallimin menawarkan
paradigma hukum yang tidak sekadar normatif, tetapi juga
humanistik dan transformatif. la menjadikan hukum sebagai
sarana pembebasan, bukan penindasan; sebagai jalan menuju
keadilan, bukan sekadar instrumen kekuasaan. Inilah relevansi
terdalam rasionalitas dalam hukum Islam kontemporer.
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BAB 7
KONSEP KEBENARAN DAN
VALIDITAS HUKUM

A. Kebenaran dalam Perspektif Mutakallimin

Dalam khazanah pemikiran Islam, persoalan kebenaran tidak
pernah berdiri sebagai isu epistemik semata, melainkan selalu
terkait erat dengan dimensi teologis dan moral. Bagi tradisi
mutakallimin, kebenaran tidak dipahami sebagai hasil konstruksi
intelektual manusia semata, tetapi sebagai refleksi dari realitas
ilahiah yang menjadi sumber segala makna. Oleh karena itu,
pembahasan tentang kebenaran selalu berkelindan dengan
pembahasan tentang Tuhan, kehendak-Nya, dan tujuan
penciptaan manusia.

Al-Qur’an menegaskan bahwa kebenaran bersumber dari
Allah sebagai al-Haqq, realitas tertinggi yang tidak mungkin
mengandung kesalahan:

Ghl ol s
“Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah Yang Maha
Benar.” (QS. al-Hajj [22]: 6)

Ayat ini tidak hanya menyatakan sifat Tuhan, tetapi
sekaligus menegaskan fondasi ontologis seluruh kebenaran.
Dalam perspektif ini, kebenaran tidak bersifat relatif secara
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mutlak, meskipun pemahaman manusia terhadapnya selalu
bersifat terbatas dan kontekstual.

Para mutakallimin memandang bahwa keterbatasan
manusia bukan alasan untuk menafikan kebenaran, melainkan
alasan untuk bersikap rendah hati secara epistemologis. Akal
diberi peran penting sebagai instrumen untuk memahami wahyu,
namun ia tidak pernah berdiri otonom. Dengan demikian,
kebenaran dalam Islam tidak bersifat subjektif, tetapi juga tidak
tertutup dari proses pencarian dan penalaran.

Relasi antara wahyu dan akal ini membentuk fondasi
epistemologi hukum Islam. Wahyu berfungsi sebagai sumber nilai
absolut, sementara akal menjadi sarana untuk menafsirkan dan
mengaktualisasikan nilai tersebut dalam konteks kehidupan yang
terus berubah. Oleh sebab itu, kebenaran hukum tidak selalu
tampil dalam bentuk tunggal, melainkan dalam spektrum
pemahaman yang beragam, sejauh tetap berada dalam horizon
wahyu.

Dalam tradisi mutakallimin, kesadaran akan keterbatasan
pengetahuan manusia justru melahirkan etika intelektual yang
khas: kehati-hatian dalam berfatwa, keterbukaan terhadap
perbedaan, dan kesediaan untuk merevisi pandangan ketika
berhadapan dengan argumen yang lebih kuat. Sikap inilah yang
menjadikan perbedaan sebagai rahmat epistemologis, bukan
ancaman terhadap kebenaran.

B. Otoritas dan Legitimasi Hukum Islam

Otoritas hukum dalam Islam tidak bersifat absolut dalam dirinya
sendiri, melainkan bersumber dari relasinya dengan kehendak
[lahi. Oleh karena itu, legitimasi hukum tidak semata-mata
ditentukan oleh kekuasaan, struktur institusional, atau konsensus
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sosial, melainkan oleh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip
keadilan dan kebenaran yang bersumber dari wahyu.

Al-Qur’an menegaskan:

o
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“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul,
dan pemegang otoritas di antara kamu.” (QS. al-Nisa’ [4]: 59)

Struktur ayat ini menunjukkan hirarki ketaatan: ketaatan
kepada otoritas manusia bersifat derivatif dan bersyarat,
bergantung pada kesesuaiannya dengan kehendak Allah dan
Rasul-Nya. Dengan demikian, legitimasi hukum tidak pernah
bersifat mutlak, melainkan selalu terbuka untuk diuji secara
moral dan epistemologis.

Dalam perspektif mutakallimin, otoritas hukum sejati lahir
dari perpaduan antara kompetensi keilmuan, integritas moral,
dan kesadaran tanggung jawab di hadapan Tuhan. Hukum
kehilangan legitimasi ketika ia terlepas dari nilai keadilan dan
berubah menjadi alat dominasi. Di sinilah kritik teologis
memainkan peran penting sebagai mekanisme koreksi terhadap
penyalahgunaan otoritas.

Imam al-Ghazali mengingatkan bahwa ilmu yang tidak
disertai ketakwaan akan melahirkan kerusakan, sementara
kekuasaan yang tidak dibimbing oleh ilmu akan melahirkan
kezaliman. Oleh sebab itu, otoritas hukum dalam Islam senantiasa
menuntut keseimbangan antara pengetahuan, moralitas, dan
tanggung jawab spiritual.

Dalam konteks modern, problem otoritas hukum semakin
kompleks karena bersinggungan dengan kekuasaan negara,
kepentingan politik, dan dinamika sosial global. Dalam situasi ini,
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pendekatan mutakallimin menjadi relevan sebagai landasan kritis
untuk menilai legitimasi hukum secara etis dan teologis, bukan
semata-mata prosedural.

C. Pluralitas Pandangan dan Dinamika Ijtihad

Pluralitas pandangan merupakan keniscayaan dalam tradisi
hukum Islam. Perbedaan pendapat bukanlah kegagalan
epistemologis, melainkan konsekuensi logis dari keterbatasan
manusia dalam memahami kehendak Tuhan yang absolut.
Kesadaran ini telah tertanam kuat dalam tradisi keilmuan Islam
sejak masa awal.

Nabi Muhammad ££ bersabda:
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“Apabila seorang hakim berijtihad lalu benar, maka baginya dua

pahala; dan apabila ia berijtihad lalu keliru, maka baginya satu
pahala.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa nilai moral ijtihad terletak
pada kesungguhan dan kejujuran intelektual, bukan semata pada
hasilnya. Dengan demikian, perbedaan pandangan tidak boleh
dipahami sebagai ancaman terhadap kebenaran, melainkan
sebagai ekspresi dari dinamika pencarian makna.

Dalam tradisi mutakallimin, pluralitas dipahami sebagai
ruang dialog yang produktif. Perbedaan metodologi dan
kesimpulan tidak dipandang sebagai fragmentasi kebenaran,
tetapi sebagai perluasan horizon pemahaman. Sikap ini
melahirkan etika ikhtilaf yang menekankan penghormatan,
kerendahan hati, dan kesadaran akan keterbatasan diri.
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Dalam konteks kontemporer, di mana perbedaan sering kali
dipolitisasi dan disempitkan menjadi Kkonflik identitas,
pendekatan ini menjadi semakin relevan. Ijtihad tidak boleh
direduksi menjadi alat legitimasi ideologis, tetapi harus dijaga
sebagai proses intelektual yang berorientasi pada kemaslahatan
dan keadilan sosial.

D. Validitas Hukum dan Tanggung Jawab
Moral

Validitas hukum dalam perspektif Islam tidak hanya ditentukan
oleh kesahihan metodologis, tetapi juga oleh dampak etis dan
sosial yang ditimbulkannya. Hukum yang sah secara formal
namun melahirkan ketidakadilan kehilangan legitimasi moralnya.

Al-Qur’an menegaskan:

O fme o] 025885
“Tahanlah mereka, sesungguhnya mereka akan dimintai
pertanggungjawaban.” (QS. al-Saffat [37]: 24)

Ayat ini menegaskan dimensi eskatologis dari tanggung
jawab hukum. Setiap keputusan hukum, sekecil apa pun, akan
dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Kesadaran ini
menuntut kehati-hatian moral yang mendalam dalam setiap
proses penetapan hukum.

Dalam perspektif mutakallimin, validitas hukum tidak dapat
dilepaskan dari tujuan-tujuan etisnya. Hukum harus menjaga
martabat manusia, melindungi yang lemah, dan mencegah
terjadinya kezaliman. Ketika hukum kehilangan orientasi etisnya,
ia berubah menjadi instrumen kekuasaan yang menindas.
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Oleh karena itu, tanggung jawab moral menjadi dimensi
esensial dalam epistemologi hukum Islam. Seorang ahli hukum
tidak hanya bertanggung jawab secara intelektual, tetapi juga
secara spiritual. Kesadaran inilah yang menjadikan hukum
sebagai jalan pengabdian, bukan sekadar profesi atau alat
legitimasi.

Dalam kerangka inilah figh mutakallimin menemukan
relevansinya yang paling mendalam: sebagai usaha menjaga
keseimbangan antara kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan.
Hukum tidak lagi dipahami sebagai struktur kaku, tetapi sebagai
praksis etis yang hidup dan bermakna.

Pembahasan mengenai kebenaran, legitimasi, dan tanggung
jawab moral menunjukkan bahwa hukum Islam tidak dapat
dilepaskan dari dimensi etis dan spiritual manusia. Namun,
pertanyaan mendasar berikutnya adalah: bagaimana nilai-nilai
tersebut diwujudkan dalam realitas sosial yang konkret dan terus
berubah?

Pertanyaan inilah yang mengantar pada pembahasan
berikutnya, yakni tentang dimensi praksis dan sosial hukum
Islam, di mana hukum tidak hanya dipahami sebagai konsep
normatif, tetapi sebagai kekuatan transformasi yang bekerja
dalam kehidupan nyata umat manusia. Dari sini, pembahasan
akan bergerak menuju bagaimana hukum Islam berinteraksi
dengan realitas sosial, budaya, dan kemanusiaan secara lebih luas.
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BAGIAN II:
STRUKTUR NALAR FIQH
MUTAKALLIMIN

73



74

Figh Mutakallimin: Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Kontemporer



Figh Mutakallimin: Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Kontemporer

BAB 8
ONTOLOGI HUKUM DALAM
PERSPEKTIF MUTAKALLIMIN

A. Hakikat Hukum dan Sumber
Keberlakuannya

Pembahasan mengenai hukum dalam perspektif mutakallimin
berangkat dari pertanyaan ontologis yang paling fundamental:
apakah hakikat hukum itu sendiri, dan dari mana keberlakuannya
memperoleh legitimasi? Pertanyaan ini tidak sekadar bersifat
teoritis, melainkan menentukan arah pemahaman manusia
terhadap hubungan antara Tuhan, hukum, dan realitas kehidupan.

Dalam tradisi pemikiran Islam, hukum tidak dipahami
sebagai konstruksi sosial yang lahir dari kesepakatan manusia
semata, melainkan sebagai manifestasi kehendak Ilahi yang
mengatur keteraturan kosmos dan kehidupan moral manusia.
Hukum, dengan demikian, memiliki dimensi transenden yang
melampaui kepentingan historis dan politis. la bukan sekadar
instrumen sosial, melainkan bagian dari tatanan ontologis yang
menghubungkan manusia dengan kehendak Tuhan.

Al-Qur’an secara tegas menyatakan:

\E(\
s45\

o —
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“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah semata.” (QS. Yisuf
[12]: 40)

Ayat ini menegaskan bahwa sumber terakhir dari segala
hukum adalah Tuhan sendiri. Namun, pengakuan terhadap
sumber ilahiah hukum tidak berarti menafikan peran manusia.
Sebaliknya, manusia diposisikan sebagai subjek moral yang diberi
kemampuan akal untuk memahami, menafsirkan, dan
mengaktualisasikan kehendak Ilahi dalam kehidupan konkret.

Dalam perspektif mutakallimin, hukum memiliki struktur
ontologis yang berlapis. Pada lapisan pertama, hukum merupakan
kehendak Tuhan yang absolut dan tidak berubah. Pada lapisan
kedua, hukum hadir sebagai pemahaman manusia yang bersifat
relatif, historis, dan kontekstual. Relasi antara kedua lapisan ini
membentuk dialektika antara ketetapan ilahi dan ikhtiar insani.

Kesadaran akan struktur ontologis ini melahirkan sikap
epistemik yang khas: kehati-hatian dalam mengklaim kebenaran
mutlak dan keterbukaan terhadap perbedaan penafsiran. Dengan
demikian, hukum tidak dipahami sebagai entitas statis, tetapi
sebagai realitas normatif yang hidup dan terus berinteraksi
dengan dinamika kehidupan manusia.

Lebih jauh, pendekatan ini juga menegaskan bahwa hukum
tidak dapat direduksi menjadi sekadar teks atau prosedur. la
adalah ekspresi nilai, makna, dan tujuan ilahiah yang menuntut
pemahaman mendalam terhadap realitas manusia. Dalam konteks
inilah figh mutakallimin menemukan relevansinya sebagai
kerangka berpikir yang memadukan teologi, rasionalitas, dan
etika.
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B. Hukum sebagai Kehendak dan Hikmah Ilahi

Dalam pandangan mutakallimin, hukum tidak hanya merupakan
perintah normatif, tetapi juga manifestasi dari hikmah Ilahi yang
melingkupi seluruh tatanan ciptaan. Setiap ketetapan hukum
mengandung tujuan yang berorientasi pada kemaslahatan,
meskipun tidak selalu dapat dipahami secara langsung oleh akal
manusia.

Al-Qur’an menegaskan:
© s owrb o 330 - o
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“Allah menetapkan hukum, dan tidak ada yang dapat menolak
ketetapan-Nya.” (QS. al-Ra‘d [13]: 41)

Ayat ini menegaskan kemutlakan otoritas [lahi, namun pada
saat yang sama mengisyaratkan bahwa hukum Tuhan bukanlah
produk kehendak yang arbitrer. la senantiasa terkait dengan
hikmah, keadilan, dan rahmat. Oleh karena itu, dalam tradisi
mutakallimin, hukum dipahami sebagai ekspresi kasih sayang
Tuhan terhadap makhluk-Nya.

Imam al-Ghazali menegaskan bahwa seluruh ketentuan
syariat bertujuan menjaga lima prinsip fundamental kehidupan
manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini
menunjukkan bahwa hukum tidak hadir untuk membebani
manusia, melainkan untuk menjaga martabat dan
keberlangsungan hidupnya.

Kesadaran akan hikmah Ilahi ini membentuk sikap
epistemologis yang seimbang: di satu sisi menerima keterbatasan
akal manusia, dan di sisi lain mendorong usaha intelektual untuk
memahami tujuan hukum secara lebih mendalam. Oleh karena itu,
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hukum tidak pernah dilepaskan dari proses penalaran, refleksi,
dan ijtihad.

Dalam konteks ini, ketaatan kepada hukum tidak semata-
mata bersifat formal, tetapi merupakan bentuk kesadaran
spiritual. Ketaatan menjadi ekspresi kepercayaan bahwa di balik
setiap ketentuan hukum terdapat kebijaksanaan Ilahi yang
mengarah pada kebaikan manusia, baik yang disadari maupun
yang tersembunyi.

C. Relasi Hukum, Manusia, dan Realitas Sosial

Hukum dalam Islam tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan
selalu berinteraksi dengan realitas sosial tempat ia diterapkan.
Oleh karena itu, pemahaman hukum menuntut kepekaan
terhadap konteks sosial, budaya, dan historis yang
melingkupinya.

Al-Qur'an menegaskan dimensi sosial hukum melalui
perintah menegakkan keadilan:
s 0 o~ o ~o Se z @
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“Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan.”
(QS. al-Nahl [16]: 90)

Ayat ini menunjukkan bahwa hukum bukan sekadar
mekanisme pengaturan, tetapi instrumen etis untuk membangun
tatanan sosial yang adil dan manusiawi. Dalam perspektif
mutakallimin, manusia bukan objek pasif hukum, melainkan
subjek moral yang bertanggung jawab untuk mewujudkan nilai-
nilai keadilan dalam kehidupan nyata.
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Relasi antara hukum dan manusia bersifat dialogis. Hukum
memberikan arah normatif, sementara manusia melalui akal dan
pengalaman sosialnya menerjemahkan arah tersebut ke dalam
praktik konkret. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipisahkan
dari realitas sosial tempat ia dioperasionalkan.

Kesadaran akan dinamika sosial ini mendorong fleksibilitas
metodologis tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar. Dalam
tradisi mutakallimin, perubahan sosial tidak dipandang sebagai
ancaman terhadap hukum, tetapi sebagai ruang aktualisasi nilai-
nilai [lahi dalam konteks yang terus berubah.

Dengan demikian, hukum Islam tidak pernah berhenti
sebagai teks normatif, melainkan hadir sebagai kekuatan
transformasional yang membentuk tatanan sosial yang adil,
beradab, dan bermartabat.

D. Dimensi Etis dalam Ontologi Hukum

Dimensi etis merupakan jantung ontologis hukum dalam
perspektif mutakallimin. Tanpa etika, hukum kehilangan makna
substantifnya dan berubah menjadi mekanisme kekuasaan yang
kering nilai. Oleh karena itu, hukum harus senantiasa berorientasi
pada pembentukan kesadaran moral manusia.

Al-Qur’an menegaskan:
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“Sungguh, Kami telah mengutus para rasul dengan bukti-bukti
yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca
agar manusia menegakkan keadilan.” (QS. al-Hadid [57]: 25)
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Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama hukum adalah
terwujudnya keadilan sebagai nilai moral universal. Hukum
bukan sekadar instrumen koersif, tetapi sarana pembentukan
kesadaran etis kolektif.

Dalam perspektif mutakallimin, hukum yang tidak
melahirkan kesadaran etis kehilangan ruhnya. Kepatuhan yang
lahir dari rasa takut semata tidak mencerminkan tujuan sejati
hukum. Sebaliknya, hukum yang efektif adalah hukum yang
mampu menumbuhkan kesadaran batin untuk berbuat adil, jujur,
dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, keberhasilan hukum tidak diukur semata-
mata dari tingkat kepatuhan formal, tetapi dari sejauh mana ia
membentuk manusia yang bermoral dan berkeadaban. Inilah
dimensi terdalam dari ontologi hukum dalam Islam.

Pada titik ini, figh mutakallimin menunjukkan kekuatannya
sebagai pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga
transformatif. la menempatkan hukum sebagai jalan menuju
kesempurnaan moral, bukan sekadar alat pengendalian sosial.

Setelah menelaah fondasi ontologis hukum dalam
perspektif mutakallimin, pertanyaan berikutnya mengarah pada
bagaimana struktur pengetahuan hukum itu dibangun dan
dioperasionalkan. Bagaimana akal bekerja dalam memahami
wahyu? Bagaimana metode penalaran hukum dibentuk dan diuji
dalam dinamika sejarah?

Pertanyaan-pertanyaan ini mengantar pembahasan pada
Bab 9, yang akan mengkaji epistemologi penalaran hukum dalam
tradisi mutakallimin, sebagai kelanjutan logis dari fondasi
ontologis yang telah dibangun sebelumnya.
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BAB 9
EPISTEMOLOGI HUKUM DAN
CARA MENGETAHUI

A. Struktur Pengetahuan Hukum Islam

Epistemologi hukum Islam berangkat dari pertanyaan mendasar:
bagaimana manusia mengetahui kehendak Tuhan dan bagaimana
pengetahuan tersebut dapat dijadikan dasar pembentukan norma
hukum yang sah, adil, dan bermakna. Dalam perspektif
mutakallimin, pengetahuan hukum tidak lahir dari satu sumber
tunggal, melainkan dari struktur epistemik yang kompleks,
berlapis, dan saling berkelindan.

Struktur pengetahuan hukum Islam dibangun di atas tiga
fondasi utama: wahyu, akal, dan realitas. Ketiganya tidak berdiri
secara hierarkis dalam arti meniadakan satu sama lain, tetapi
membentuk jaringan makna yang saling menopang. Wahyu
berfungsi sebagai sumber normatif yang menghadirkan nilai
kebenaran transenden; akal berperan sebagai instrumen
pemahaman dan penalaran; sedangkan realitas sosial menjadi
ruang aktualisasi dan pengujian makna hukum.

Al-Qur'an menegaskan pentingnya berpikir dan menggunakan
akal:

S or st
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“Tidakkah kamu berpikir?” (QS. al-Baqarah [2]: 44)
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Ayat ini menunjukkan bahwa iman tidak dimaksudkan
untuk meniadakan rasionalitas. Sebaliknya, akal merupakan
sarana yang dianugerahkan Allah agar manusia mampu membaca
tanda-tanda kebenaran, baik yang tersurat dalam wahyu maupun
yang tersirat dalam realitas kehidupan.

Dalam tradisi mutakallimin, pengetahuan hukum tidak
pernah dipahami sebagai produk mekanis dari teks semata. Ia
adalah hasil interaksi kreatif antara teks, rasio, dan konteks. Oleh
karena itu, hukum Islam bersifat dinamis, terbuka terhadap
pembaruan, namun tetap berakar pada nilai-nilai dasar yang
bersumber dari wahyu.

Struktur epistemologis semacam ini mencegah dua
ekstrem: absolutisme tekstual yang membekukan hukum, dan
relativisme rasional yang mengaburkan otoritas wahyu. Dengan
keseimbangan ini, hukum Islam hadir sebagai sistem normatif
yang stabil sekaligus adaptif.

B. Dalil, Istidlal, dan Metode Penalaran

Dalam epistemologi hukum Islam, dalil adalah titik temu antara
teks wahyu dan proses penalaran manusia. Dalil tidak sekadar
teks literal, melainkan sebagai petunjuk epistemik yang
mengarahkan manusia kepada kebenaran.

Istidlal—proses penalaran dari dalil menuju kesimpulan
hukum—merupakan inti aktivitas ijtihad. Dalam tradisi
mutakallimin, istidlal bukan sekadar prosedur teknis, melainkan
aktivitas intelektual dan moral yang menuntut Kkejujuran,
kedalaman ilmu, dan tanggung jawab etis.
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Rasulullah £% bersabda:
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“Apabila seorang hakim berijtihad lalu benar, maka baginya dua

pahala; dan apabila ia berijtihad lalu keliru, maka baginya satu
pahala.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa proses intelektual memiliki
nilai moral tinggi. Kesalahan yang lahir dari usaha jujur bukan
dosa, melainkan bagian dari dinamika pencarian kebenaran.

Metode penalaran hukum berkembang seiring dinamika
intelektual umat. Qiyas, istihsan, maslahah, sadd al-dhara’i‘, dan
berbagai metode lainnya mencerminkan fleksibilitas
epistemologis hukum Islam. Keragaman metode menunjukkan
bahwa hukum tidak dibangun dari satu metode tunggal,

melainkan dari pendekatan yang saling melengkapi.

Mutakallimin menekankan bahwa pluralitas metode bukan
kelemahan, melainkan kekayaan epistemik. Ini memungkinkan
hukum merespons kompleksitas realitas tanpa kehilangan
orientasi normatifnya.

C. Pengetahuan Normatif dan Kontekstual

Salah satu tantangan utama adalah menyeimbangkan dimensi
normatif dan kontekstual. Pengetahuan normatif bersumber dari
wahyu dan nilai dasar agama, sedangkan pengetahuan
kontekstual lahir dari realitas sosial, budaya, dan historis.
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Al-Qur’an menegaskan pentingnya memahami keragaman
manusia:

S o s z }} o2 sor o

“Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar
kamu saling mengenal.” (QS. al-Hujurat [49]: 13)

Ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan sosial dan budaya
merupakan bagian dari kehendak Allah, yang harus
diperhitungkan dalam penerapan hukum.

Mutakallimin ~ memandang konteks bukan untuk
menggantikan norma, tetapi untuk menerapkan nilai universal
dalam situasi konkrit. Hukum Islam bergerak dalam dialektika
antara nilai universal dan kondisi partikular.

Pemahaman semacam ini mencegah hukum dari kekakuan
normatif sekaligus relativisme pragmatis. Hukum tetap berpijak
pada nilai absolut, namun diekspresikan secara manusiawi dan
kontekstual.

D. Validitas Epistemik dalam Penetapan
Hukum

Validitas epistemik adalah tolok ukur keabsahan penetapan
hukum. Dalam perspektif mutakallimin, validitas tidak hanya
ditentukan oleh kesesuaian metodologis, tetapi juga oleh dampak
etis dan kemanusiaannya.

Al-Qur’an menegaskan:
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“langanlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki
pengetahuan tentangnya.” (QS. al-Isra’[17]: 36)

Ayat ini menekankan tanggung jawab epistemik manusia.
Keputusan hukum yang tidak berdasar pengetahuan yang sahih
bukan hanya keliru, tetapi juga tidak etis.

Dalam tradisi mutakallimin, validitas hukum selalu terkait
tanggung jawab moral. Hukum yang sah bukan hanya yang benar
secara metodologis, tetapi juga adil, membawa kemaslahatan, dan
tidak merusak. Pengetahuan hukum adalah amanah: menuntut
kejujuran intelektual, kerendahan hati, dan kesadaran akan
keterbatasan manusia di hadapan Tuhan.

Kesadaran ini menjadikan hukum Islam bukan sekadar
sistem normatif, tetapi praksis etis yang hidup.

Setelah menelaah epistemologi hukum, langkah berikutnya
adalah memahami bagaimana hukum itu diwujudkan dalam
ruang sosial yang konkret. Bagaimana hukum berinteraksi
dengan kekuasaan, budaya, dan dinamika masyarakat?

Pertanyaan ini membuka jalan ke BAB 10 - Aksiologi
Hukum dan Tujuan Syariat, sebagai kelanjutan logis dari kerangka
epistemologis yang telah dibangun.
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BAB 10
AKSIOLOGI HUKUM DAN
TUJUAN SYARIAT

A. Nilai-Nilai Dasar Hukum Islam

Aksiologi hukum Islam menekankan bahwa hukum (al-ahkam al-
shar‘iyyah) bukan sekadar instrumen regulasi formal, melainkan
ekspresi dari nilai-nilai fundamental yang menuntun manusia
menuju kesejahteraan lahir dan batin. Nilai-nilai ini bersumber
dari wahyu (al-wahy), akal (al-‘aql), dan pengalaman moral umat
manusia, membentuk jaringan epistemik yang kokoh dan
berlapis.

Mutakallimin ~ menekankan bahwa  hukum harus
mencerminkan kebenaran (al-haqq), keadilan (al-‘adl), rahmat
(ar-rahmah), dan kemaslahatan (al-maslahah). Nilai-nilai ini
bukan sekadar idealisme normatif, tetapi prinsip yang memberi
arah, makna, dan legitimasi moral bagi setiap aturan hukum.
Hukum yang mengabaikan nilai ini akan kehilangan otoritas
epistemik dan etisnya.

Al-Qur’an menegaskan:

“Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan.”
(QS. an-Nisa’ [4]: 58; QS. an-Nahl [16]: 90)
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Ayat ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fondasi
moral yang kuat: keadilan dan kebaikan bukan sekadar norma
sosial, tetapi nilai teologis yang mengikat seluruh aspek
kehidupan. Mutakallimin menegaskan bahwa setiap hukum yang
sah harus selaras dengan nilai-nilai ini, sehingga hukum menjadi
instrumen transformasi moral masyarakat.

Lebih jauh, nilai-nilai dasar hukum berfungsi sebagai filter
normatif. Setiap praktik hukum harus diuji: apakah menegakkan
keadilan, melindungi martabat manusia, dan menciptakan
keseimbangan sosial? Jika tidak, meskipun secara prosedural sah,
hukum tersebut kehilangan makna etisnya.

Mutakallimin juga menekankan dimensi internalisasi nilai.
Nilai hukum tidak hanya dipahami secara formal, tetapi dihayati
dalam kesadaran individu dan kolektif. Dengan demikian, hukum
Islam tidak hanya mengatur perilaku lahir, tetapi membentuk
kesadaran moral dan spiritual yang mendalam.

B. Magqasid al-syari‘ah sebagai Orientasi
Hukum Islam

Magqasid al-syari‘ah (tujuan syariat) merupakan kompas
aksiologis yang memberi arah pada setiap perumusan hukum.
Mutakallimin menekankan bahwa memahami magqasid adalah
prasyarat epistemik untuk menghubungkan teks normatif dengan
realitas sosial secara etis dan rasional.

Imam al-Shatibl dalam al-Muwafaqat fi Usil al-Syari‘ah
menegaskan bahwa syariat bertujuan menjaga lima pokok (al-din,
al-nafs, al-‘aql, al-nasl, al-mal). Kelima tujuan ini bukan abstraksi
filosofis, tetapi pedoman praktis untuk menilai relevansi,
moralitas, dan kemanusiaan hukum.
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Penerapan maqasid memberikan fleksibilitas hukum.
Misalnya, aturan figh klasik dapat direkontekstualisasi untuk
melindungi hak-hak manusia modern seperti hak asasi,
kesetaraan gender, dan keadilan sosial tanpa melanggar prinsip
ilahiah. Dengan demikian, hukum menjadi instrumen etis
sekaligus pragmatis, menjaga keselarasan antara norma universal
dan kebutuhan manusia nyata.

Magqasid juga memperluas dimensi epistemik hukum.
Pemahaman hukum tidak berhenti pada teks, tetapi harus
menyentuh tujuan dan nilai yang melandasinya. Mutakallimin
menegaskan bahwa hukum tanpa tujuan adalah kosong, dan
tujuan tanpa hukum adalah idealisme yang tidak terwujud.

Lebih lanjut, maqadsid memberikan tolok ukur untuk menilai
konflik hukum. Dalam kasus yang kompleks, seperti benturan
antara hak individu dan kepentingan publik, maqdasid menjadi
referensi untuk menentukan keputusan yang paling adil dan
bermanfaat, sejalan dengan hikmah Ilahi.

C. Keadilan dan Kemaslahatan Sosial

Keadilan (al-‘adl) dan kemaslahatan (al-maslahah) adalah prinsip
aksilogis utama hukum Islam. Mutakallimin menekankan bahwa
hukum harus menciptakan keseimbangan antara kepentingan
individu dan masyarakat, antara hak dan kewajiban, serta antara
tuntutan normatif dan realitas sosial.

Al-Qur’an menegaskan:
O 1w Ny Ll 31 1yl

“Tegakkanlah timbangan dengan adil dan janganlah mengurangi
ukuran.” (QS. al-Anbiya’ [21]: 47)
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Ayat ini menegaskan keadilan sebagai prinsip normatif dan
instrumen sosial. Hukum bukan sekadar mekanisme, tetapi
medium untuk menegakkan martabat manusia dan keseimbangan
sosial. Mutakallimin menekankan bahwa hukum harus
mempertimbangkan realitas sosial, termasuk keragaman budaya,
kepentingan kolektif, dan dinamika sejarah.

Kemaslahatan sosial menjadi tolok ukur utama penerapan
hukum. Hukum yang rigid tanpa memperhatikan kondisi manusia
nyata berisiko menimbulkan ketidakadilan struktural. Oleh
karena itu, hukum Islam bersifat adaptif, dengan tetap
mempertahankan prinsip universalnya.

Dalam konteks Kkontemporer, prinsip keadilan dan
kemaslahatan relevan untuk mengatasi masalah sosial:
kemiskinan, ketimpangan ekonomi, pelanggaran hak asasi, dan
marginalisasi kelompok rentan. Dengan orientasi pada
kemaslahatan, hukum Islam menjadi alat transformasi sosial yang
nyata.

D. Etika Normatif dalam Praktik Hukum

Etika normatif merupakan inti aksiologi hukum. Hukum bukan
sekadar mekanisme sanksi, tetapi sarana pembentukan
kesadaran moral (tazkiyah al-nafs) dan tanggung jawab sosial.
Mutakallimin menekankan bahwa hukum harus membimbing
manusia untuk berperilaku adil, jujur, dan bertanggung jawab,
bukan sekadar patuh karena takut sanksi.

Al-Qur’an menegaskan:
Ll S

“Agar manusia menegakkan keadilan.” (QS. al-Hadid [57]: 25)
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Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan hukum adalah
membangun kesadaran etis kolektif. Kepatuhan formal yang
hanya didorong oleh takut hukuman tidak mencerminkan tujuan
sejati hukum. Mutakallimin menekankan figih akhldqi fiqih yang
mengintegrasikan hukum, moral, dan tanggung jawab sosial
sebagai ciri khas epistemologi hukum Islam.

Etika normatif juga memastikan bahwa hukum bersifat
humanis.  Keputusan = hukum  harus memprioritaskan
kemaslahatan dan meminimalkan kerugian. Dengan demikian,
praktik hukum bukan hanya soal kepatuhan eksternal, tetapi
internalisasi nilai keadilan, rahmat, dan tanggung jawab.

Hukum Islam, dengan orientasi aksiologisnya, memadukan:
1. nilai normatif,

2. tujuan syariat,

3. keadilan sosial, dan

4. etika moral

Sebagai satu kesatuan yang koheren. Hal ini menjadikan
hukum Islam relevan, fleksibel, dan transformatif, mampu
menyesuaikan diri dengan tantangan zaman tanpa kehilangan
fondasi teologisnya.
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BAB 11
RELASI AKAL DAN WAHYU
DALAM PRODUKSI HUKUM

A. Dialektika Akal dan Wahyu

Seperti sebelumnya, hukum Islam (al-ahkam al-shar‘iyyah) lahir
dari interaksi antara wahyu (al-wahy) dan akal (al-‘aql).
Dialektika ini bukan kontradiksi, tetapi simbiosis epistemologis:
wahyu memberikan fondasi normatif, akal memungkinkan
manusia menavigasi konteks konkret.

Al-Qur’an menegaskan:
el G ofasl 13 Gol)y 150 Y el Cdll Lol G

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan
‘ra‘ind’, tetapi katakanlah ‘unzurnd’ dan dengarkanlah.” (QS. al-
Bagarah [2]: 104)

Dialektika ini menuntut kejujuran epistemik, integritas
moral, dan kesadaran akan keterbatasan akal manusia. Hukum
Islam merupakan produk interaksi nalar dan wahyu, di mana
setiap keputusan hukum mempertimbangkan teks, konteks, dan
magqasid al-syari‘ah.
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B. Fungsi Rasio dalam Memahami Teks

Rasio (al-‘aql) adalah alat memahami maksud wahyu, bukan
sekadar menafsirkan literalitas. Mutakallimin menegaskan bahwa
wahyu sering menggunakan bahasa simbolik, konteks historis,
dan gaya retoris yang memerlukan penalaran rasional.

Al-Qur’an:
B2 or sl
O ghany D]
“Tidakkah mereka menggunakan akal mereka?” (QS. al-Mu’mintin
[23]: 80)

Rasio memungkinkan pemahaman logis, konseptualisasi
nilai hukum, dan penerapan dalam konteks baru, misalnya
larangan riba dalam ekonomi modern. Metode istidlal dan qiyas
menjadi jembatan antara teks klasik dan kebutuhan kontemporer.

C. Batas Rasionalitas dalam Hukum Islam

Akal terbatas dan harus tunduk pada wahyu dan magqasid.
Kesalahan terjadi jika rasio digunakan untuk membenarkan
praktik yang melanggar keadilan dan kemaslahatan.

Al-Qur’an:

° or -8

g o s 2 §
fo o & I GEY

“Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki
pengetahuan tentangnya.” (QS. al-Isra’ [17]: 36)
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Mutakallimin menegaskan bahwa ijtihad rasional harus
selalu berpijak pada teks sahih dan tujuan hukum (magqgasid al-
syari‘ah), dengan kesadaran moral bahwa hukum adalah amanah
(amanah).

D. Integrasi Nalar dan Wahyu dalam Fiqgh
mutakallimin

Integrasi ini memastikan hukum tetap:

1. Normatif, berakar pada wahyu

2. Rasional, mampu menghadapi tantangan kontemporer

3. Etis, memelihara keadilan dan kemaslahatan

4. Adaptif, relevan di masyarakat dinamis

Metode ijtihdd al-‘aqli memungkinkan hukum Kklasik
diterjemahkan ke konteks modern tanpa kehilangan legitimasi
teologis. Kesadaran hukum spiritual (al-damir al-sharT) menjadi
landasan internalisasi hukum, bukan sekadar kepatuhan formal.

E. Peran Jjtihad dalam Menyeimbangkan Nalar
dan Wahyu

Jjtihad  adalah  mekanisme epistemik utama  untuk
menyeimbangkan akal dan wahyu. Mutakallimin menegaskan
bahwa:

1. Iljtihad memungkinkan interpretasi fleksibel hukum klasik
sesuai konteks modern.

2. Memerlukan kualifikasi ilmiah dan moral (taqwa al-‘alim) agar
keputusan hukum adil dan sah.
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Contoh kontemporer: hukum digital, fintech syariah,
bioetika, hak asasi. [jtihad memastikan hukum tetap sahih,
rasional, dan relevan.

F. Metodologi Penalaran Mutakallimin

Mutakallimin mengembangkan metodologi logika dan dialektika
untuk menyatukan akal dan wahyu:

1. Qiyas (analogi hukum)
2. Istihsan (preferensi rasional demi kemaslahatan)

3. Maslahah mursalah (kepentingan umum yang tidak tertulis
dalam teks)

Metodologi ini menunjukkan pluralitas pendekatan yang
tetap berada dalam kerangka wahyu dan magqasid. Dengan metode
ini, hukum tidak rigid tetapi tetap sahih secara teologis.

G. Tantangan Kontemporer terhadap Rasio
dan Wahyu

Di era modern, hukum Islam menghadapi isu kompleks:

1. Teknologi informasi dan data digital

2. Etika medis dan bioteknologi

3. Ekonomi global dan fintech

4. Pluralitas hukum internasional

Mutakallimin menekankan integrasi rasio-wahyu untuk
memastikan hukum:

1. Relevan secara sosial

2. Memenuhi magasid
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3. Tidak bertentangan dengan nilai dasar syariat

H. Nalar dan Wahyu dalam Pembentukan
Kesadaran Hukum Modern

Integrasi nalar dan wahyu membentuk kesadaran hukum yang
mendalam:

1. Kepatuhan bukan sekadar formal
2. Tumbuh dari pemahaman moral dan spiritual
3. Menginternalisasi keadilan, rahmat, dan tanggung jawab sosial

Hukum Islam menjadi instrumen transformasi sosial,
moral, dan intelektual, bukan hanya aturan normatif.
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BAB 12
BAHASA, MAKNA, DAN
INTERPRETASI HUKUM

A. Bahasa sebagai Medium Hukum

Bahasa adalah alat fundamental dalam transmisi hukum Islam.
Wahyu (al-wahy) disampaikan melalui bahasa Arab, dan seluruh
hukum Islam beroperasi dalam medium ini. Mutakallimin
menekankan bahwa pemahaman hukum tidak bisa dilepaskan
dari bahasa, karena bahasa bukan sekadar simbol, tetapi juga
pembawa makna, logika, dan nilai.

Bahasa memediasi antara wahyu dan akal (al-‘aql). Akal
menafsirkan teks berdasarkan makna literal (lafzi) dan makna
kontekstual (ma’nawi). Kesalahan pemahaman bahasa dapat
menimbulkan tafsir menyimpang atau ketidakadilan.

Al-Qur’an:

Pl g Yoy Y elld e Lyl Loy

“Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau, kecuali lelaki-lelaki
yang Kami wahyukan kepadanya.” (QS. al-Anbiya’ [21]: 7)

Ayat ini menunjukkan bahwa wahyu disampaikan melalui
bahasa manusia. Kemampuan memahami kata, struktur, dan
retorika menjadi krusial untuk interpretasi hukum. Selain itu,
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bahasa membentuk norma sosial, sehingga hukum yang jelas dan
logis lebih mudah diterapkan dan diinternalisasi.

B. Makna Teks dan Konteks Sosial

Makna hukum Islam terletak pada teks dan konteks sosial-
historis. Mutakallimin menekankan hukum sebagai fenomena
kontekstual, yang menuntut interpretasi rasional.

Al-Qur’an:
Zo o w s oS,
A2
“Dan katakanlah: ‘Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku.” (QS. Ta Ha
[20]: 114)
Ayat ini menegaskan pentingnya pengetahuan (‘ilm) untuk
memahami teks secara benar, termasuk konteks sosial. Perintah
zakat, shalat, atau larangan riba harus diterjemahkan dalam

praktik  sosial relevan, mempertimbangkan kebutuhan
masyarakat.

Pemahaman yang mengabaikan konteks dapat
menimbulkan kekakuan dan ketidakadilan, sementara
pendekatan kontekstual memungkinkan hukum
menyeimbangkan norma dan realitas sosial.

C. Hermeneutika dalam Tradisi Hukum Islam

Hermeneutika (tafsir al-nustis) menjelaskan cara membaca teks
hukum, menyeimbangkan makna literal dan esensial.

Metode hermeneutika mutakallimin meliputi:
1. Analisis bahasa (lughawi),

2. Sintaksis dan gramatika (nahwi wa sarfi),
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3. Makna kontekstual (ma’nawi),
4. Tujuan hukum (magqasidi).

Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa teks hukum harus
dipahami dengan gabungan bahasa, logika, dan magqasid agar
aplikasinya sahih dan relevan. Hermeneutika juga membangun
fondasi epistemik bagi interpretasi hukum kontemporer.

D. Dinamika Interpretasi Hukum

Interpretasi hukum Islam bersifat dinamis, menyesuaikan dengan
perubahan zaman, teknologi, dan masyarakat.

Mutakallimin menekankan interpretasi melalui rasio dan
wahyu, agar keputusan hukum tetap: Normatif, Rasional, dan Etis.

Contoh: penerapan larangan riba (riba) dalam fintech modern
harus tetap menjaga magqasid al-syari‘ah: keadilan, kemaslahatan,
dan kesejahteraan masyarakat. Dinamika interpretasi bukan
sekadar modifikasi teks, tetapi rekonstruksi normatif.

E. Semiotika dan Simbol dalam Hukum Islam

Hukum Islam juga beroperasi melalui simbol dan tanda
(semiotics). Kata-kata, istilah hukum, dan ritual hukum bukan
sekadar teks, tetapi mengandung simbol moral dan sosial.

Misalnya, shalat bukan hanya tindakan ritual, tetapi simbol
ketundukan, disiplin, dan kesadaran spiritual. Larangan riba
bukan hanya aturan ekonomi, tetapi simbol perlindungan
keadilan sosial.
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Mutakallimin menekankan bahwa memahami simbol
hukum membantu membangun kesadaran hukum masyarakat,
sehingga hukum tidak hanya diikuti secara formal, tetapi dihayati
secara etis.

F. Ambiguitas Bahasa dan Tafsir Kontekstual

Bahasa Arab klasik memiliki polysemy (makna jamak), sehingga
teks hukum sering ambigu. Mutakallimin mengatasi ini dengan:
Menafsirkan kata dalam konteks sosial, Menjaga konsistensi
dengan magqadsid, dan Memastikan interpretasi tidak melanggar
prinsip moral.

Contoh: istilah ghuliib dalam ekonomi atau maslahah dalam
kebijakan publik membutuhkan tafsir yang menghubungkan teks
dengan realitas sosial modern, tanpa merusak prinsip normatif.

G. Bahasa, Kekuasaan, dan Otoritas Hukum

Bahasa membentuk legitimasi hukum. Mutakallimin menekankan
bahwa cara hukum dikomunikasikan menentukan otoritas dan
kepatuhan masyarakat: Bahasa yang jelas meningkatkan
penerimaan hukum. Bahasa yang ambigu dapat memunculkan
konflik dan ketidakadilan.

Relevansi kontemporer: regulasi internasional, hukum global, dan
standardisasi norma memerlukan pemahaman bahasa hukum
yang akurat dan etis.
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H. Dinamika Interpretasi dalam Perspektif
Kontemporer

Interpretasi hukum harus merespons tantangan zaman, seperti:
Teknologi informasi dan data digital, Etika medis dan
bioteknologi, Ekonomi modern dan fintech syariah, Pluralitas
hukum dan masyarakat multikultural

Mutakallimin menekankan hermeneutika fleksibel: tetap
berpegang pada teks dan magqasid, tetapi adaptif terhadap
perubahan sosial, sehingga hukum Islam tetap relevan dan
transformatif.
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BAGIAN III:
METODOLOGI IJTIHAD DAN
PEMBENTUKAN HUKUM
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BAB 13

IJTIHAD, PLURALITAS HUKUM,
DAN REKONSTRUKSI

FIQH MUTAKALLIMIN
KONTEMPORER

A. Konsep Jjtihad dalam Tradisi Mutakallimin

Iljtihad (ijtihad) adalah pilar utama epistemologi hukum Islam,
yang memungkinkan adaptasi teks wahyu terhadap realitas
kontemporer. Bagi mutakallimin, ijtihad bukan sekadar
kemampuan logis atau retoris untuk menafsirkan teks, melainkan
proses epistemik yang kompleks, mengintegrasikan wahyu (al-
wahy), akal (al-‘aql), dan tujuan hukum (magqasid al-syari‘ah).

Al-Qur’an menegaskan:

sor0

o 1,356

“Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan.” (QS. al-
Ma’idah [5]: 48)

Ayat ini memberikan landasan filosofis bagi ijtihad: hukum
Islam bukanlah doktrin statis yang diterapkan secara mekanis,
melainkan instrumen dinamis yang menuntut kreativitas rasional
dalam penafsiran hukum untuk mencapai kemaslahatan umat.
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Dalam tradisi mutakallimin, prasyarat ijtihad mencakup:

1. Penguasaan ilmu syari‘ah (figh, usil al-figh) secara mendalam,
sehingga seorang mujtahid memahami teks, hukum, dan
konteks historisnya.

2. Kecakapan logika (mantiq) dan dialektika, agar penalaran
hukum sistematis, koheren, dan bebas dari kontradiksi
internal.

3. Kesadaran magqasid al-syari‘ah, sehingga interpretasi hukum
tetap sesuai dengan tujuan ilahiah, seperti keadilan,
kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak dasar manusia.

4. Integritas moral (taqwd al-‘alim), karena hukum Islam
menuntut kejujuran epistemik; kesalahan intelektual yang
disengaja atau manipulasi hukum untuk kepentingan pribadi
bertentangan dengan prinsip syariat.

Melalui ijtihad yang disiplin, mutakallimin memastikan
hukum tetap: normatif, adaptif, dan etis, sekaligus menghindari
kekakuan atau tafsir arbitrer yang dapat merusak magqasid.

B. Pluralitas Hukum dan Pendekatan
Mutakallimin

Hukum Islam selalu plural dan multi-dimensi, yang merupakan

kekayaan epistemik daripada kelemahan. Mutakallimin

menegaskan bahwa perbedaan interpretasi hukum muncul
karena:

1. Variasi konteks historis dan geografis masyarakat,

2. Perbedaan metode penalaran seperti giyds (analogi hukum),
istihsan (preferensi rasional demi kemaslahatan), dan
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maslahah mursalah (kepentingan umum yang tidak disebutkan
dalam teks),

3. Kompleksitas sosial dan perubahan kebutuhan manusia yang
terus berkembang.

Al-Qur’an menegaskan:

3G o 72 -

13,5 Yy b 4 J“ ‘}*»f;‘;

“Dan berpeganglah kalian semua pada tali Allah, dan janganlah
bercerai-berai.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 103)

Ayat ini menekankan unitas prinsip hukum, sekaligus
membolehkan pluralitas metodologi dan interpretasi, selama
tetap berada dalam kerangka wahyu dan magqasid.

Pluralitas hukum memungkinkan hukum Islam untuk:

1. Beradaptasi dengan konteks lokal dan global, misal: adaptasi
hukum wakaf di Indonesia berbeda dengan Mesir, sesuai
kebutuhan sosial dan ekonomi lokal.

2. Menanggapi isu kontemporer yang kompleks, seperti ekonomi
digital (fintech syariah), bioteknologi medis, dan hak minoritas.

3. Menjadi instrumen keadilan, bukan sekadar legitimasi
kekuasaan, sehingga hukum tetap berada di bawah prinsip
moral dan magqasid.

Ijitihad kolektif (ijtihad jama‘7) adalah mekanisme utama
untuk menjaga pluralitas hukum tetap terstruktur dan sahih, di
mana para fuqahd dan mutakallimin  berkonsultasi,
membandingkan pendekatan, dan menyelaraskan interpretasi
hukum dengan magqasid.
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C. Strategi Rekonstruksi Figh Mutakallimin
Kontemporer

Rekonstruksi figh mutakallimin bertujuan untuk
mengintegrasikan akal, wahyu, dan konteks sosial modern,
sehingga hukum tetap normatif, etis, dan relevan. Strategi utama
meliputi:

1. Revitalisasi Magqasid al-syari‘ah

a. Menekankan tujuan hukum: perlindungan agama (al-din),
jiwa (al-nafs), akal (al-‘aql), keturunan (al-nasl), dan harta
(al-mal).

b. Contoh kontemporer: pengaturan hukum kesehatan
masyarakat (pandemi, vaksinasi) menuntut perlindungan
nyawa dan kemaslahatan, sehingga prinsip magqasid
menjadi pedoman.

2. Penalaran Kontekstual

a. Menggunakan ijtihad untuk menafsirkan teks hukum sesuai
situasi kontemporer.

b. Contoh: penerapan larangan riba (ribd) dalam fintech
modern menuntut analisis kontekstual agar tetap sesuai
prinsip keadilan tanpa menghalangi inovasi ekonomi.

c. Pendekatan ini juga relevan untuk etika biomedis (misal
transplantasi organ, terapi genetik), di mana teks klasik
harus dipahami dalam konteks sains modern.

3. Integrasi Rasio dan Wahyu

a. Menjaga keseimbangan antara interpretasi rasional dan
kepatuhan normatif.
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b. Rasio memungkinkan adaptasi kontekstual; wahyu
memastikan legitimasi teologis dan normatif tetap terjaga.

c. Misal, penetapan hukum digital: rasio menentukan teknis
transaksi, wahyu menentukan prinsip etis (keadilan,
kejujuran, larangan riba).

4. Metode Hermeneutika Modern

a. Mengadaptasi metode hermeneutika mutakallimin: analisis
linguistik (lughawi), konteks sosial (ma’nawi), tujuan
syariat (magqasidi), dan prinsip keadilan (al-‘adl, al-
maslahah).

b. Hermeneutika modern memungkinkan hukum klasik
diterjemahkan ke praktik kontemporer tanpa kehilangan
legitimasi epistemik.

D. Tantangan dan Peluang dalam Rekonstruksi
Hukum Kontemporer

Tantangan yang dihadapi rekonstruksi figh mutakallimin antara
lain:

1. Pluralitas sosial dan hukum global, misal hukum internasional
vs. hukum lokal berbasis syariat.

2. Perkembangan teknologi, seperti Al, blockchain, dan fintech
syariah, yang membutuhkan interpretasi hukum inovatif.

3. Krisis moral dan etika publik, misal penyalahgunaan hukum
untuk kepentingan politik atau ekonomi.

Namun, tantangan ini juga menjadi peluang epistemik:
1. Mendorong ijtihad kreatif, responsif, dan kontekstual.

2. Memperkuat prinsip magqasid al-syari‘ah sebagai pedoman etis.
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3. Menjadikan hukum Islam instrumen transformasi sosial,
moral, dan ekonomi.

Al-Qur’an menegaskan:

Y / Swet & o / Swos z
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“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum
sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka
sendiri.” (QS. ar-Ra‘'d [13]: 11)

Ayat ini menegaskan bahwa transformasi hukum harus
diiringi transformasi kesadaran individu dan kolektif, sehingga
hukum Islam relevan dan transformatif.

E. Ijtihad Kolektif dan Kolaborasi Epistemik

Ijtihad kolektif (ijtihad jama‘i) merupakan strategi mutakallimin
untuk meminimalkan kesalahan interpretasi dan memastikan
hukum relevan secara sosial.

1. Mengintegrasikan berbagai perspektif fuqahd, mutakallimin,
dan ilmuwan kontemporer (ekonomi, teknologi, bioetika).

2. Menjamin legitimasi hukum dalam konteks global, plural, dan
kompleks.

3. Contoh: fatwa tentang fintech syariah, bank digital, atau terapi
medis modern di Indonesia dan Timur Tengah melibatkan
kolaborasi ilmuwan figh, ekonomi, dan kesehatan.

Pendekatan ini menjadikan figh mutakallimin: Adaptif,
merespons perubahan zaman, Normatif, berakar pada wahyu, dan
Transformatif, membangun kesadaran hukum dan etika publik.
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BAB 14
METODOLOGI ISTINBAT DALAM
FIQH MUTAKALLIMIN

Metodologi istinbat (istinbat al-ahkam) merupakan inti
epistemologi hukum Islam dalam tradisi mutakallimin. 1a bukan
sekadar prosedur teknis untuk mengekstraksi hukum, tetapi
merupakan aktivitas intelektual yang menghubungkan wahyu,
akal, dan realitas sosial, sehingga hukum Islam tetap normatif,
rasional, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Istinbat
menuntut keseimbangan antara kepatuhan terhadap teks dan
kemampuan rasional untuk menafsirkan serta menerapkan
hukum dalam konteks yang berbeda, baik historis maupun
kontemporer.

Sejak masa klasik, mutakallimin telah menekankan bahwa
hukum bukan sekadar aturan yang harus ditaati secara mekanis,
melainkan ekspresi epistemik yang merefleksikan pemahaman
manusia terhadap kehendak Ilahi. Al-Qur'an menegaskan fungsi
wahyu dalam membimbing tindakan hukum:
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“Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun, kecuali supaya ia
ditaati dengan izin Allah.” (QS. al-Anbiya’ [21]: 7)
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Ayat ini menegaskan bahwa hukum syariah memiliki
dimensi normatif, epistemik, dan praktis, sehingga ketaatan
hukum bukan hanya formalitas, melainkan bagian dari
pemahaman dan kesadaran epistemologis manusia.

A. Historisasi Metodologi Istinbat

Sejak era fugaha Klasik hingga mutakallimin, metodologi istinbat
mengalami evolusi yang signifikan. Para fugahd awal menekankan
teks literal dan analogi hukum (giyds), sementara mutakallimin
menambahkan dimensi rasional-teologis, dengan
mengintegrasikan akal dan kesadaran magqasid. Perubahan
konteks politik, sosial, dan intelektual memengaruhi cara hukum
ditafsirkan, sehingga setiap generasi menemukan nuansa baru
dalam praktik istinbat. Misalnya, para mutakallimin abad
pertengahan menekankan harmonisasi antara teks, rasio, dan
logika dialektik, untuk menyatukan konsistensi hukum dengan
prinsip keadilan Ilahi.

B. Integrasi Dalil Naqli dan ‘Aqli

Mutakallimin menegaskan bahwa proses istinbat tidak dapat
dipisahkan dari integrasi dalil naqli (Al-Qur’an dan Sunnah) dan
dalil ‘aqli (rasio dan logika). Dalil nagli menyediakan kerangka
normatif, sementara dalil ‘aqli memungkinkan penalaran hukum
sesuai dengan konteks kontemporer. Al-Qur'an menegaskan
pentingnya akal dalam menilai dan memahami hukum:

O im Sl
“Tidakkah mereka menggunakan akal mereka?” (QS. al-Mu’mintin
[23]: 80)
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Sebagai contoh, larangan riba (riba) diterapkan dalam
instrumen ekonomi modern melalui penalaran rasional, sehingga
prinsip keadilan tetap terjaga tanpa mengekang inovasi ekonomi.
Integrasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat koheren,
adaptif, dan etis, memadukan legitimasi normatif dengan respons
terhadap tantangan zaman.

C. Konsistensi Metodologis dalam Istinbat

Konsistensi metodologis adalah kunci agar istinbat menghasilkan
hukum yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mutakallimin menekankan bahwa setiap interpretasi harus
sejalan antara teks, konteks sosial, dan tujuan syariat (magqasid al-
syari‘ah). Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa kegagalan
konsistensi metodologis menghasilkan hukum yang formal tetapi
kehilangan makna etis dan normatif. Contohnya, implementasi
zakat digital yang tidak mempertimbangkan distribusi adil akan
melahirkan formalitas hukum tanpa mencapai tujuan
kemaslahatan umat.

D. Etika Metodologis dalam Istinbat

Mutakallimin juga menekankan dimensi etika dalam metodologi
hukum. Setiap mujtahid harus mengedepankan integritas ilmiah,
tanggung jawab moral, dan kepatuhan terhadap magqgadsid al-
syari‘ah. Praktik hukum yang menyimpang dari etika epistemik
berisiko mengabaikan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Al-
Qur’an mengingatkan:

“Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki
pengetahuan tentangnya.” (QS. al-Isra’ [17]: 36)
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Ayat ini menjadi pedoman bahwa hukum harus ditafsirkan
dengan ilmu, akal, dan kesadaran magqasid, sehingga setiap
keputusan hukum tetap sahih, rasional, dan etis.

E. Istinbat dalam Perspektif Kontemporer

Dalam dunia modern, tantangan hukum sangat kompleks. Hukum
ekonomi digital (fintech, cryptocurrency), etika biomedis
(transplantasi, terapi genetik), pluralitas hukum, dan teknologi
informasi menuntut hukum Islam tetap adaptif dan relevan.
Istinbat mutakallimin memungkinkan hukum untuk tetap sahih
tanpa kehilangan legitimasi teologis. Misalnya, fatwa terkait
fintech syariah harus mempertimbangkan teks, rasio, dan maqasid
untuk menjaga keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan
ekonomi.

F. Ijtihad Kolektif dan Validasi Hukum

Ijtihad kolektif (ijtihdd jama‘T) menjadi mekanisme penting dalam
menjaga konsistensi, akurasi, dan legitimasi hukum. Melalui
kolaborasi antara fuqahd, mutakallimin, dan ilmuwan
kontemporer, hukum dapat divalidasi secara ilmiah dan sosial.
Praktik ini memastikan bahwa hukum Islam tetap normatif,
rasional, dan transformatif, sekaligus membangun kesadaran
hukum dan etika publik.

G. Kritik terhadap Penyimpangan Metodologis

Mutakallimin selalu kritis terhadap praktik istinbat yang
menyimpang, baik secara literal maupun manipulatif.
Penyimpangan metodologis sering terjadi ketika hukum
digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, atau kelompok
tertentu, tanpa memperhatikan maqasid dan etika. Kritik ini
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menegaskan bahwa hukum Islam harus tetap adil, etis, dan
bermakna, bukan sekadar formalitas atau alat legitimasi
kekuasaan.

Dengan semua dimensi ini, metodologi istinbat dalam figh
mutakallimin terbukti sebagai sistem hukum Islam yang hidup,
adaptif, dan transformatif. Hukum Islam tidak lagi statis, tetapi
menjadi instrumen yang menghubungkan wahyu, rasio, dan
konteks sosial, sekaligus menjaga keadilan, kemaslahatan, dan
etika moral umat.
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BAB 15
QIYAS, ISTIDLAL, DAN
ARGUMENTASI HUKUM

Dalam tradisi figh mutakallimin, penalaran hukum merupakan
pondasi utama epistemologi syariat. Hukum Islam tidak hanya
diturunkan sebagai teks normatif yang harus ditaati secara
mekanis, tetapi juga melalui proses argumentasi yang rasional,
koheren, dan adaptif terhadap konteks sosial, ekonomi, dan
budaya yang dinamis. Dua instrumen penalaran yang menonjol
dalam tradisi ini adalah gqiyds (analogi hukum) dan istidlal
(struktur penalaran deduktif dan induktif). Keduanya membentuk
kerangka epistemologis yang memungkinkan hukum tetap sahih,
adil, dan relevan sepanjang zaman.

A. Qiyas sebagai Metode Analogi Hukum

Qiyas merupakan metode utama dalam penalaran figh
mutakallimin, yang memungkinkan mujtahid mengekstraksi
hukum dari kasus baru dengan menalar berdasarkan kesamaan
‘illah atau alasan hukum dari kasus yang sudah jelas hukumnya.
Metode ini menegaskan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, tetapi
selalu berakar pada prinsip-prinsip normatif yang terkandung
dalam teks Al-Qur’an, Sunnah, dan maqasid al-syari‘ah.
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Al-Qur’an menegaskan prinsip keadilan dan
proporsionalitas sebagai landasan analogi hukum:
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“Dan tegakkanlah timbangan dengan adil.” (QS. al-Anbiya’ [21]: 7)

Keadilan di sini bukan sekadar prinsip sosial, tetapi juga
prinsip epistemologis yang menuntun mujtahid dalam
menentukan ‘illah hukum. Misalnya, larangan khamr dapat
dianalogikan pada zat adiktif modern seperti narkotika atau zat
berbahaya lain, dengan menilai efek sosial, psikologis, dan
moralnya. Analogi ini menunjukkan bagaimana gqiyas
memungkinkan hukum untuk tetap relevan, menjaga konsistensi
prinsip Ilahi sekaligus menyesuaikan diri dengan tantangan
kontemporer.

Mutakallimin menekankan bahwa giyas harus memenuhi
tiga syarat epistemik: adanya kasus asal (asl) yang jelas, ‘illah yang
relevan dan teridentifikasi, serta kasus baru (far) yang memiliki
kemiripan signifikan. Tanpa integritas tiga komponen ini, analogi
hukum kehilangan legitimasi dan kekuatan normatifnya. Misalnya,
analogi hukum terkait fintech syariah atau kontrak digital harus
mempertimbangkan tujuan syariat agar transaksi tetap sah, adil,
dan bermanfaat bagi masyarakat.

B. Istidlal dan Struktur Penalaran Hukum

Istidlal (penalaran hukum) adalah proses sistematis yang
menstrukturkan hubungan antara dalil, prinsip, dan kesimpulan
hukum. Mutakallimin menekankan bahwa istidlal adalah fondasi
logika hukum yang menjamin setiap keputusan hukum bersifat
sahih, koheren, dan konsisten dengan magqasid al-syari‘ah.
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Al-Qur'an menekankan pentingnya verifikasi dan akal
dalam mengambil keputusan:
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“Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian
orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan cermat.”
(QS. al-Hujurat [49]: 6)

Ayat ini mengajarkan prinsip rasionalitas: hukum atau
keputusan tidak boleh diambil secara sembarangan, melainkan
harus melalui proses analisis, pembuktian, dan penalaran yang
logis. Istidlal memungkinkan mutakallimin menggabungkan
deduksi dari teks (contohnya larangan riba) dengan induksi dari
realitas sosial dan kasus-kasus baru (misalnya praktik ekonomi
modern yang belum secara eksplisit diatur dalam teks).

Struktur penalaran ini juga berfungsi untuk menyelesaikan
pluralitas pendapat yang muncul akibat perbedaan interpretasi
teks. Dengan struktur logis yang jelas, mujtahid dapat memilih
kesimpulan hukum yang paling koheren, mempertahankan
legitimasi teologis sekaligus rasional, dan menjamin hukum tetap
adil dan relevan.

C. Logika Hukum dan Epistemologi
Mutakallimin

Logika hukum mutakallimin bersifat normatif, etis, dan rasional,
bukan hanya formal atau mekanistik. [a berfungsi sebagai alat
untuk menghubungkan wahyu dengan akal, memastikan hukum
Islam tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga membimbing
moralitas dan membentuk kesadaran sosial.
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Para mutakallimin Klasik, seperti al-Ghazali dalam al-
Mustasfa, menekankan bahwa logika hukum memungkinkan
hukum untuk menjadi sarana pendidikan etis, transformasi sosial,
dan pembentukan karakter. Contohnya, hukum mengenai
transaksi harus memperhatikan keadilan distributif, transparansi,
dan kemaslahatan semua pihak. Tanpa logika hukum, peraturan
dapat menjadi formalitas semata, kehilangan dimensi etis dan
sosial.

Dalam praktik kontemporer, logika hukum mutakallimin
memungkinkan penyesuaian hukum dengan tantangan modern,
termasuk fintech syariah, kontrak elektronik, etika biomedis, dan
regulasi digital. Melalui logika hukum, setiap hukum dapat
dianalisis, divalidasi, dan diterapkan tanpa kehilangan prinsip
magqasid.

D. Validitas Argumentasi Hukum

Validitas argumentasi hukum ditentukan oleh konsistensi
metodologis, integrasi dalil, dan kesesuaian dengan magqasid al-
syari‘ah. Hukum yang sahih tidak hanya memenuhi syarat formal,
tetapi juga normatif, etis, dan kontekstual. Mutakallimin
menekankan bahwa argumentasi hukum harus:

1. Berlandaskan teks wahyu dan prinsip rasio;
2. Mempertimbangkan konteks sosial dan historis;

3. Menjaga magqasid al-syari‘ah seperti keadilan, kemaslahatan,
dan perlindungan hak asasi manusia.

Validitas argumentasi hukum diuji melalui penerapan pada
kasus modern, misalnya fatwa terkait investasi syariah atau
hukum digital. Argumentasi yang sahih memastikan hukum tetap
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koheren, relevan, dan etis, sekaligus membimbing perilaku sosial
dan moral umat.

E. Ijtihad Kolektif dan Relevansi Kontemporer

Mutakallimin menekankan pentingnya ijtihad kolektif (ijtihad
jama'‘7) dalam menjaga konsistensi, akurasi, dan legitimasi hukum.
Kolaborasi antara fuqahda, mutakallimin, dan ilmuwan
kontemporer memungkinkan hukum untuk tetap relevan, sahih,
dan bermanfaat bagi masyarakat modern.

Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas sosial-
ekonomi modern, metode qiyas dan istidlal menjadi instrumen
utama untuk menjembatani wahyu, akal, dan realitas sosial.
Misalnya, fatwa fintech syariah di Indonesia atau fatwa etika
medis modern memerlukan integrasi teks, rasio, maqgasid, dan
kondisi kontemporer untuk menghasilkan hukum yang adil, sahih,
dan transformatif.
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BAB 16
MAQASID AL-SYARI'AH DALAM
KERANGKA MUTAKALLIMIN

Magqasid al-syari‘ah, yang secara harfiah berarti tujuan-tujuan
syariat, merupakan salah satu fondasi epistemologis dan etis
dalam tradisi hukum Islam. Bagi mutakallimin, maqasid tidak
sekadar menjadi kerangka konseptual atau teori normatif, tetapi
instrumen yang menghubungkan teks wahyu, akal, dan realitas
sosial dalam pembentukan hukum yang sahih, adil, dan
bermanfaat. Dengan memahami magqasid, seorang mujtahid tidak
hanya menafsirkan teks secara literal, tetapi juga menilai tujuan
esensial di balik setiap ketentuan hukum, sehingga hukum Islam
tetap relevan dalam konteks modern dan global.

A. Konsep dan Perkembangan Magqasid

Konsep magqasid pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh
ulama Kklasik seperti al-Shatibi dalam al-Muwafaqat fi Usil al-
Syari‘ah. Menurut al-Shatibi, syariat tidak hadir sebagai kumpulan
perintah dan larangan mekanistik, tetapi memiliki tujuan yang
melampaui sekadar kepatuhan ritual. Tujuan tersebut diarahkan
untuk memelihara kesejahteraan manusia, melindungi hak-hak
fundamental, dan menegakkan keadilan Ilahi.

Secara klasik, maqasid dibagi menjadi lima kategori utama:
1. hifz al-din (penjagaan agama),
2. hifz al-nafs (penjagaan jiwa),
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3. hifz al-‘aql (penjagaan akal),
4. hifz al-nasl (penjagaan keturunan),
5. hifz al-mal (penjagaan harta).

Mutakallimin kemudian mengembangkan perspektif ini
dengan menambahkan dimensi rasional-teologis, yang
menekankan bahwa setiap ketentuan hukum harus selaras
dengan prinsip keadilan, hikmah, dan kemaslahatan umat.
Magqasid tidak hanya menjadi tujuan normatif hukum, tetapi juga
instrumen etis dan epistemik yang menuntun proses ijtihad dan
penafsiran hukum.

Al-Qur’an menegaskan fungsi magqasid sebagai prinsip universal:
Sl 15 Y ST
“Dan Kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi semesta
alam.” (QS. al-Anbiya’ [21]: 107)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap ketentuan syariat, baik
yang bersifat ibadah maupun mu‘amalah, harus menghasilkan
rahmat, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu,
hukum Islam tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai
kepatuhan ritual; ia harus dibaca melalui lensa magqgadsid, yang
menekankan nilai moral, sosial, dan rasional.

Dalam konteks modern, magqasid menjadi kerangka
adaptasi hukum Islam terhadap tantangan baru, misalnya:

1. fintech dan ekonomi digital (mengamankan hifz al-mal dan hifz
al-nafs),

2. hukum perlindungan data dan privasi (mengamankan hifz al-
‘aql),
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3. bioetika medis dan bioteknologi (mengamankan hifz al-nafs
dan hifz al-nasl),

4. hukum internasional dan pluralitas sosial (mengamankan hifz
al-din dan prinsip keadilan).

Mutakallimin modern menekankan bahwa magqdsid bersifat
dinamis dan kontekstual, sehingga hukum Islam dapat
beradaptasi tanpa kehilangan legitimasi teologis dan
epistemologis.

B. Magqasid sebagai Fondasi Etika Hukum

Magqadsid berperan sebagai fondasi etika hukum dalam tradisi
mutakallimin. Hukum tanpa perhatian terhadap magqgasid akan
kehilangan arah dan nilai moralnya, sehingga bisa menjadi alat
formalistik atau bahkan represif. Mutakallimin menegaskan
bahwa etika hukum Islam harus menekankan keadilan, kebaikan,
dan kemaslahatan sebagai tujuan utama setiap peraturan.

Al-Qur’an menegaskan prinsip etis ini:

s 0 o~ o ~o Se z @
oLy JAL U o)
“Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan.” (QS.
an-Nahl [16]: 90)

Ayat ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sekadar
mengatur perilaku secara formal, tetapi harus menghasilkan
tindakan yang adil dan bermanfaat, mencerminkan nilai moral
Ilahi. Dengan memasukkan magqasid ke dalam kerangka hukum,
mutakallimin memastikan setiap fatwa, peraturan, atau putusan
pengadilan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan
moral.
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Sebagai contoh, hukum zakat yang dijalankan dengan
prinsip magqadsid: selain formalitas penghitungan, ia diarahkan
untuk mengurangi ketimpangan sosial, melindungi kesejahteraan
umat, dan menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini menunjukkan
bagaimana maqdsid menghidupkan dimensi etis hukum,
menjadikannya lebih dari sekadar perintah normatif.

Mutakallimin  seperti al-Ghazali dalam al-Mustasfa
menekankan bahwa hukum yang mengabaikan magqasid
kehilangan makna moral dan transformasional. Oleh karena itu,
setiap proses ijtihad dan penalaran hukum harus
mempertimbangkan maqadsid sebagai parameter normatif dan
etis.

C. Integrasi Maqasid dan Ijtihad

ljtihad (penalaran hukum independen) menjadi sarana
penerjemahan magqasid ke dalam praktik hukum. Mutakallimin
menekankan bahwa ijtihad harus mempertimbangkan: 1) teks
wahyu, 2) prinsip rasio (‘aql), 3) konteks sosial-historis, 4) dan
magqasid al-syari‘ah sebagai landasan etis.

Al-Qur’an mengingatkan pentingnya akal dalam memahami
hukum:
O in Sl
“Tidakkah mereka menggunakan akal mereka?” (QS. al-Mu’miniin
[23]:80)

Proses integrasi ini memungkinkan hukum tetap sahih,
adaptif, dan relevan dengan konteks kontemporer. Misalnya,
hukum zakat di era digital: penerapan melalui fintech harus
mempertimbangkan hifz al-mal (perlindungan harta) dan hifz al-
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nafs (perlindungan kesejahteraan), sehingga teknologi baru tidak
menyalahi tujuan syariat.

Mutakallimin menegaskan bahwa ijtihad tanpa maqasid
dapat menghasilkan hukum yang sah secara formal, tetapi gagal
memenuhi tujuan syariat, dan berpotensi merugikan masyarakat.
Oleh karena itu, integrasi maqasid menjadi syarat epistemik dan
etis untuk setiap proses ijtihad.

D. Relevansi Maqasid dalam Konteks Modern

Magqasid menjadi kompas normatif dan etis dalam menghadapi
kompleksitas modern: 1) Regulasi ekonomi digital dan fintech
(hifz al-mal), 2) Hukum perlindungan data dan cyber ethics (hifz
al-‘aql), 3) Bioetika dan hukum medis modern (hifz al-nafs, hifz al-
nasl), 4) Pluralitas sosial dan hukum internasional (hifz al-din,
keadilan).

Magqasid membantu mujtahid memilih interpretasi hukum
yang harmonis, adil, dan etis, sekaligus menjaga legitimasi
teologis. Hukum yang mengabaikan magqdsid berisiko menjadi
formalistik, tidak relevan, atau bahkan kontraproduktif dalam
masyarakat modern.

Selain itu, magdsid membantu menyelesaikan pluralitas
hukum, di mana perbedaan interpretasi sering muncul. Dengan
memahami tujuan esensial syariat, mutakallimin dapat
memediasi konflik hukum, memilih solusi yang paling etis,
rasional, dan sesuai magqasid, sehingga hukum Islam tetap menjadi
instrumen keadilan, kemaslahatan, dan transformasi sosial.
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BAB 17
OTORITAS KEILMUAN DAN
LEGITIMASI IJTIHAD

Iljitihad dalam tradisi figh mutakallimin bukan sekadar kegiatan
intelektual, tetapi merupakan tanggung jawab epistemik dan
moral. Keputusan hukum yang dihasilkan oleh seorang mujtahid
memiliki implikasi sosial, politik, dan etis yang luas. Oleh karena
itu, legitimasi ijtihad tidak hanya bergantung pada kemampuan
menafsirkan teks, tetapi juga pada otoritas keilmuan, integritas
moral, dan kapasitas untuk mempertimbangkan konteks sosial.
Mutakallimin menekankan bahwa tanpa otoritas yang jelas,
ijtihad bisa kehilangan legitimasi, menimbulkan fragmentasi
hukum, atau bahkan berpotensi merugikan masyarakat.

A. Kualifikasi Keilmuan Seorang Mujtahid

Seorang mujtahid, menurut tradisi mutakallimin, harus

memenuhi kualifikasi epistemik, metodologis, dan etis yang tinggi.

Secara epistemik, mujtahid harus menguasai:

1. Sumber hukum utama: Al-Qur’an, Sunnah, konsensus ulama
(ijmad"), dan prinsip-prinsip usul figh. Pemahaman mendalam
terhadap teks ini memungkinkan mujtahid mengekstraksi
hukum secara akurat dan koheren.
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Metode penalaran hukum: Termasuk istinbat, giyds, istidlal,
dan mekanisme argumentasi hukum. Kemampuan ini
memungkinkan mujtahid menjembatani teks dan realitas
kontemporer dengan cara sistematis dan logis.

Pemahaman magqadsid al-syari‘ah: Pengetahuan tentang tujuan
syariat yaitu keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-
hak manusia menjadi dasar setiap keputusan hukum.

Secara moral dan sosial, mujtahid harus menunjukkan:

1.

Integritas personal: Menjaga objektivitas, kejujuran, dan
menghindari kepentingan pribadi dalam pengambilan
keputusan hukum.

Kesadaran sosial: Memahami implikasi keputusan hukum
terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan.

Kompetensi dialogis: Mampu menafsirkan hukum dalam
konteks pluralitas sosial dan berkolaborasi dengan ahli lain
untuk mencapai keputusan yang adil.

Al-Qur’an menegaskan pentingnya kompetensi intelektual

dalam ketaatan kepada otoritas hukum:

g 0% o i . sa s i g 3 i Soe o G L oo
;»,m Uoly Iy )l Tombly Dl 1snbl 1l ) Ll

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul,
dan ulil amri di antara kalian.” (QS. an-Nisa’ [4]: 59)

Ayat ini menunjukkan bahwa otoritas (ulil amr) harus

memiliki legitimasi keilmuan dan epistemik, sehingga kepatuhan
umat terhadap keputusan hukum bukan sekadar formalitas,

tetapi pengakuan terhadap integritas ilmiah dan moral pemimpin

hukum.
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Contoh kontemporer: seorang mujtahid yang merumuskan
fatwa fintech syariah harus menguasai teks klasik hukum ekonomi
Islam, analisis ekonomi modern, serta dampak sosial-ekonomi
praktik tersebut terhadap masyarakat, sehingga fatwa bersifat
sahih, rasional, dan bermanfaat.

B. Otoritas Keagamaan dan Tanggung Jawab
Sosial

Mutakallimin menekankan bahwa otoritas mujtahid tidak bersifat
eksklusif atau formalistik, tetapi selalu terkait dengan tanggung
jawab sosial. Keputusan hukum (fatwa, qaniin, atau putusan
pengadilan syariah) harus mempertimbangkan:

1. Dampak sosial dan moral: Bagaimana hukum memengaruhi
kesejahteraan masyarakat, hak-hak individu, dan stabilitas
sosial.

2. Kepentingan publik: Hukum Islam harus menegakkan keadilan
dan kemaslahatan, bukan sekadar kepatuhan ritual.

3. Kontrol dan akuntabilitas:  Mujtahid harus siap
dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sosial atas
konsekuensi hukum yang diterbitkan.

Al-Qur’an menekankan prinsip tanggung jawab ini:
o Sl P % SS
£33 Sl 13 Y
“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan.”
(QS. al-Baqarah [2]: 195)

Setiap keputusan hukum yang mengabaikan dampak sosial
dan kemaslahatan masyarakat, meskipun formal sah, tidak
memiliki legitimasi etis. Misalnya, fatwa terkait pinjaman online
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atau perdagangan digital harus menimbang risiko sosial, ekonomi,
dan moral agar tetap selaras dengan magqasid al-syari‘ah.

Dalam konteks modern, tanggung jawab sosial juga
mencakup pemahaman teknologi, ekonomi global, dan pluralitas
budaya, sehingga keputusan hukum tetap relevan dan bermanfaat.

C. Kirisis Otoritas di Era Modern

Globalisasi, informasi digital, dan pluralitas interpretasi hukum
menyebabkan krisis legitimasi ijtihad. Krisis ini muncul karena:

1. Banyak individu atau kelompok mengklaim otoritas fatwa
tanpa kompetensi memadai.

2. Fatwa yang tidak konsisten dan konflik interpretasi
menyebabkan kebingungan sosial.

3. Beberapa praktik hukum modern berpotensi bertentangan
dengan magqasid al-syari‘ah, karena penalaran dilakukan tanpa
standar epistemik atau etis.

Mutakallimin kontemporer menekankan bahwa krisis ini
bukan sekadar masalah teologis, tetapi epistemologis dan sosial.
Legitimasi ijtihad bergantung pada kemampuan mujtahid
menjaga keseimbangan antara:

1. Teks wahyu dan prinsip syariat,

2. Rasio dan logika hukum,

3. Magqasid al-syari‘ah,

4. Konteks sosial-historis dan kontemporer.
Solusi krisis otoritas mencakup:

1. Standarisasi kualifikasi mujtahid,
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2. Kolaborasi ijtihad kolektif (ijtihad jama‘),
3. Transparansi metodologis,
4. Integrasi antara hukum klasik dan konteks modern.

Dengan langkah-langkah ini, hukum Islam tetap koheren,
sahih, dan relevan, sekaligus menguatkan legitimasi epistemik
dan moral.

D. Etika Keilmuan dalam Berijtihad

Etika keilmuan (akhlaq al-‘ilm) merupakan inti legitimasi ijtihad.
Mutakallimin menekankan bahwa seorang mujtahid harus:

1. Menjaga kejujuran dan objektivitas: Tidak menafsirkan teks
sesuai kepentingan pribadi.

2. Menghindari bias dan kepentingan politik: Keputusan hukum
harus netral dan rasional.

3. Mempertimbangkan kemaslahatan umat: Keputusan harus
mengutamakan manfaat sosial dan moral, bukan formalitas
semata.

Al-Qur’an menegaskan:

ool 01, Y

“Dan janganlah kamu mengurangi hak-hak orang lain.” (QS. al-
An‘am [6]: 152)

Prinsip ini menggarisbawahi bahwa hukum Islam adalah
instrumen keadilan, bukan alat kekuasaan. Mujtahid modern yang
mengabaikan etika keilmuan berisiko menghasilkan fatwa formal
sah tetapi tidak relevan, tidak adil, dan kontraproduktif secara
sosial.
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Contoh kontemporer: seorang mujtahid yang memberikan
fatwa terkait bioteknologi harus menilai dampak hukum, sosial,
moral, dan etis secara komprehensif, sehingga hukum yang
diterapkan tetap sahih, etis, dan bermanfaat.

Bab ini menegaskan bahwa otoritas keilmuan adalah syarat
epistemik dan moral bagi legitimasi ijtihad. Seorang mujtahid
yang memenuhi kualifikasi intelektual, integritas moral, dan
tanggung jawab sosial akan menghasilkan hukum yang:

o Sahih secara teologis,

e Koheren secara epistemologis,

e Relevan secara sosial dan kontemporer,

o Etis dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Mutakallimin menekankan bahwa Kkrisis otoritas di era
modern dapat diatasi melalui:

o Kolaborasi ilmiah (ijtihad jama'),

o Standardisasi kualifikasi mujtahid,

e Pemahaman konteks modern,

o Integrasi prinsip teks, rasio, dan magqasid.

Dengan cara ini, hukum Islam tetap transformatif, legitim,
dan relevan.
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BAB 18

PLURALITAS HUKUM DAN
DINAMIKA IJTIHAD
KONTEMPORER

Pluralitas hukum dalam Islam adalah kenyataan yang tidak dapat
dihindari. Fenomena ini muncul dari keragaman interpretasi teks,
variasi metodologi ijtihad, perbedaan konteks sosial, dan
keberagaman magqadsid al-syari‘ah. Dalam perspektif figh
mutakallimin, pluralitas hukum bukanlah kelemahan, melainkan
cermin dari dinamika epistemologis dan etis, yang menuntut
kemampuan seorang mujtahid untuk menafsirkan teks dan
prinsip hukum secara rasional, konsisten, dan adaptif terhadap
realitas sosial. Ijtihad kontemporer bukan lagi sekadar penerapan
aturan hukum secara literal, tetapi sebuah proses kompleks yang
menavigasi realitas sosial, teknologi, ekonomi, dan globalisasi,
sambil tetap menjaga legitimasi teologis dan moral.

Pluralitas hukum ini menegaskan bahwa hukum Islam
bersifat dinamis, hidup, dan kontekstual. Bagi mutakallimin,
hukum bukanlah entitas statis yang diterapkan secara identik di
setiap waktu dan tempat. Sebaliknya, hukum dipahami sebagai
proses pengetahuan normatif yang terus berkembang, yang
menuntut integrasi antara teks wahyu, rasio manusia, maqasid,
dan konteks sosial agar tetap relevan, adil, dan bermanfaat bagi
masyarakat.
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A. Pluralitas Hukum dalam Tradisi
Mutakallimin

Sejak era klasik, para mutakallimin telah mengakui bahwa
perbedaan pendapat (ikhtilaf) adalah bagian integral dari hukum
Islam. Perbedaan ini muncul dari tiga faktor utama: pertama,
perbedaan teks dan sanad. Variasi dalam riwayat hadis dan gira’at
Al-Qur'an menghasilkan interpretasi hukum yang berbeda,
terutama pada isu-isu praktis seperti jual beli, pernikahan, dan
ibadah. Kedua, perbedaan metodologi ushul figh, seperti qiyas,
istidlal, maslahah mursalah, dan ‘urf, menghasilkan keputusan
hukum yang bervariasi meski pada kasus yang tampak serupa.
Ketiga, konteks sosial dan historis berbeda menyebabkan hukum
yang sama diterapkan secara berbeda di masyarakat yang
berbeda. Misalnya, mazhab Hanafiyah menekankan aspek tawar-
menawar dalam jual beli, sedangkan mazhab Syafi‘iyah
menekankan kepastian akad. Kedua pendekatan ini tetap sah, adil,
dan konsisten dengan prinsip syariat, menunjukkan bahwa
pluralitas bukan kontradiksi, tetapi refleksi fleksibilitas hukum
[slam.

Pluralitas ini memiliki dimensi epistemologis yang penting.
[a menuntut mujtahid untuk memahami bahwa hukum Islam
bukan monolitik, melainkan jaringan norma yang saling terkait, di
mana perbedaan interpretasi memungkinkan pengembangan
ijtihad yang lebih matang. Dengan kata lain, pluralitas hukum
memerlukan kebijaksanaan epistemik, di mana seorang mujtahid
menilai teks, prinsip, dan konteks secara holistik sebelum
mengambil keputusan hukum.
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B. Dinamika Jjtihad Kontemporer

Di era modern, ijtihad menghadapi tantangan yang jauh lebih
kompleks dibanding masa klasik. Pertama, globalisasi dan
pluralitas budaya mengharuskan hukum Islam mampu
menanggapi masyarakat multikultural yang memiliki norma
sosial dan budaya berbeda. Kedua, perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, seperti fintech, bioteknologi,
kecerdasan buatan, dan regulasi digital, menuntut integrasi
antara teks klasik dan prinsip modern. Ketiga, interaksi hukum
Islam dengan hukum positif nasional maupun hukum
internasional menimbulkan dilema dalam penerapan prinsip
magqasid al-syari‘ah secara universal. Dalam konteks ini,
mutakallimin menekankan bahwa ijtihad kontemporer harus
adaptif, fleksibel, dan integratif, menjaga keseimbangan antara
teks, rasio, maqasid, dan kebutuhan sosial.

Al-Qur'an menegaskan prinsip adaptasi hukum melalui
pengakuan bahwa keputusan Allah dan Rasul bersifat final, tetapi
ruang interpretasi tetap ada selama prinsip magqasid, rasio, dan
maslahat dijaga:

S0 25
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“Tidak sepatutnya bagi seorang mukmin atau mukminah, ketika
Allah dan Rasul-Nya menetapkan suatu keputusan, untuk
mempunyai pilihan dalam urusan mereka.” (QS. Al-Ahzab [33]: 36)

o
e
°

139



Figh Mutakallimin: Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Kontemporer

140



Figh Mutakallimin: Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Kontemporer

BAGIAN IV:
FIQH MUTAKALLIMIN DAN
TANTANGAN KONTEMPORER
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BAB 19
FIQH MUTAKALLIMIN DAN
TRADISI MAZHAB

Tradisi figh mutakallimin merupakan hasil dari pertemuan antara
rasio teologis (‘ilm al-kalam) dan teks hukum klasik, yang tumbuh
dari akar mazhab-mazhab figih seperti Hanafiyah, Malikiyah,
Syafiiyah, dan Hanabilah. Mazhab menyediakan kerangka
normatif, metodologis, dan praktis, sementara figh mutakallimin
menambahkan dimensi rasional, etis, dan kontekstual, yang
memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan adaptif terhadap
perubahan zaman. Relasi antara mutakallimin dan mazhab
bersifat dinamis, dialogis, dan kritis, sehingga hukum Islam tidak
stagnan, melainkan terus mengalami rekonfigurasi epistemologis.

A. Relasi Figh Mutakallimin dan Mazhab Klasik

Figh mutakallimin mempertahankan kontinuitas prinsip hukum
dari mazhab, tetapi tidak terjebak dalam formalitas literal.
Mazhab menyediakan aturan praktis dan prosedural, sedangkan
mutakallimin menafsirkan aturan tersebut melalui kerangka rasio,
magqasid, dan keadilan ilahi (‘adl ilahi). Hal ini menegaskan bahwa
hukum Islam bukan hanya sahih secara teks, tetapi juga koheren
secara etis dan relevan secara sosial.

Contoh Kklasik, dalam masalah hudiid, mazhab Syafi‘iyah
menetapkan prosedur formal yang ketat, sedangkan mutakallimin
mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan syariat, sehingga
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penerapan hukum lebih adaptif dan manusiawi. Pendekatan ini
menunjukkan bahwa figh mutakallimin bukan sekadar reproduksi
mazhab, tetapi rekonstruksi epistemologis hukum Islam, yang
menyeimbangkan teks, rasio, dan maqasid.

B. Kontinuitas dan Transformasi Pemikiran
Hukum

Meskipun figh mutakallimin menjaga kontinuitas kaidah mazhab
seperti qiyas, istidlal, dan konsensus ulama, mereka juga
mendorong transformasi hukum untuk menyesuaikan praktik
dengan tantangan modern. Transformasi ini bukan mengabaikan
tradisi, tetapi menghidupkan hukum Islam agar tetap relevan.
Contoh kontemporer termasuk penerapan hukum zakat digital,
perbankan syariah modern, dan kontrak fintech, di mana prinsip
dasar mazhab digunakan sebagai fondasi, namun keputusan
hukum disesuaikan dengan konteks sosial, teknologi, dan
ekonomi modern.

Transformasi juga terlihat dalam cara mutakallimin
menghadapi pluralitas pendapat mazhab. Alih-alih melihat
perbedaan sebagai kontradiksi, pluralitas dianggap sebagai modal
epistemologis untuk menghasilkan ijtihad yang lebih matang,
inklusif, dan responsif terhadap realitas kontemporer.

C. Kritik terhadap Formalisme Mazhab

Mutakallimin secara konsisten menyoroti kelemahan formalistik
mazhab, terutama ketika kepatuhan prosedural mengabaikan
magqasid al-syari‘ah, keadilan, dan maslahat umat. Formalisme
berlebihan dapat menghasilkan hukum yang sah secara teks,
tetapi tidak adil atau relevan secara sosial. Misalnya, teks klasik
tidak mencakup kontrak digital, perjanjian lintas negara, atau
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masalah bioetika modern. Kritik mutakallimin menegaskan
bahwa hukum harus koheren secara etis, sahih secara epistemik,
dan adaptif secara sosial, tanpa meninggalkan fondasi mazhab.

D. Relevansi Mazhab dalam Konteks Kekinian

Meskipun mengkritik formalitas, mutakallimin tetap mengakui
peran strategis mazhab sebagai sumber metodologis dan
epistemik. Mazhab menyediakan pluralitas solusi hukum,
kerangka historis, dan basis argumentatif untuk ijtihad
kontemporer. Misalnya, prinsip hukum mazhab digunakan
sebagai landasan penerapan hukum ekonomi digital di berbagai
negara Muslim, di mana kontrak, akad, dan mekanisme transaksi
tetap mengacu pada magqasid al-syari‘ah dan prinsip keadilan.
Dengan demikian, mazhab tetap relevan jika diintegrasikan
dengan ijtihad rasional, konteks sosial, dan tujuan syariat.

E. Metodologi Integratif antara Mazhab dan
Mutakallimin

Mutakallimin mengembangkan pendekatan integratif,
menggabungkan kaidah mazhab dengan rasio, konteks sosial, dan
magqasid. Pendekatan ini menghasilkan ijtihad yang:

1. Sahih secara epistemik,

2. Koheren secara metodologis,

3. Relevan secara sosial,

4. Mempertahankan legitimasi teologis dan moral.

Integrasi ini memungkinkan hukum Islam tetap hidup,
fleksibel, dan mampu menanggapi kompleksitas modernitas
tanpa kehilangan dasar klasik.
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F. Pluralitas Mazhab sebagai Sumber Ijtihad
Kontemporer

Pluralitas mazhab menjadi modal epistemologis utama.
Perbedaan pendapat klasik memberikan berbagai solusi hukum
yang dapat diterapkan secara kontekstual. Misalnya, perbedaan
mazhab dalam akad jual beli, zakat, atau pernikahan
memungkinkan ijtihad modern menyesuaikan hukum dengan
kondisi urban, global, atau digital. Pluralitas ini memperkaya
hukum Islam, sekaligus meningkatkan kapasitas adaptasi,
legitimasi, dan keberlanjutan hukum.

G. Kontroversi dan Dialog Antar Mazhab

Mutakallimin menekankan pentingnya dialog intermazhab untuk
menghasilkan keputusan hukum yang lebih inklusif dan sahih
secara epistemik. Dialog ini menekankan integrasi teks, rasio,
magqasid, dan konteks sosial, sehingga keputusan hukum:

1. Konsisten dengan prinsip syariat,
2. Berorientasi pada kemaslahatan umat,
3. Fleksibel menghadapi perubahan sosial dan teknologi,

4. Mengurangi fragmentasi hukum akibat rigiditas mazhab.

H. Strategi Ijtihad Kontemporer

Ijtihad modern dalam figh mutakallimin menghadapi tantangan
globalisasi, teknologi, dan pluralitas budaya. Strategi yang
diusulkan:

1. Kolaborasi lintas disiplin: hukum, teknologi, ekonomi,
sosiologi.
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2. Penggunaan magqasid sebagai kompas etis dan epistemik.
3. Pengembangan kapasitas mujtahid kolektif (ijtihad jama‘t).
4. Transparansi metodologis dalam penjelasan dasar hukum.

Strategi ini memastikan hukum Islam tetap adaptif, sahih,
adil, dan transformasional.

Figh mutakallimin:
1. Memperkuat dan mengkritisi mazhab secara seimbang.

2. Mengintegrasikan rasio, etika, dan magqasid al-syari‘ah dengan
fondasi mazhab.

3. Mengubah formalitas menjadi hukum yang adaptif, relevan,
dan sahih.

4. Menjadikan  pluralitas mazhab sebagai  kekuatan
transformasional untuk ijtihad kontemporer.

Dengan demikian, figh mutakallimin menjadi jembatan
antara tradisi mazhab klasik dan tantangan modernitas,
menghasilkan hukum Islam yang koheren, sahih, adil, dan
transformatif.
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BAB 20
FIQH MUTAKALLIMIN
DAN MODERNITAS

A. Modernitas dan Perubahan Struktur Sosial

Modernitas sering dipahami sebagai proses transformasi
masyarakat dari pola tradisional menuju pola kehidupan yang
lebih rasional, sekuler, dan berbasis ilmu pengetahuan. Fenomena
ini meliputi perubahan dalam struktur sosial, sistem nilai, dan
pola interaksi antarindividu dan kelompok. Menurut Anthony
Giddens, modernitas ditandai oleh refleksivitas sosial, di mana
masyarakat secara terus-menerus merefleksikan diri dalam
menghadapi perubahan, termasuk penataan ulang norma, hukum,
dan institusi.

Dalam  konteks  masyarakat Muslim, modernitas
memunculkan pergeseran struktur sosial yang signifikan:

1. Urbanisasi dan Mobilitas Sosial
Pertumbuhan kota besar di seluruh dunia Islam telah
mengubah pola kehidupan tradisional yang berbasis desa dan
komunitas lokal. Urbanisasi membawa masyarakat ke
lingkungan yang lebih heterogen, meningkatkan interaksi
antaragama dan budaya, serta menuntut hukum yang dapat
mengakomodasi pluralitas sosial. Fenomena ini misalnya
terlihat pada meningkatnya pernikahan antaragama atau
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praktik bisnis lintas budaya yang memerlukan adaptasi hukum
Islam terhadap hukum nasional dan praktik internasional.

. Individualisasi dan Perubahan Keluarga

Modernitas menekankan hak-hak individu, otonomi pribadi,
dan pencarian kesejahteraan material. Akibatnya, struktur
keluarga tradisional yang hierarkis berubah menjadi model
yang lebih egaliter, di mana peran laki-laki dan perempuan
cenderung setara. Dampaknya terhadap hukum keluarga Islam
sangat nyata: isu seperti perceraian, hak asuh anak, poligami,
dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi
sorotan, menuntut figh mutakallimin untuk memberikan
respons hukum yang relevan tanpa melanggar prinsip syar’i.

. Pergeseran Nilai dan Prioritas Sosial

Nilai-nilai modern menekankan efisiensi, rasionalitas, dan
produktivitas. Nilai-nilai religius tradisional, seperti
kepatuhan mutlak terhadap ritual, sering kali mengalami
relativisasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini,
hukum Islam harus menyesuaikan diri agar tetap mampu
memberikan pedoman moral dan sosial yang relevan.
Contohnya, dalam dunia kerja modern, etika transaksi dan
keadilan ekonomi menjadi fokus figih sosial kontemporer, di
samping ritual ibadah individual.

. Tekanan Globalisasi dan Pluralitas Budaya

Globalisasi membawa interaksi lintas budaya yang masif
melalui teknologi, media sosial, dan perdagangan internasional.
Masyarakat Muslim modern menghadapi tantangan seperti
praktik konsumsi global, fenomena gender, dan pengaruh
budaya Barat yang berbeda dengan tradisi Islam lokal. Dalam
hal ini, figh mutakallimin berperan sebagai mekanisme
adaptasi hukum, yang berfungsi menyeimbangkan prinsip
syar’i dengan tuntutan realitas sosial yang berubah.
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Studi Kasus:

Di Indonesia, fenomena urbanisasi dan pluralitas sosial terlihat
pada meningkatnya perkawinan beda agama atau perkawinan
Muslim dengan non-Muslim di kota-kota besar. Dalam kasus ini,
figih keluarga klasik yang menekankan keseragaman agama perlu
dikaji ulang. Ulama kontemporer dapat menawarkan solusi
melalui pendekatan maslahat dan magqasid al-shari‘ah, misalnya
dengan menekankan perlindungan anak, keadilan gender, dan
keberlanjutan rumah tangga tanpa mengabaikan prinsip syar’i.

Implikasi terhadap Figh mutakallimin:
Perubahan struktur sosial menuntut figih untuk:

1. Menjadi responsif terhadap konteks sosial yang dinamis.

2. Mengembangkan metode ijtihad kontekstual yang
mempertimbangkan faktor budaya, ekonomi, dan psikologis
masyarakat.

3. Mengintegrasikan disiplin ilmu sosial, sosiologi, dan
antropologi untuk memahami pola kehidupan kontemporer
sebelum menetapkan hukum.

Dengan demikian, modernitas bukan sekadar tantangan,
tetapi juga kesempatan bagi figh mutakallimin untuk
merevitalisasi hukum Islam sebagai sistem normatif yang hidup
dan relevan dengan zaman.

B. Tantangan Sekularisme dan Rasionalisme
1. Sekularisme dan Dampaknya terhadap Hukum Islam

Sekularisme adalah paham yang menekankan pemisahan antara
kehidupan agama dan kehidupan publik atau negara. Dalam
konteks modernitas, sekularisme hadir sebagai respon terhadap
dominasi hukum agama dalam ranah politik dan sosial,
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menempatkan hukum positif atau konstitusi negara sebagai
sumber legitimasi utama. Max Weber menekankan bahwa
sekularisasi menandai rasionalisasi kehidupan sosial, di mana
agama menjadi urusan privat dan nilai-nilai moralitas keagamaan
tidak lagi menentukan kebijakan publik secara langsung.

Dalam praktik hukum Islam, sekularisme menghadirkan

tantangan sebagai berikut:

a.

Legitimasi Hukum Bergeser dari Tuhan ke Negara

Hukum Islam, yang sebelumnya bersumber dari al-Qur’an,
Sunnah, dan ijtihad ulama, kini bersaing dengan hukum
nasional yang bersifat sekuler. Contohnya, di Indonesia,
hukum perkawinan diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974, yang
mengakomodasi pernikahan beda agama melalui dispensasi
pengadilan, meski secara figih klasik hal ini dianggap tidak sah.
Hal ini menimbulkan dilema bagi masyarakat Muslim:
mengikuti hukum negara atau mengikuti hukum syar’i.

Relativisasi Norma Agama

Sekularisme menempatkan norma agama sebagai salah satu
dari sekian banyak opsi moral. Dalam masyarakat modern,
sebagian orang menilai hukum agama sebagai pedoman privat,
sementara keputusan publik harus netral dan rasional
Fenomena ini terlihat dalam isu-isu kontroversial seperti hak
LGBT, euthanasia, dan legislasi ekonomi berbasis syariah
versus hukum komersial konvensional.

Tekanan terhadap Institusi Keagamaan

Sekularisasi juga menekan otoritas institusi keagamaan
tradisional. Lembaga ulama atau majelis fatwa tidak lagi
menjadi satu-satunya acuan, karena masyarakat modern
menuntut argumentasi hukum yang dapat dipahami oleh akal
rasional dan sesuai data empiris.
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2. Rasionalisme dan Tantangannya

Rasionalisme modern menekankan bahwa kebenaran dapat
dicapai melalui akal, logika, dan metode ilmiah. Berbeda dengan
pendekatan tradisional yang menekankan tekstualitas,
rasionalisme menuntut argumentasi hukum yang koheren,
sistematis, dan dapat diuji secara empiris.

Bagi figh mutakallimin, rasionalisme menghadirkan tantangan:

a. Kebutuhan Bukti Empiris

Hukum Islam klasik banyak berbasis teks (nass) dan tradisi
ulama, yang kadang tidak memperhitungkan bukti empiris
modern. Contohnya, masalah biomedis seperti vaksinasi,
transplantasi organ, atau teknologi reproduksi memerlukan
data ilmiah untuk menentukan hukum yang tepat.
Rasionalisme menuntut ulama menggunakan metode
empirical reasoning yang berlandaskan syar’i.

b. Kritik terhadap Otoritas Tradisional
Rasionalisme memunculkan pertanyaan Kkritis terhadap fatwa
atau pendapat hukum yang hanya mengandalkan konsensus
ulama terdahulu (ijma’) atau analogi klasik (giyas). Generasi
modern menuntut justifikasi rasional dan etis, misalnya terkait
hak perempuan, sistem perbankan, atau perlindungan
lingkungan.

c. Integrasi Akal dan Wahyu
Figh mutakallimin modern menekankan keseimbangan antara
reason (al-‘aql) dan revelation (wahyu). Prinsip ini tercermin
dalam metodologi ijtihad kontemporer, seperti istihsan dan
maslahah mursalah, yang memungkinkan hukum Islam
merespons isu baru tanpa kehilangan dasar teks.
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4.

. Studi Kasus Kontemporer

Hak Perempuan dalam Warisan dan Kepemilikan

Di beberapa negara Muslim modern, misalnya Tunisia dan
Maroko, hukum waris telah direformasi untuk mengurangi
diskriminasi gender, meskipun bertentangan dengan giyas
klasik. Pendekatan ini menggunakan prinsip rasional dan
maslahat untuk mencapai keadilan sosial, yang tetap
menegaskan prinsip dasar syar’i tentang hak kepemilikan
perempuan.

Isu Bioetika: Transplantasi Organ dan Teknologi Reproduksi
Kasus transplantasi organ atau bayi tabung menimbulkan
pertanyaan figih baru. Dalam perspektif tradisional, tindakan
seperti ini tidak pernah dibahas, sehingga ijtihad modern
menggunakan prinsip maslahah dan data medis untuk
menentukan hukum yang sah dan aman secara syar’i.

Legislasi Ekonomi dan Perbankan Syariah

Rasionalisme modern mendorong pengembangan hukum
ekonomi Islam berbasis prinsip rasional, transparansi, dan
efisiensi, misalnya dalam kontrak murabahah, mudharabah,
dan sukuk. Ulama kontemporer menggabungkan teks klasik
dengan analisis ekonomi modern agar hukum tetap relevan.

Implikasi bagi Figh mutakallimin

Figh mutakallimin menghadapi dua tantangan besar dari
sekularisme dan rasionalisme:

a.

Menjaga relevansi hukum syar’i di tengah tuntutan sekuler dan
rasional.

Mengembangkan metodologi hukum adaptif, yang
memadukan teks klasik, prinsip magqasid, dan bukti empiris.
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c. Memperkuat literasi hukum masyarakat, agar penerapan
hukum Islam tidak dipersepsikan kaku atau dogmatis,
melainkan sebagai pedoman etis dan sosial yang rasional.

Dengan strategi ini, hukum Islam mampu tetap hidup dan
menjawab  problematika kontemporer tanpa kehilangan
identitasnya sebagai divinely guided law yang universal.

C. Respons Fiqih terhadap Dinamika Zaman
1. Pendekatan Jjtihad Kontekstual

Figh mutakallimin modern menekankan ijtihad kontekstual, yaitu
upaya menafsirkan teks hukum Islam (al-Qur’an, Hadis, ijma’, dan
qiyas) dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan
teknologi masyarakat kontemporer. [jtihdd ini berbeda dari
pendekatan klasik yang cenderung normatif dan tekstual; ijtihad
kontemporer menuntut pemahaman mendalam terhadap realitas
sosial dan kebutuhan manusia.

Beberapa prinsip penting dalam ijtihad kontekstual antara lain:

a. Prioritas pada tujuan hukum (magqasid al-shari‘ah): hukum
harus mengutamakan kemaslahatan umat, mencegah
kerusakan (mafsadah), dan melindungi hak asasi manusia.

b. Analisis empiris: putusan hukum mempertimbangkan data
sosiologis, ekonomi, dan medis. Misalnya, fatwa vaksinasi
COVID-19 di Indonesia mempertimbangkan bukti ilmiah
terkait keamanan dan efektivitas vaksin.

c. Fleksibilitas hukum: hukum Islam dapat menyesuaikan diri
dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip
dasar. Contohnya, ijtihdd modern memungkinkan penggunaan
teknologi reproduksi, seperti bayi tabung, meski praktik ini
tidak dikenal di masa klasik.

155



156

Figh Mutakallimin: Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Kontemporer

Studi Kasus:

Dalam konteks perkawinan beda agama di kota besar, ijtihad
kontekstual digunakan untuk memastikan hak anak, keadilan
gender, dan keberlanjutan rumah tangga, meskipun secara
tekstual figih klasik menolak pernikahan lintas agama. Ulama
kontemporer dapat memformulasikan solusi hukum berdasarkan
prinsip maslahat dan pengurangan mafsadah.

2. Qiyas dan Istihsan Modern

Qiyas (analogi hukum) dan istihsan (pertimbangan maslahat)
tetap menjadi instrumen penting bagi figh mutakallimin modern.
Namun, pendekatan kontemporer mengembangkan keduanya
dengan memperhatikan:

a. Data empiris: giyas tidak hanya berdasar analogi tekstual,
tetapi juga fakta sosial dan ilmiah.

b. Maslahat publik: istihsan menekankan kemaslahatan sosial
luas, misalnya dalam hukum ekonomi Islam untuk menjaga
keadilan dan stabilitas finansial.

¢. Harmonisasi dengan hukum positif: giyas dan istihsan modern
memungkinkan hukum Islam berjalan seiring dengan sistem
hukum nasional tanpa kehilangan identitas syari.

Studi Kasus:

a. Ekonomi Syariah Modern: Dalam kontrak murabahah atau
sukuk, ulama mengaplikasikan giyas untuk menetapkan
prinsip margin keuntungan yang adil dan istihsan untuk
mengakomodasi kepentingan bisnis global.
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b. Isu Kesehatan Masyarakat: Fatwa terkait vaksinasi atau
lockdown selama pandemi menggunakan istihsan untuk
mengutamakan kemaslahatan umum meskipun ada batasan
teks klasik yang tidak membahas kondisi epidemi global.

3. Integrasi Ilmu Sosial dan Sains

Figih modern tidak hanya berbasis teks, tetapi juga
mengintegrasikan  ilmu sosial dan sains. Pendekatan
interdisipliner ini memungkinkan ulama membuat hukum yang
relevan dengan kebutuhan kontemporer.

a. Sosiologi dan Antropologi: membantu memahami perilaku
sosial masyarakat dan dampak hukum terhadap interaksi
sosial. Misalnya, reformasi hukum keluarga di beberapa negara
Muslim mempertimbangkan struktur keluarga modern dan
peran perempuan dalam pekerjaan dan pendidikan.

b. IlImu Kesehatan dan Biomedis: figih modern menilai
keabsahan praktik medis baru seperti vaksin, transplantasi
organ, atau inseminasi buatan melalui kajian ilmiah.

c. Ekonomi dan Teknologi: kontrak keuangan syariah modern
menggunakan prinsip rasional dan transparansi untuk
menyeimbangkan kepentingan bisnis dan hukum Islam.

Studi Kasus:

Fatwa MUI tentang vaksin COVID-19 dan penggunaan obat-
obatan modern adalah contoh bagaimana figh mutakallimin
mengintegrasikan ilmu kesehatan dan data ilmiah untuk
menghasilkan hukum yang sah secara syari dan aman secara
medis.
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4. Implikasi bagi Hukum Islam Kontemporer
Respons figih terhadap dinamika zaman menekankan:

a. Hukum Islam bersifat adaptif, mampu menjawab persoalan
kontemporer tanpa kehilangan identitas syar’i.

b. Metodologi ijtihad modern harus interdisipliner, memadukan
teks klasik dengan ilmu sosial, ekonomi, dan sains.

c. Masyarakat dan negara berperan sebagai mitra hukum Islam,
memastikan hukum syar’i dapat diaplikasikan secara relevan
dan efektif.

d. Mendorong literasi hukum agar masyarakat memahami alasan
hukum, bukan sekadar mematuhi secara dogmatis.

Dengan strategi ini, figh mutakallimin berfungsi sebagai
jembatan antara tradisi dan modernitas, menjaga relevansi
hukum Islam di tengah perubahan sosial, teknologi, dan
globalisasi.

D. Rekonstruksi Paradigma Hukum Islam
(Versi Panjang)

1. Definisi dan Urgensi Rekonstruksi

Rekonstruksi paradigma hukum Islam adalah upaya sistematis
untuk menata kembali epistemologi, metodologi, dan tujuan
hukum Islam agar relevan dengan tantangan zaman modern.
Rekonstruksi ini bukan berarti mengubah prinsip dasar syar,
tetapi menyesuaikan implementasi hukum agar tetap responsif
terhadap dinamika sosial, politik, ekonomi, dan teknologi.
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Urgensi rekonstruksi muncul dari beberapa faktor:

a.

2.

Perubahan sosial yang cepat

Modernitas telah mengubah struktur keluarga, ekonomi,
pendidikan, dan interaksi sosial. Hukum Islam yang statis tidak
lagi memadai untuk menangani isu-isu kontemporer seperti
hak perempuan, hak anak, dan pluralitas agama.

Tuntutan globalisasi

Globalisasi memunculkan interaksi lintas budaya dan hukum.
Masyarakat Muslim modern menghadapi dilema antara hukum
nasional, hukum internasional, dan hukum syar’i. Rekonstruksi
diperlukan agar hukum Islam tetap bisa diterapkan secara
praktis di konteks global.

Tekanan sekularisme dan rasionalisme

Sekularisasi menggeser legitimasi hukum dari Tuhan ke
negara, sedangkan rasionalisme menuntut bukti empiris dan
argumentasi logis. Tanpa rekonstruksi, hukum Islam berisiko
dianggap tidak relevan atau dogmatis.

Prinsip-Prinsip Rekonstruksi

Rekonstruksi hukum Islam berlandaskan prinsip-prinsip
epistemologi dan metodologi berikut:

a.

Fokus pada Magqasid al-Shari‘ah

Tujuan hukum Islam (maqdsid) melindungi agama, nyawa, akal,
keturunan, dan harta menjadi panduan utama dalam
menentukan hukum kontemporer. Misalnya, hukum terkait
teknologi  reproduksi atau  vaksinasi menekankan
perlindungan nyawa dan kesehatan manusia sebagai prioritas.

Metodologi Interdisipliner
Rekonstruksi mengintegrasikan teks klasik dengan ilmu sosial,
ekonomi, psikologi, dan sains. Pendekatan ini memungkinkan
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hukum Islam menjawab masalah nyata dengan cara yang
relevan dan dapat diterima masyarakat modern”6.

c. Pendekatan Kontekstual dan Dinamis
Hukum Islam harus adaptif terhadap konteks lokal dan
perubahan zaman. [jtihdd modern menekankan fleksibilitas
hukum tanpa mengabaikan prinsip dasar syar’i. Contohnya,
hukum perbankan syariah mengadopsi konsep modern seperti
margin keuntungan dan sukuk, tetapi tetap sesuai prinsip
larangan riba.

d. Integrasi Etika dan Keadilan Sosial
Rekonstruksi menekankan keadilan sosial (adl) dan
kemaslahatan publik (maslahah), memastikan hukum Islam
tidak hanya mengatur ritual, tetapi juga mengatur hubungan
sosial, ekonomi, dan politik secara etis.

3. Studi Kasus Rekonstruksi Hukum Islam Kontemporer

a. Hukum Perkawinan dan Hak Anak
Di beberapa negara Muslim modern, hukum perkawinan
direformasi untuk melindungi hak perempuan dan anak.
Misalnya, Tunisia melarang poligami tanpa persetujuan istri
dan menetapkan hak asuh anak berdasarkan prinsip keadilan
dan kemaslahatan keluarga. Pendekatan ini menggunakan
prinsip maqasid al-shari‘ah dan maslahat.

b. Hukum Ekonomi dan Keuangan Syariah
Rekonstruksi  hukum ekonomi Islam  menekankan
transparansi, keadilan, dan efisiensi dalam transaksi keuangan
modern. Produk keuangan seperti sukuk dan mudharabah
adalah hasil rekonstruksi giyas dan istihsan modern, yang
menggabungkan teks klasik dengan analisis ekonomi
kontemporer.
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c. Hukum Kesehatan dan Biomedis
Fatwa terkait vaksin, transplantasi organ, dan teknologi
reproduksi adalah contoh rekonstruksi hukum Islam. Ulama
modern menggunakan magqasid al-shariah dan data ilmiah
untuk memastikan hukum sah secara syar’i dan aman secara
medis.

d. Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam
Rekonstruksi hukum Islam juga mencakup perlindungan
lingkungan, misalnya regulasi penggunaan air, energi, dan
lahan berdasarkan prinsip hifz al-‘alam (pelestarian bumi) dan
maslahah publik.

4. Implikasi Paradigmatis

Rekonstruksi paradigma hukum Islam menghasilkan implikasi
penting:

a. Hukum Islam sebagai sistem hidup dinamis
Tidak hanya mengatur ritual, tetapi juga masalah sosial,
ekonomi, politik, dan teknologi.

b. Menjembatani tradisi dan modernitas
Hukum tetap berlandaskan prinsip syar’i, tetapi mampu
menjawab kebutuhan manusia modern dan pluralitas global.

c. Penguatan legitimasi hukum Islam
Dengan rekonstruksi, hukum Islam menjadi relevan, rasional,
dan diterima secara sosial, sehingga meminimalkan konflik
antara hukum agama dan hukum positif negara.

Mendorong inovasi hukum:

Ulama dan pakar hukum didorong untuk berinovasi melalui
ijtihad kontemporer, fatwa adaptif, dan integrasi disiplin ilmu.
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BAB 21
HUKUM ISLAM DAN
HAK ASASI MANUSIA

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu pilar utama
dalam tata kelola hukum, politik, dan etika global. Sejak Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, konsep HAM
menjadi standar global yang menegaskan hak-hak individu tanpa
diskriminasi, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan
budaya. HAM tidak hanya menjadi tolok ukur legitimasi negara,
tetapi juga instrumen untuk menilai kualitas keadilan, kebebasan,
dan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, hukum Islam juga menempatkan hak manusia
sebagai fokus normatif, berbasis pada sumber-sumber syariah: Al-
Qur’an, Sunnah, ijtihad ulama, dan magqadsid al-shari‘ah. Lima
prinsip dasar magqasid perlindungan nyawa (hifz al-nafs), akal
(hifz al-‘aql), harta (hifz al-mal), keturunan (hifz al-nasl), dan
agama (hifz al-din) menjadi pijakan utama bagi pengembangan
hak-hak manusia. Konsep ini menekankan keseimbangan antara
hak individu dan  kepentingan  masyarakat, serta
mengintegrasikan aspek moral, sosial, dan spiritual dalam
pelaksanaan hukum.

Bab ini menguraikan hubungan hukum Islam dengan HAM
secara komprehensif, melalui empat sub-bab utama:

o Konsep HAM dalam perspektif Islam

e Dialog hukum Islam dengan hukum internasional
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o Ketegangan normatif dan titik temu
e Pendekatan etis terhadap isu HAM

Narasi ini menekankan harmonisasi normatif, relevansi
kontemporer, dan strategi rekonsiliasi antara hukum Islam dan
prinsip HAM universal.

A. Konsep HAM dalam Perspektif Islam
1. Hak-Hak Asasi dalam Al-Qur’an dan Sunnah

Hukum Islam memandang hak-hak manusia sebagai amanah
Tuhan yang melekat pada setiap individu. Al-Qur’an dan Hadis
menegaskan perlindungan hak-hak dasar, baik yang bersifat fisik,
sosial, maupun spiritual:

a. Hifz al-nafs (perlindungan nyawa): QS. Al-Maidah [5]:32
menegaskan bahwa membunuh satu nyawa tanpa hak adalah
seperti membunuh seluruh umat manusia. Konsep ini tidak
hanya menekankan larangan membunuh, tetapi juga
menjamin hak atas hidup layak, keselamatan sosial, dan
perlindungan dari bahaya lingkungan maupun konflik.

b. Hifz al-‘aql (perlindungan akal): Islam melarang zat atau
perilaku yang merusak akal dan menekankan pendidikan
sebagai hak dasar. Nabi saw. menekankan kewajiban menuntut
ilmu sejak usia dini, menegaskan bahwa akal adalah amanah
yang harus dijaga.

c. Hifz al-mal (perlindungan harta): Harta dijaga melalui prinsip
keadilan, larangan pencurian, dan kewajiban zakat. Hal ini
memastikan distribusi yang adil, mencegah kemiskinan, dan
menjaga kesejahteraan masyarakat.
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d. Hifz al-nasl (perlindungan keturunan): Islam menjamin hak
keluarga, perkawinan sah, dan hak waris, sekaligus melarang
praktik yang merugikan anak atau wanita. Prinsip ini
menegaskan perlindungan generasi berikutnya dan
keberlanjutan sosial.

e. Hifz al-din (perlindungan agama): Kebebasan beragama
dijamin, termasuk larangan paksaan dalam beriman (QS. Al-
Bagarah [2]:256), yang menegaskan pluralitas dan
penghormatan terhadap pilihan individu.

Refleksi: Konsep HAM dalam Islam bersifat holistik dan integratif,
berbeda dari perspektif sekuler yang kadang hanya menekankan
hak sipil dan politik. HAM Islami memadukan dimensi fisik,
psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual, sehingga memberi
perlindungan menyeluruh terhadap martabat manusia.

2. HAM dalam Figh Kontemporer

Ulama kontemporer telah mengembangkan pendekatan
sistematis terhadap HAM melalui figh modern, yang mencoba
menjembatani prinsip klasik dan kebutuhan masyarakat
kontemporer:

a. Pendidikan dan kesehatan: Hak atas pendidikan dan layanan
kesehatan dianggap bagian dari hak asasi, selaras dengan
magqasid al-shar1‘ah.

b. Perlindungan perempuan dan anak: Fatwa MUI tentang hak
perempuan untuk bekerja dan belajar menunjukkan
penerapan HAM Islami secara kontekstual.

c. Keadilan sosial dan ekonomi: Prinsip distribusi kekayaan
melalui zakat, infaq, dan sedekah menegaskan perlindungan
hak ekonomi warga.
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Analisis: Figh kontemporer menegaskan dinamika hukum Islam
yang adaptif, mampu merespons tantangan global, seperti
diskriminasi gender, hak minoritas, dan kemiskinan. Pendekatan
ini menunjukkan bahwa HAM Islami bukan hanya normatif, tetapi
juga praktis dan implementatif.

3. Prinsip Keadilan dan Kemanusiaan

HAM Islami menekankan ‘adl (keadilan) dan ihsan (kemanusiaan)
sebagai prinsip utama. Hukum Islam menuntut keseimbangan
antara kepatuhan formal dan nilai moral:

a. ‘Adl: Menjamin setiap individu memperoleh haknya secara adil,
termasuk hak sipil, ekonomi, dan sosial.

b. IThsan: Memberikan perlindungan ekstra bagi mereka yang
lemah atau tertindas, misalnya janda, yatim, atau masyarakat
miskin.

Studi Kasus: Dalam hukum pidana, penerapan hudud tetap

mempertimbangkan prinsip ihsan, sehingga hukuman yang

dijalankan tidak merugikan hak-hak individu secara sosial dan
psikologis.

Refleksi: HAM Islami menekankan keseimbangan antara
kepatuhan hukum dan nilai kemanusiaan, menjadikannya relevan
untuk dialog global tentang hak asasi.

B. Dialog antara Hukum Islam dan Hukum
Internasional
1. Perspektif Historis

Sejak DUHAM 1948, terjadi dialog global antara hukum Islam dan
instrumen HAM internasional. Beberapa negara Muslim
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meratifikasi konvensi internasional dengan reservasi tertentu
untuk menjaga keselarasan dengan prinsip syariah.

Contoh: Artikel 18 DUHAM (kebebasan beragama) menekankan
non-paksaan, sesuai QS. Al-Bagarah [2]:256, namun
implementasinya berbeda di berbagai negara Muslim karena
konteks sosial dan politik yang unik.

2. Titik Temu dan Perbedaan

Titik Temu:

a. Perlindungan nyawa dan martabat manusia.

b. Hak pendidikan, kebebasan berpikir, dan pengembangan akal.
Perbedaan:

a. HAM internasional menekankan kesetaraan gender mutlak;
hukum Islam mempertimbangkan konteks biologis dan sosial,
meski prinsip keadilan tetap dijaga.

b. HAM internasional bersifat sekuler dan universal; hukum
Islam berbasis ilahi dan moral.

Studi Kasus: Implementasi hak perempuan dalam pendidikan di
negara Muslim menunjukkan fleksibilitas hukum Islam untuk
menyelaraskan prinsip HAM global dengan budaya lokal.

C. Ketegangan Normatif dan Titik Temu

1. Ketegangan Praktis
Ketegangan muncul karena perbedaan norma dan interpretasi:

a. Hukum pidana: hudud vs standar HAM internasional.

b. Kebebasan beragama: hak murtad vs perlindungan
komunitas.
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c. Hak perempuan: kesetaraan gender vs peran sosial
tradisional.

Analisis: Ketegangan ini bersifat normatif dan kontekstual,
bukan kontradiksi mendasar antara HAM dan hukum Islam.

2. Titik Temu Potensial

a. Prinsip keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan nyawa
menjadi dasar rekonsiliasi.

b. Pendekatan = magqasid  al-shariah =~ memungkinkan
harmonisasi hukum Islam dengan HAM internasional dalam
bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Studi Kasus: Program pendidikan inklusif dan kesehatan
reproduksi di negara Muslim menunjukkan fleksibilitas hukum
[slam menyesuaikan standar HAM global.

D. Pendekatan Etis terhadap Isu HAM

1. Prinsip Etis
Pendekatan etis menekankan keseimbangan antara kewajiban
moral dan hak individu, tetap berlandaskan magqadsid al-
shari‘ah:

a. Melindungi nyawa, akal, harta, keturunan, dan agama.

b. Menjaga keseimbangan antara kepatuhan hukum dan
moralitas.

2. Strategi Rekonsiliasi

a. Dialog konstruktif: ulama, akademisi, dan lembaga HAM
internasional.

b. Interpretasi kontekstual: menyesuaikan norma dengan
kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
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c. Pendidikan HAM berbasis Islam: membangun pemahaman
publik yang kritis dan etis.

Studi Kasus: Perlindungan pekerja migran di negara Muslim
menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat menyesuaikan
standar HAM internasional secara etis.

3. Refleksi Kritis

a. HAM internasional dan hukum Islam tidak harus
bertentangan, tetapi bisa saling melengkapi.

b. Penekanan pada etika, keadilan, dan kemanusiaan menjadi
jembatan normatif antara nilai global dan lokal.

Kesimpulan:

1. Hukum Islam memiliki kerangka HAM holistik, normatif, dan
berbasis magqasid al-shari‘ah.

2. Dialog dengan hukum internasional —memungkinkan
harmonisasi prinsip HAM, meski tetap ada perbedaan normatif.

3. Ketegangan dapat diminimalkan melalui pendekatan etis,
pendidikan, dan interpretasi kontekstual.

4. Hukum Islam relevan untuk HAM kontemporer jika prinsip
keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan martabat
ditegakkan.
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BAB 22
BIOETIKA, TEKNOLOGI, DAN
TANTANGAN KEMANUSIAAN

A. Regulasi, Hukum Positif, dan Bioetika
Internasional

1. Interaksi Hukum Islam dan Regulasi Modern
Dalam praktik bioetika, hukum Islam tidak berdiri sendiri.
Negara-negara Muslim telah membuat regulasi terkait
teknologi medis, reproduksi berbantu, dan bioteknologi.
Contohnya:

a. Indonesia: UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, Peraturan
Menteri Kesehatan tentang klinik IVF, transplantasi organ.

b. Mesir: Fatwa Dar al-Ifta dan peraturan Kementerian
Kesehatan tentang sel punca.

Figh mutakallimin menekankan keselarasan antara prinsip
syariah dan hukum positif melalui mekanisme tashri‘, sehingga
inovasi medis dapat diatur tanpa melanggar magqasid al-
shari‘ah.

2. Hukum Internasional dan Konvensi Bioetika

a. UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human
Rights (2005) menekankan hak manusia, kesejahteraan
pasien, dan kehati-hatian dalam eksperimen ilmiah.
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b. WHO Guidelines menekankan keselamatan pasien dan etika
penelitian.

Analisis figh:

a. Prinsip syariah seperti la darar wa la dirar dan maslahah
mursalah menjadi dasar untuk menilai regulasi
internasional.

b. Al-Qaradawi menekankan adaptasi hukum Islam terhadap
standar internasional yang tidak bertentangan dengan
prinsip moral Islam (Figh al-Mu‘asir).

. Studi Kasus

a. Penelitian sel punca di Uni Emirat Arab dan Mesir
mengikuti regulasi medis modern sekaligus mengacu pada
fatwa MUI tentang etika embrio.

b. Konflik muncul jika regulasi internasional
memperbolehkan donor genetik pihak ketiga; fuqaha
menegaskan prinsip hifz al-nasl untuk menjaga nasab.

B. Bioetika, Hak Asasi Manusia, dan Keadilan

Sosial

1. Integrasi HAM dan Bioetika

Bioetika tidak hanya persoalan teknologi, tetapi juga hak
pasien dan keadilan sosial. QS. Al-Hujurat [49]:13 menegaskan
kesetaraan manusia; QS. Al-Maidah [5]:32 menekankan
larangan mengambil nyawa yang tidak sah.

a. Hakpasien: informed consent, otonomi tubuh, privasi medis.

b. Distribusi teknologi: vaksin, terapi mahal, transplantasi
organ.
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2.

Pendapat Fugaha Kontemporer

a. Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa distribusi sumber
daya medis harus mengutamakan prinsip keadilan dan
maslahat umum.

b. Muhammad Abu Zahra menegaskan, teknologi yang
merugikan kelompok tertentu melanggar prinsip la darar
wa la dirar.

Studi Kasus

a. Distribusi vaksin COVID-19: negara kaya memperoleh akses
lebih cepat, sementara negara miskin tertinggal.

b. Solusi bioetika Islam: prioritas harus berdasarkan
kebutuhan medis dan risiko, bukan kekayaan.

Dimensi Spiritual dan Psikologis Bioetika
Pengaruh Teknologi terhadap Kesejahteraan Spiritual

a. Penggunaan teknologi medis dapat memengaruhi
keseimbangan spiritual, seperti ketergantungan berlebihan
pada Al atau prosedur medis.

b. QS. Al-Baqarah [2]:195 menekankan keseimbangan antara
usaha manusia dan tawakkul kepada Allah.

. Perlindungan Kesehatan Mental

a. Stres akibat prosedur medis, ketakutan akan manipulasi
gen, atau kecanduan teknologi menuntut perhatian
psikologis.

b. Figh mutakallimin menekankan prinsip hifz al-‘aql sebagai
landasan perlindungan akal dan kesehatan mental.
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3. Pendapat Fugaha

a. Al-Ghazali dalam Thya’ Ulum al-Din menekankan pentingnya
keseimbangan antara dunia dan spiritualitas.

b. Fatwa MUI menekankan pendekatan holistic: medis,
psikologis, dan spiritual harus terintegrasi.

D. Risiko Eksistensial dan Etika Masa Depan
1. Risiko Teknologi Masa Depan

a. Kloning manusia massal, Al otonom di bidang medis,
modifikasi gen untuk “superioritas” menimbulkan risiko
eksistensial.

b. Figh mutakallimin menekankan prinsip kehati-hatian (sadd
al-dzari‘ah) untuk mencegah kemudharatan jangka panjang.

2. Prinsip Figh Mutakallimin

a. Al-Shatibi: tujuan hukum adalah menjaga kemaslahatan
umat dan mencegah bahaya.

b. Al-Qaradawi: inovasi teknologi harus dibatasi oleh prinsip
moral dan maslahat manusia.

3. Studi Kasus

a. Al yang memutuskan hidup-mati pasien: harus ada
intervensi manusia, sesuai prinsip syariah bahwa manusia
adalah khalifah dan bertanggung jawab atas keputusan etis.

b. Modifikasi genetik untuk “superioritas manusia” dilarang
karena melanggar fitrah, hifz al-nasl, dan kesetaraan
manusia (QS. Al-Hujurat [49]:13).
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E. Strategi Implementasi Bioetika dalam
Kebijakan dan Pendidikan
1. Integrasi Bioetika dalam Kurikulum

a. Pendidikan kedokteran, farmasi, dan bioteknologi harus
memasukkan modul bioetika Islami.

b. QS. Al-Mujadilah [58]:11 menekankan pentingnya ilmu dan
konsultasi; hadis: “Menuntut ilmu wajib bagi setiap Muslim.”

2. Pembentukan Lembaga Fatwa dan Etika

a. Lembaga fatwa modern diperlukan untuk menilai inovasi
teknologi, termasuk sel punca, transplantasi, Al, dan
reproduksi berbantu.

b. Prinsip: kolaborasi ulama, ilmuwan, dan praktisi kesehatan.
3. Rekomendasi Kebijakan

a. Standarisasi protokol medis berbasis prinsip syariah dan
magqasid.

b. Pengawasan risiko etis jangka panjang: keselamatan,
keadilan, spiritualitas, dan hak asasi manusia.

F. Kesimpulan

1. Teknologi modern membawa dampak besar pada kesehatan,
reproduksi, kehidupan sosial, dan hak asasi manusia.

2. Bioetika Islam menekankan perlindungan nyawa, akal, harta,
keturunan, dan agama, serta prinsip la darar wa la dirar,
maslahah, dan tawazun.

3. Tantangan kontemporer mencakup etika, sosial, psikologis,
spiritual, regulasi, dan risiko eksistensial.
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4. Figh mutakallimin memberikan kerangka normatif, adaptif,
dan humanis untuk menilai dan mengatur teknologi modern,
termasuk Al, kloning, dan reproduksi berbantu.

5. Implementasi bioetika memerlukan integrasi pendidikan,
lembaga fatwa modern, dan kolaborasi ilmuwan-ulama untuk
menjaga kemaslahatan umat dan martabat manusia.
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BAB 23
OTORITAS FATWA
DI ERA DIGITAL

Perkembangan teknologi digital telah membawa revolusi
informasi yang merambah ke ranah hukum Islam, terutama
otoritas fatwa. Fatwa yang sebelumnya bersifat top-down dan
diterbitkan oleh ulama formal melalui lembaga resmi, kini
tersebar secara instan melalui media sosial, aplikasi mobile, dan
platform global. Transformasi ini menghadirkan peluang besar
memperluas jangkauan fatwa hingga lintas negara tetapi juga
menimbulkan tantangan serius, terutama terkait legitimasi,
kredibilitas, dan fragmentasi otoritas.

Fenomena ini tidak hanya soal akses informasi, tetapi juga
tentang perubahan paradigma sosial dan epistemologi hukum
Islam. Publik kini bisa menilai fatwa berdasarkan viralitas,
popularitas, dan kemudahan pemahaman, bukan semata-mata
kompetensi ulama. Oleh karena itu, analisis tentang transformasi
otoritas, media digital, fragmentasi keilmuan, dan strategi
rekonstruksi fatwa menjadi sangat krusial untuk menjaga
relevansi hukum Islam di era modern.

Bab ini menguraikan enam tema utama, diperluas dengan
narasi mendalam, studi kasus kontemporer, refleksi kritis, dan
perspektif futuristik.
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A. Transformasi Otoritas Keagamaan
1. Evolusi Otoritas Fatwa

Dalam tradisi Islam Kklasik, otoritas fatwa bersumber dari ulama
yang memiliki kompetensi formal, pengakuan sosial, dan
legitimasi institusional. Fatwa diterbitkan melalui proses
deliberatif: studi teks klasik, ijtihad kolektif, dan konsultasi antar-
ulama. Model ini menjamin keabsahan dan konsistensi hukum
I[slam, meskipun prosesnya relatif lambat dan terbatas secara
jangkauan.

Dengan munculnya era digital, terjadi desentralisasi
otoritas. Fatwa kini bisa diterbitkan oleh:

a. Majelis resmi seperti MUI, Dar al-Ifta, atau Islamic Figh
Academy.

b. Ulama independen yang memanfaatkan platform digital.
c. Komunitas online yang membentuk opini hukum kolektif.

Transformasi ini menyebabkan pergeseran legitimasi:
publik tidak lagi menilai fatwa semata dari kredensial ulama,
tetapi juga dari popularitas online, jumlah follower, viralitas, dan
kemudahan pemahaman. Fenomena ini menuntut adaptasi ulama
tradisional agar tetap relevan, misalnya melalui penyediaan
platform digital resmi, ceramah online, dan forum interaktif.

Studi Kasus: Fatwa wvaksin COVID-19 yang awalnya hanya
diterbitkan oleh ulama independen di WhatsApp dan YouTube
ternyata memengaruhi perilaku masyarakat lebih cepat
dibanding fatwa resmi MUI, menandai pergeseran paradigma
legitimasi di era digital.
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2. Dampak Sosial dan Budaya

Transformasi digital tidak hanya soal distribusi informasi, tetapi
juga struktur sosial dan budaya yang menentukan bagaimana
fatwa diterima. Dalam konteks digital:

a. Struktur sosial menjadi lebih horizontal; publik menilai fatwa
berdasarkan kemudahan pemahaman, relevansi isu, dan
kemampuan ulama menjelaskan konteks modern.

b. Budaya digital menekankan interaktivitas: masyarakat dapat
mengajukan pertanyaan, mengomentari, membagikan, atau
menilai konten fatwa.

c. Fragmentasi komunitas: audiens terbagi menurut platform,
bahasa, kepentingan, dan preferensi konten, sehingga
penerimaan fatwa bervariasi secara lokal maupun global.

Refleksi kritis: Perubahan ini menuntut lembaga resmi
memahami perilaku digital publik, menyesuaikan bahasa dan
gaya komunikasi, serta membangun kehadiran online yang
kredibel.

3. Tantangan Legitimasi
Era digital menghadirkan dilema serius terkait legitimasi fatwa:

a. Fatwa populer sering dianggap setara dengan fatwa resmi,
meskipun tidak memiliki dasar keilmuan yang kuat.

b. Publik sering mengutamakan viralitas dibanding kredibilitas
ulama.

c. Literasi digital masyarakat masih rendah, sehingga risiko
misinformasi dan misfatwa meningkat.
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Implikasi strategis: Ulama dan lembaga resmi perlu merumuskan
mekanisme baru untuk menjaga otoritas dan keabsahan fatwa di
era digital, termasuk standardisasi publikasi, sertifikasi
kompetensi ulama digital, dan pengembangan literasi digital bagi
publik.

B. Media Digital dan Produksi Pengetahuan

1. Interaktivitas dan Partisipasi Publik
Media digital memungkinkan interaksi dua arah yang
sebelumnya tidak mungkin:

a. Masyarakat dapat bertanya langsung melalui Q&A live
streaming.

b. Forum diskusi online memungkinkan debat terbuka antara
ulama dan publik.

c. Aplikasi konsultasi agama menyediakan jawaban fatwa
instan berbasis database hukum Islam.

Fenomena ini meningkatkan partisipasi publik dalam produksi
pengetahuan hukum Islam, sekaligus menuntut ulama untuk
responsif terhadap konteks sosial, psikologis, dan budaya
modern.

2. Kolaborasi Global dan Interdisipliner
Era digital memungkinkan kolaborasi ulama lintas negara dan
disiplin ilmu. Fatwa kontemporer seperti fintech syariah atau
vaksinasi COVID-19 memerlukan integrasi:

a. Teks klasik dan prinsip maqasid al-shari‘ah.
b. Data empiris dan analisis ilmiah modern.

c. Pertimbangan sosial-ekonomi dan etika kontemporer.
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Studi Kasus: Fatwa kripto syariah melibatkan ulama dari
Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi, memadukan pemahaman
hukum klasik dengan praktik keuangan modern.

3. Digitalisasi Fatwa dan Magqasid al-Shari‘ah
Fatwa digital kini menekankan tujuan hukum Islam (magqasid),
bukan hanya kepatuhan formal:

a. Hifz al-Nafs (melindungi nyawa): Fatwa vaksinasi COVID-19.

b. Hifz al-Mal (melindungi harta): Fatwa fintech syariah dan
kripto.

c. Hifz al-‘Aql (melindungi akal): Fatwa penggunaan media
sosial dan teknologi digital secara etis.

4. Visualisasi, Multimedia, dan Algoritma
Fatwa kini hadir dalam berbagai format:

a. Infografik, podcast, dan video interaktif memudahkan
pemahaman awam.

b. Algoritma platform sosial menentukan visibilitas konten;
fatwa populer lebih mudah diterima.

Implikasi: Ulama perlu memahami komunikasi digital dan
algoritma distribusi informasi agar fatwa tetap sahih dan
efektif.

C. Fragmentasi Otoritas Keilmuan

1. Pluralitas Fatwa Non-Tradisional
Digitalisasi menimbulkan pluralitas fatwa, termasuk dari
individu tanpa kualifikasi formal. Fenomena ini memperkaya
wacana, tetapi juga berisiko membingungkan masyarakat.
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Contoh: Fatwa penggunaan kripto berbeda antara ulama
independen dan lembaga resmi, menimbulkan ketidakpastian
hukum di kalangan masyarakat awam.

. Konflik Interpretasi

Fragmentasi otoritas menyebabkan perbedaan tajam dalam
interpretasi, terutama pada isu kontemporer:

a. Fatwa vaksin COVID-19, fintech, dan kripto berbeda antara
komunitas digital dan lembaga resmi.

b. Publik memerlukan literasi digital untuk menilai validitas
fatwa.

. Otoritas Relatif

Popularitas online menjadi ukuran legitimasi baru, sementara
otoritas tradisional bisa kehilangan pengaruh jika tidak
menyesuaikan diri. Fenomena ini menuntut strategi
rekonstruksi otoritas, termasuk standarisasi kompetensi dan
literasi digital masyarakat.

D. Rekonstruksi Otoritas Fatwa

1. Integrasi Tradisi dan Digitalisasi

Lembaga resmi perlu memanfaatkan platform digital untuk:
a. Menyebarkan fatwa secara interaktif
b. Mempertahankan legitimasi ilmiah

c. Menjangkau audiens global

2. Standarisasi Kualifikasi Fatwa Digital

a. Sertifikasi ulama digital
b. Akreditasi lembaga penerbit fatwa

c. Kriteria: kompetensi, bukti ilmiah, kesesuaian syar’i
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3. Literasi Digital Keagamaan
a. Publik dilatih menilai kredibilitas fatwa dan sumber ulama
digital
b. Mengurangi risiko disinformasi dan misfatwa
4. Kolaborasi Interdisipliner dan Global

a. Fatwa kontemporer melibatkan bioetika, ekonomi,
kesehatan, dan lingkungan

b. Studi kasus: MUI vaksinasi COVID-19 dan fintech syariah
memadukan legitimasi tradisional, bukti ilmiah, dan
distribusi digital efektif

E. Problem Legitimasi Fatwa Online

Era digital membawa tantangan besar terhadap legitimasi fatwa.
Fatwa yang sebelumnya hanya diterbitkan oleh ulama atau
lembaga resmi kini bisa muncul dari individu, influencer agama,
atau komunitas online. Publik, khususnya generasi muda, sering
menilai fatwa bukan berdasarkan kompetensi ilmiah atau
keabsahan hukum Islam, tetapi dari:

1. Popularitas konten: jumlah likes, shares, dan follower.

2. Kemudahan akses: fatwa yang cepat ditemukan di Google,
YouTube, atau WhatsApp lebih dipercaya.

3. Relevansi isu: fatwa yang membahas isu sehari-hari seperti
vaksinasi, fintech, atau gaya hidup digital lebih diminati.

Dilema utama: Fatwa populer sering dipandang setara dengan
fatwa resmi, meskipun sumbernya tidak memiliki otoritas ilmiah.
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Studi Kasus: Fatwa vaksin COVID-19 awalnya viral melalui
WhatsApp dan YouTube, diterbitkan oleh ulama independen.
Fatwa ini memengaruhi keputusan masyarakat lebih cepat
dibanding fatwa resmi MUI. Akibatnya, sebagian masyarakat
mengalami kebingungan ketika fatwa resmi mengklarifikasi isu
medis tertentu.

Refleksi:
1. Legitimasi fatwa kini relatif dan terfragmentasi.

2. Lembaga resmi harus mengintegrasikan teknologi digital
untuk tetap relevan, misalnya melalui sertifikasi ulama digital,
aplikasi resmi, dan konten multimedia interaktif.

F. Etika dan Tanggung Jawab Ulama Digital

Fatwa online tidak hanya soal hukum, tetapi juga etika komunikasi
digital. Ulama digital memiliki tanggung jawab ganda:

1. Verifikasi informasi: memastikan semua konten fatwa
berdasarkan teks syar’i dan bukti ilmiah.

2. Pertimbangan dampak sosial: memahami konsekuensi
psikologis, sosial, dan ekonomi dari fatwa yang dipublikasikan.

3. Transparansi: mencantumkan rujukan sumber, metode ijtihad,
dan konteks penerapan.

Studi Kasus: Fatwa kripto syariah yang awalnya diterbitkan tanpa
mempertimbangkan volatilitas pasar menyebabkan masyarakat
salah kaprah dan menimbulkan risiko finansial.
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Panduan Etika:
1. Memisahkan opini pribadi dari fatwa resmi.

2. Mengedukasi publik terkait konteks, batasan, dan relevansi
fatwa.

3. Mengikuti pedoman standar internasional untuk publikasi
fatwa digital.

Refleksi: Tanpa etika yang jelas, fatwa digital bisa menjadi
misfatwa, memicu polarisasi, dan menurunkan kepercayaan
masyarakat pada ulama.

G. Fatwa dan Literasi Digital Publik

Era digital menuntut literasi digital keagamaan agar masyarakat
dapat menilai kredibilitas fatwa. Literasi ini meliputi:

1. Kemampuan menilai sumber: memeriksa kredensial ulama
dan lembaga penerbit.

2. Analisis isi fatwa: memeriksa rujukan, relevansi konteks, dan
kesesuaian magqasid al-shari‘ah.

3. Kritik terhadap viralitas: memahami bahwa fatwa populer
tidak selalu sahih.

Strategi:

1. Program literasi digital di sekolah dan pesantren.

2. Panduan online untuk mengevaluasi fatwa digital.

3. Webinar interaktif dengan ulama dan pakar hukum Islam.

Studi Kasus: Penggunaan WhatsApp dan Telegram untuk
menyebarkan fatwa fintech syariah menuntut literasi publik agar
tidak terjebak investasi ilegal atau fatwa non-otoritatif.
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Refleksi: Literasi digital meningkatkan kemandirian berpikir
publik, sekaligus menekan penyebaran misinformasi di era digital.

H. Dampak Globalisasi dan Media Sosial

terhadap Fatwa

Globalisasi informasi telah mengubah citra fatwa dari lokal
menjadi lintas negara. Fatwa yang diterbitkan di satu negara
dapat memengaruhi publik di negara lain.

1.

Fatwa fintech syariah dari Malaysia atau Arab Saudi bisa
memengaruhi praktik hukum Islam di Indonesia.

Media sosial mempercepat penyebaran, memunculkan opini
global, dan mengaburkan batas antara fatwa lokal dan
internasional.

Studi Kasus:

1.

Fatwa vaksin COVID-19 dari ulama Timur Tengah disebarkan
di Indonesia, memicu debat publik tentang kesesuaian konteks
lokal.

Fatwa kripto dan NFT lintas negara menimbulkan pertanyaan
tentang legitimasi otoritas lokal versus global.

Refleksi:

1.

Lembaga fatwa lokal harus adaptif terhadap konteks global,
menyelaraskan fatwa dengan magqasid al-shari‘ah sekaligus
memperhatikan kebutuhan lokal.

Strategi globalisasi fatwa: kolaborasi antar-ulama lintas negara,
publikasi multilingual, dan penyesuaian konteks hukum lokal.
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I.

Peran Artificial Intelligence (Al) dan Big
Data dalam Fatwa Digital

Teknologi Al dan Big Data membuka peluang baru dalam
produksi dan distribusi fatwa:

1.

Analisis isu kontemporer: Al dapat memprediksi isu hukum
Islam yang relevan berdasarkan tren global.

. Distribusi cerdas: algoritma Big Data menyesuaikan fatwa

dengan kebutuhan audiens.

Simulasi hukum: Al dapat menguji dampak fatwa terhadap
masyarakat dan ekonomi.

Studi Kasus:

1.

Simulasi fatwa fintech syariah menggunakan data transaksi
digital untuk mengidentifikasi risiko hukum dan pola perilaku
masyarakat.

Prediksi isu fatwa kesehatan masyarakat berbasis data
epidemiologi, misalnya vaksinasi dan pandemi.

Risiko:

1.

Bias algoritma bisa menghasilkan rekomendasi fatwa yang
tidak adil.

Fatwa otomatis tanpa supervisi ulama berpotensi melanggar
prinsip syar’i.

Refleksi:

1.

Al harus menjadi alat bantu ulama, bukan pengganti ijtihad
manusia.

Integrasi teknologi dan otoritas ilmiah tradisional menjadi
kunci untuk fatwa digital yang sahih, relevan, dan adaptif.
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BAGIAN V:
REKONSTRUKSI DAN ARAH
MASA DEPAN
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BAB 24
KRITIK INTERNAL TERHADAP
FIQH MUTAKALLIMIN

Fiqgh mutakallimin merupakan salah satu tradisi intelektual dalam
hukum Islam yang menekankan integrasi antara teologi (kalam)
dan hukum (figh). Tradisi ini berkembang sejak masa Kklasik
hingga modern, menghasilkan pendekatan yang sistematis dalam
merumuskan hukum Islam, terutama melalui argumentasi
rasional dan analisis logis terhadap nash (teks) dan prinsip-
prinsip akal. Meskipun memiliki kontribusi signifikan dalam
membangun ketelitian metodologis dan konsistensi doktrinal,
figh mutakallimin tidak lepas dari sejumlah keterbatasan internal
yang harus dikritisi dan direkonstruksi agar tetap relevan dengan
kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer.

Kritik internal terhadap figh mutakallimin dapat dipetakan
dalam empat dimensi utama: keterbatasan metodologis, risiko
eksklusivisme intelektual, tantangan keberlanjutan epistemologis,
dan evaluasi kritis terhadap tradisi itu sendiri.

A. Keterbatasan Metodologis Internal

Keterbatasan metodologis figh mutakallimin terletak pada
dominasi pola berpikir normatif-teoretis dan keterbatasan
adaptasi terhadap konteks sosial. Tradisi ini menekankan
keabsahan logika dan konsistensi teologi dalam membangun
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hukum, tetapi sering mengabaikan realitas empiris masyarakat.
Beberapa poin kritis:

1. Dominasi Argumentasi Rasional-akal

Mutakallimin menempatkan akal sebagai instrumen utama
dalam memahami hukum, termasuk dalam menyelesaikan
kontradiksi nash. Pendekatan ini menghasilkan sistem hukum
yang logis dan konsisten, namun sering bersifat abstrak.
Misalnya, dalam permasalahan baru seperti bioetika atau
teknologi medis mutakhir, penekanan pada giyas dan dalil
tekstual tanpa mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat
dapat menghasilkan keputusan yang kurang aplikatif.

2. Rigiditas [jtihad

Pendekatan mutakallimin yang menekankan Kketepatan
argumentasi logis menyebabkan ijtihad cenderung kaku. Kasus
kontemporer seperti hak digital, perlindungan data, atau isu
hak minoritas dalam masyarakat multikultural membutuhkan
fleksibilitas metodologis yang tidak selalu tersedia dalam
kerangka mutakallimin Kklasik. Akibatnya, hukum yang
dihasilkan kadang terasa formalistik dan sulit diterapkan
dalam praktik.

3. Kurangnya Integrasi Empiris

Salah satu kelemahan signifikan adalah minimnya penggunaan
data empiris atau kajian sosial dalam formulasi hukum.
Misalnya, ketika membahas zakat, figh mutakallimin
cenderung fokus pada teks dan teori distribusi harta, tetapi
jarang mempertimbangkan dinamika ekonomi modern, pola
kemiskinan, atau perilaku masyarakat yang berubah. Tanpa
integrasi empiris, hukum yang dihasilkan bisa kurang relevan
atau bahkan tidak efektif dalam praktik.
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Rekonstruksi metodologis membutuhkan kombinasi antara
pendekatan klasik dan interdisipliner. Pendekatan baru harus
mengakomodasi studi empiris, ilmu sosial, sains, dan konteks

lokal masyarakat Muslim agar hukum tetap hidup dan kontekstual.

Misalnya, studi kasus dalam ekonomi Islam modern dapat
menjadi basis pembaruan figih muamalah.

B. Risiko Eksklusivisme Intelektual

Kritik kedua adalah potensi eksklusivisme intelektual yang
muncul dari karakteristik tradisi mutakallimin:

1. Elitisme Akademik

Diskursus figh mutakallimin cenderung terbatas pada
kalangan sarjana atau akademisi tertentu. Publik awam sulit
mengakses argumentasi hukum yang kompleks dan teologis.
Misalnya, buku-buku mutakallimin klasik menggunakan
terminologi logika dan bahasa Arab klasik yang menuntut
kemampuan khusus untuk memahaminya. Akibatnya,
sebagian besar masyarakat tidak dapat memanfaatkan hukum
secara langsung, menciptakan kesenjangan antara hukum dan
praktik sosial.

2. Penekanan pada “Kebenaran Tunggal”

Mutakallimin sering menegaskan satu interpretasi teologis-
hukum sebagai final. Perspektif lain yang berbeda dapat
dianggap kurang valid atau bahkan sesat. Sikap ini menutup
ruang dialog intra-Islam maupun antaragama. Di masyarakat
modern yang plural, penekanan pada satu “kebenaran mutlak”
dapat menimbulkan konflik sosial atau hambatan adaptasi
hukum terhadap kebutuhan masyarakat.
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3.

Isolasi dari Praktik Sosial

Akibat eksklusivisme, hukum yang dibangun menjadi bersifat
spekulatif. Misalnya, fatwa atau qaniin yang dirumuskan
secara mutakallimin mungkin secara teori benar, tetapi sulit
diterapkan di masyarakat urban modern yang menghadapi
realitas ekonomi, digital, atau sosial yang kompleks.

Rekonstruksi menuntut figh mutakallimin lebih inklusif:

membuka dialog lintas madzhab, disiplin ilmu, dan bahkan
budaya. Aksesibilitas intelektual harus ditingkatkan melalui
pendidikan publik, terjemahan, dan forum diskusi, sehingga
hukum menjadi relevan dan dapat dipahami masyarakat luas.

C. Tantangan Keberlanjutan Epistemologis

Keberlanjutan epistemologis figh mutakallimin menghadapi
tekanan dari dinamika ilmu modern dan perubahan sosial.
Beberapa tantangan utama:

1.

Fragmentasi [Imu

Mutakallimin klasik menggabungkan teologi dan hukum dalam
satu kesatuan epistemik. Namun, ilmu modern terfragmentasi
menjadi disiplin-disiplin tersendiri, seperti ekonomi,
kesehatan, hukum digital, dan psikologi. Hal ini menuntut
penyesuaian metodologi agar figih tetap relevan dan konsisten
dengan prinsip ilmiah modern.

. Adaptasi terhadap Persoalan Kontemporer

Isu kontemporer seperti bioetika, vaksinasi, hak digital, gender,
dan pluralitas sosial membutuhkan metodologi fleksibel yang
mampu menjembatani nash dan realitas sosial. Tanpa adaptasi,
mutakallimin berisiko menjadi dogmatik dan tidak responsif
terhadap kebutuhan umat.



Figh Mutakallimin: Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Kontemporer

3. Transmisi Pengetahuan
Banyak naskah Kklasik mutakallimin sulit diakses, jarang
terdigitalisasi, dan kurang diajarkan secara sistematis di
pendidikan formal. Kurangnya transmisi ini menghambat
kesinambungan pengetahuan dan pemikiran hukum untuk
generasi baru.

Solusi rekonstruktif termasuk revitalisasi kurikulum
pendidikan figh mutakallimin, digitalisasi manuskrip, serta
pembentukan forum ilmiah lintas disiplin untuk mendiskusikan
masalah hukum kontemporer. Pendekatan ini memperkuat
relevansi epistemologis sekaligus menjaga kesinambungan tradisi
intelektual.

D. Evaluasi Kritis Tradisi Mutakallimin

Evaluasi kritis terhadap figh mutakallimin harus bersifat
seimbang: menghargai kontribusi tradisi sekaligus
mengidentifikasi kelemahan sistemik:

1. Kontribusi Positif

a. Sistematis dan logis, menekankan konsistensi argumentasi
hukum.

b. Integrasi antara teologi dan hukum menghasilkan fondasi
epistemologis yang kokoh.

c. Menjadi dasar pengembangan fiqih klasik dan pemikiran
hukum kontemporer.

2. Kekurangan
a. Kurang fleksibel terhadap konteks kontemporer.
b. Cenderung eksklusif dan elitistik.

c. Minim integrasi dengan ilmu sosial dan data empiris.
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Arah rekonstruksi masa depan:

1.

Mengadopsi pendekatan inklusif berbasis maqasid al-shari‘ah,
prinsip kemanusiaan universal, dan realitas sosial
kontemporer.

Menekankan relevansi hukum dalam kehidupan masyarakat,
bukan hanya konsistensi logika atau teologi.

Mendorong dialog lintas disiplin, lintas madzhab, dan lintas
budaya untuk memastikan hukum tetap hidup dan adaptif.

Dengan demikian, figh mutakallimin memiliki potensi untuk

berevolusi dari tradisi hukum yang normatif-teoretis menjadi
epistemologi hukum yang kontekstual, inklusif, dan responsif
terhadap tantangan zaman modern.
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BAB 25
KRITIK EKSTERNAL DAN
TANTANGAN GLOBAL

Figh mutakallimin, sebagai tradisi intelektual yang menekankan
integrasi antara teologi dan hukum, tidak hanya menghadapi
kritik internal dari metodologi dan praktiknya sendiri, tetapi juga
tekanan dan tantangan eksternal yang bersumber dari
modernitas, globalisasi, filsafat kontemporer, serta interaksi
lintas peradaban. Kritik eksternal ini bersifat multidimensi:
filosofis, sosial, budaya, dan hukum. Memahami kritik eksternal
bukan semata untuk evaluasi akademik, tetapi untuk menegaskan
relevansi dan daya adaptasi figih dalam menghadapi dunia yang
semakin kompleks, plural, dan terhubung secara global.

Kritik eksternal terhadap figh mutakallimin dapat dianalisis
dalam empat dimensi utama: tantangan modernisme dan
postmodernisme, kritik dari filsafat kontemporer, dialog lintas
peradaban, dan implikasi global bagi hukum Islam. Setiap dimensi
menunjukkan bagaimana tradisi hukum Islam klasik perlu
dikontekstualisasikan ulang agar mampu menghadapi perubahan
zaman tanpa kehilangan identitas epistemologisnya.
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A. Tantangan Modernisme dan
Postmodernisme

Modernisme dan postmodernisme menghadirkan dua jenis
tekanan yang berbeda, namun saling berkaitan, terhadap tradisi
figh mutakallimin:

1. Modernisme

Modernisme muncul pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20
sebagai respon terhadap revolusi ilmu pengetahuan,
industrialisasi, dan penyebaran ide universalitas hukum dan
hak asasi manusia. Modernisme menekankan rasionalitas,
pragmatisme, dan hukum sebagai instrumen untuk
menyelesaikan masalah sosial. Dalam konteks ini, figh
mutakallimin sering dianggap terlalu teologis, normatif, dan
tidak fleksibel.

Contoh konkret: Dalam isu hak perempuan dan demokratisasi
hukum, prinsip-prinsip hukum yang terlalu kaku dan
formalistik dalam figh mutakallimin kadang bertabrakan
dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti partisipasi
politik perempuan atau hak kesetaraan di bidang pendidikan
dan ekonomi.

2. Postmodernisme
Postmodernisme, berkembang sejak pertengahan abad ke-20,
menekankan  pluralitas, relativitas kebenaran, dan
dekonstruksi teks. Pendekatan ini menantang otoritas nash
dan konsistensi logika mutakallimin, menekankan bahwa
hukum harus responsif terhadap konteks lokal, budaya, dan
pengalaman individu.
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Sebagai ilustrasi, di masyarakat urban global yang plural,
pendekatan hukum klasik yang bersifat monolitik mungkin
gagal memahami kompleksitas budaya, gaya hidup, dan
praktik sosial masyarakat Muslim modern. Postmodernisme
menekankan interpretasi hukum yang fleksibel, kontekstual,
dan sensitif terhadap perbedaan.

Implikasi: Figh mutakallimin perlu menyeimbangkan antara
prinsip normatif dan fleksibilitas kontekstual. Modernisme
menuntut penyesuaian hukum dengan kebutuhan rasional dan
universal, sementara postmodernisme menuntut adaptasi hukum
terhadap keragaman dan kompleksitas realitas sosial.
Rekonstruksi figh mutakallimin harus mampu mengintegrasikan
kedua tuntutan ini agar hukum tetap relevan dan adaptif.

B. Kritik dari Filsafat Kontemporer

Filsafat kontemporer menghadirkan kritik yang lebih mendasar,
terutama terkait epistemologi, etika, dan teori sosial, yang
berimplikasi langsung terhadap validitas dan relevansi hukum
[slam:

1. Epistemologi Kritis

Filsafat kontemporer mempertanyakan asumsi kebenaran
absolut dan otoritas teks. Hal ini menjadi tantangan bagi
mutakallimin, yang menekankan konsistensi logika dan
validitas nash sebagai fondasi hukum. Kritik epistemologis ini
menuntut mutakallimin untuk memperjelas dasar-dasar
pengetahuan hukum mereka, bukan hanya bersandar pada
teks dan akal, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman
empiris, praktik sosial, dan konteks historis.
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2. Etika Global

Etika kontemporer menekankan kesetaraan, keadilan sosial,
dan perlindungan hak individu, termasuk hak perempuan,
anak, dan minoritas. Figh mutakallimin klasik, yang
menekankan prinsip normatif dan kepatuhan pada teks, harus
menyesuaikan interpretasinya agar hukum Islam tetap relevan
dalam masyarakat global yang menuntut hak dan keadilan
yang lebih wuniversal. Contoh: Dalam isu waris dan
kepemimpinan, adaptasi hukum diperlukan agar selaras
dengan prinsip keadilan yang diakui secara internasional,
tanpa mengorbankan prinsip syariah dasar.

3. Teori Sosial Modern
Filsafat kontemporer menekankan pentingnya hukum yang
selaras dengan dinamika masyarakat, termasuk pluralitas
agama, budaya, dan ekonomi global. Contohnya, perdagangan
internasional dan bisnis digital membutuhkan standar hukum
yang responsif, yang dapat diterima lintas budaya, dan tetap
mempertahankan prinsip figih.

Strategi rekonstruksi: Integrasi filsafat kontemporer ke dalam
figh mutakallimin memungkinkan hukum Islam berkembang
menjadi sistem hukum yang adaptif, kontekstual, dan relevan
dengan tuntutan zaman global, sekaligus mempertahankan
identitas epistemologisnya.

C. Dialog Lintas Peradaban

Tantangan global menuntut figh mutakallimin  untuk
berpartisipasi aktif dalam dialog lintas peradaban. Beberapa
aspek penting:
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1. Pertukaran Intelektual
Dialog dengan tradisi hukum lain, seperti common law, civil
law, atau hukum adat, membuka peluang untuk belajar
metodologi baru, fleksibilitas interpretasi, dan solusi inovatif.
Misalnya, dalam penyelesaian sengketa bisnis global, prinsip-
prinsip kontrak Islam dapat dikomparasikan dengan standar
internasional untuk menemukan solusi yang etis dan praktis.

2. Interaksi Budaya dan Etika
Globalisasi menempatkan hukum Islam dalam konteks
multikultural dan multireligius. Kasus bioetika, isu lingkungan,
dan hak konsumen menuntut harmonisasi prinsip figih dengan
etika internasional, sehingga hukum Islam dapat memberikan
solusi yang diterima lintas budaya tanpa kehilangan landasan
syariah.

3. Dialog Antaragama
Terbukanya dialog antaragama dan lintas budaya mengurangi
stereotip, meningkatkan pemahaman, dan mendorong figih
menjadi instrumen etika universal. Misalnya, dalam masalah
lingkungan atau hak asasi manusia, prinsip fiqih dapat
menawarkan perspektif tambahan yang etis, sejalan dengan
prinsip global.

Dialog lintas peradaban menekankan bahwa figh
mutakallimin bukan sekadar warisan internal umat Islam, tetapi
berpotensi menjadi sumber inspirasi hukum dan etika bagi
percaturan global.
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D. Implikasi Global bagi Hukum Islam

Kritik eksternal dan tantangan global menimbulkan beberapa
implikasi strategis bagi figh mutakallimin:

1.

Relevansi Hukum Islam

Hukum Islam harus adaptif terhadap tantangan global,
termasuk hak asasi manusia, ekonomi digital, bioetika,
perubahan iklim, dan isu sosial lainnya. Rekonstruksi berbasis
magqasid al-shari‘ah menjadi krusial agar hukum tetap hidup,
adaptif, dan bermakna bagi masyarakat global.

Integrasi dengan Sistem Global

Mutakallimin perlu membangun kapasitas hukum Islam untuk
berinteraksi dengan standar hukum internasional. Contohnya,
hukum bisnis Islam harus kompatibel dengan hukum
perdagangan internasional, etika medis, dan perlindungan
konsumen global.

Penguatan Posisi Epistemologis

Dengan menanggapi kritik eksternal, figh mutakallimin dapat
memperkuat dasar epistemologisnya. Hukum Islam yang
responsif menunjukkan bahwa tradisi klasik mampu
menghadapi modernitas dan globalisasi tanpa kehilangan
identitas.

Kontribusi pada Tata Hukum Global

Hukum Islam dapat menjadi sumber alternatif etika dan
hukum global, menawarkan perspektif moral dan praktis
dalam menyelesaikan konflik hukum, etika, dan sosial lintas
negara dan budaya. Misalnya, prinsip maslahah dan sadd al-
dzari’ah bisa menjadi model dalam penetapan kebijakan publik
yang etis.
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Tabel 25. 1 Kritik Eksternal dan Tantangan Global - Rekomendasi Rekonstruksi —

Implikasi Global
As;.n_ek Keterangan/ Rekomendasi Implikasi .
Kritik Tantangan Rekonstruksi Global bagi
Eksternal Hukum Islam
eModernisme
menekankan
rasionalitas,
pragmatisme,
dan . eMenyeimbangkan |eHukum Islam
universalitas prinsip normatif | menjadi
hukum. dan fleksibilitas | adaptif
ePost- kontekstual. terhadap
Tantangan | modernisme  |qMenyesuaikan perubahan
Modernisme | menekankan interpretasi sosial, budayz.a,
dan Post- pluralitas, hukum agar dan teknologi.
modernisme | relativitas, dan relevan dengan  |eMempertahan-
dekonstruksi kebutuhan kan integritas
teks. masyarakat teologis sambil
eTradisi modern dan tetap
mutakallimin plural. responsif.
dianggap
teologis,
normatif, dan
kaku.
ePertanyaan eMengintegrasikan eHukum Islam
epistemologis epistemologi R
o . | tentang kontemporer ke menjadi lebih
Kritik dari . kontekstual
. otoritas teks dalam figh .
Filsafat - dan responsif.
Kontempo- dan kebenaran | mutakallimin.
absolut. . eMemperkuat
rer eMenyesuaikan relevansi
eEtika global hukum dengan hukum dalam
menuntut prinsip keadilan,
kesetaraan, hak individu, masyarakat

203



204

Figh Mutakallimin: Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Kontemporer

ASP‘?R Keterangan/ Rekomendasi Implikasi .
Kritik Tantangan Rekonstruksi Global bagi
Eksternal Hukum Islam
keadilan sosial, | dan kebutuhan global dan
hak masyarakat multikultural.
perempuan modern.
dan minoritas. «Mengadopsi
eTeori sosial perspektif
menekankan empiris dan
dinamika interdisipliner.
masyarakat,
pluralitas, dan
globalisasi.
eTantangan eMembuka ruang '
multikultural, dialog lintas *Figh o
interaksi hukum dan mutcllka.lllmm
antaragama, budaya. men]adl
. dan etika eBelajar dari g;islgugrﬁi,nal
E;:::f global. trgdisi hukum o Memberik
Peradaban |*Perlu !aln un.tuk solusi . entl _;‘rl an
harmonisasi inovatif. ontribust
prinsip figih d hukum Islam
dengan 'l(\i/[_efl orqn% yang inklusif
standar 1alog etis dan dan relevan
) . hukum lintas budaya.
internasional. antarperadaban.
eTantangan eMemperkuat eHukum Islam
globalisasi, hak | kapasitas hukum | relevan dan
Implikasi asasi, ekonomi | Islam untuk adaptif di level
Global bagi | digital, berinteraksi global.
Hukum bioetika, dan dengan hukum Lo
Islam isu lingkungan. | internasional. *Menjadi
sumber
eRisiko hukum |eMenekankan alternatif etika
Islam dianggap | prinsip maqgdsid | dan hukum
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ASP‘?R Keterangan/ Rekomendasi Implikasi .
Kritik Tantangan Rekonstruksi Global bagi
Eksternal Hukum Islam
ketinggalan al-shari‘ah, bagi
zaman jika maslahah, dan masyarakat
tidak adaptif. etika universal. internasional.
eAdaptasi hukum |eMemperkuat
Islam dengan posisi
praktik global epistemologis
tanpa dan daya tarik
kehilangan hukum Islam
identitas. dalam

percaturan
global.

Tantangan eksternal dari modernisme, postmodernisme,
filsafat kontemporer, dan dialog global
mutakallimin untuk berevolusi. Tradisi ini perlu memperluas
cakupan epistemologis, membuka ruang dialog lintas peradaban,
menyesuaikan prinsip hukum dengan realitas sosial global, serta
tetap berpegang pada nilai-nilai dasar Islam. Dengan pendekatan
ini, figh mutakallimin tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi

juga berpotensi menjadi sumber hukum dan etika yang inspiratif

bagi dunia internasional.

memaksa figh
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BAB 26
REKONSTRUKSI
EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM

Hukum Islam (figh) bukan sekadar kumpulan norma normatif,
tetapi juga produk dari proses epistemologis yang kompleks, di
mana teks suci, akal, pengalaman sosial, dan prinsip etika saling
berinteraksi untuk menghasilkan hukum yang relevan bagi umat.
Tradisi mutakallimin menekankan keterpaduan teologis,
konsistensi logika, dan validitas argumen, tetapi konteks global
kontemporer modernitas, kompleksitas sosial, teknologi, dan
pluralitas budaya menuntut rekonstruksi epistemologi hukum
Islam agar tetap hidup, adaptif, dan aplikatif.

Rekonstruksi epistemologi hukum Islam bertujuan
menciptakan model hukum yang responsif, kontekstual, fleksibel,
dan berkelanjutan, mengintegrasikan tradisi klasik dengan
inovasi metodologis, serta menjembatani kebutuhan lokal dan
tuntutan global.

A. Kerangka Rekonstruksi Epistemologis

Kerangka rekonstruksi epistemologis merupakan landasan untuk
memahami bagaimana hukum Islam dapat dikontekstualisasikan
dan diadaptasi tanpa kehilangan identitasnya. Kerangka ini terdiri
dari beberapa dimensi:
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1. Prinsip Dasar Epistemologi Hukum Islam

a.

Sumber hukum utama: Al-Qur’an, Sunnah, Ijma‘, dan Qiyas
tetap menjadi fondasi. Namun, penafsiran terhadap sumber
ini  harus mempertimbangkan konteks sosial dan
perkembangan zaman agar hukum tetap aplikatif.

Akal dan nalar: Jjtihad dan penggunaan rasionalitas menjadi
instrumen penting dalam memahami relevansi hukum,
menyeimbangkan teks klasik dengan kebutuhan
masyarakat modern.

Konteks historis dan sosial: Rekonstruksi hukum menuntut
analisis historis dan sosiologis, sehingga keputusan hukum
tidak hanya berlaku normatif tetapi juga realistis dan
relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.

2. Prinsip Rekonstruksi

a.

Kontekstualisasi hukum: Memahami teks hukum dalam
kerangka sosial, ekonomi, dan budaya kontemporer.
Misalnya, prinsip waris, hukum keluarga, atau muamalah
harus disesuaikan dengan struktur masyarakat modern,
urban, dan global.

Interdisipliner: Integrasi ilmu sosial, filsafat, ekonomi,
kedokteran, dan sains menjadi bagian dari proses ijtihad
untuk menghasilkan hukum yang aplikatif.

Konsistensi normatif: Walaupun ada fleksibilitas,
rekonstruksi harus menjaga keselarasan dengan prinsip
hukum klasik, sehingga tidak menimbulkan kontradiksi
internal.
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3. Tahapan Rekonstruksi

a. Analisis kritis tradisi: Meninjau kembali metodologi,
argumentasi, dan hasil hukum mutakallimin.

b. Identifikasi isu kontemporer: Menentukan permasalahan
baru yang belum dibahas tradisi klasik, seperti bioetika, hak
digital, ekonomi digital, dan lingkungan.

¢. Formulasi hukum kontekstual: Menghasilkan hukum yang
responsif, aplikatif, dan berbasis magqasid al-shari‘ah.

Kerangka ini menegaskan bahwa hukum Islam bukan
dokumen statis, melainkan sistem dinamis yang harus mampu
beradaptasi dengan zaman.

B. Integrasi Tradisi dan Pembaruan

Rekonstruksi epistemologi hukum Islam menuntut keseimbangan
antara penghargaan terhadap tradisi dan inovasi metodologis:

1. Penghargaan terhadap Tradisi

a. Tradisi mutakallimin memberikan fondasi metodologis dan
logis yang kaya.

b. Pengetahuan klasik memberikan legitimasi epistemologis
dan konsistensi normatif yang menjadi identitas hukum
[slam.

2. Pembaruan Metodologis

a. Metode interdisipliner memungkinkan hukum Islam

merespons isu kontemporer dengan cara ilmiah dan praktis.

b. Data empiris, statistik, dan penelitian sosial dapat menjadi
dasar ijtihad modern.
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3. Contoh Integrasi Tradisi dan Pembaruan

a. Bioetika: Menggabungkan prinsip maqasid al-shari‘ah
dengan penelitian medis dan etika global, seperti
penggunaan vaksin atau transplantasi organ.

b. Ekonomi digital: Mengkombinasikan prinsip figh muamalah
klasik dengan regulasi fintech dan e-commerce untuk
menghasilkan hukum yang responsif dan sah secara syariah.

c. Hakasasi manusia dan gender: Menyesuaikan hukum waris,
kepemimpinan, dan keluarga dengan prinsip keadilan dan
kesetaraan, tanpa menghilangkan landasan syariah.

Integrasi ini menegaskan bahwa tradisi dan pembaruan
bukan oposisi, tetapi saling melengkapi untuk menghasilkan
hukum Islam yang aplikatif dan kontekstual.

C. Model Epistemologi Hukum Islam
Kontemporer

Model epistemologi kontemporer menekankan multisumber,

multi-dimensi, dan adaptif:

1. Multisumber dan Multi-dimensi

a. Hukum bersumber dari nash klasik, akal, pengalaman
empiris, dan konteks sosial.

b. Pendekatan multidimensi memungkinkan hukum responsif
terhadap realitas lokal dan global, serta menyelesaikan
masalah kontemporer seperti bioetika, hak digital, dan
ekonomi global.
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2. Ijtihad Adaptif

a. Mengutamakan prinsip maqadsid al-shari‘ah, maslahat, dan
keseimbangan kepentingan individu-masyarakat.

b. Analisis risiko dan dampak sosial menjadi bagian dari
formulasi hukum modern.

3. Integrasi Tradisi dan Inovasi

a. Mengakui otoritas teks klasik, namun tetap terbuka pada
interpretasi baru yang sesuai konteks.

b. Contohnya: pengaturan kontrak digital, hukum lingkungan,
dan regulasi medis berbasis syariah yang tetap sesuai
prinsip klasik.

4. Karakteristik Model Kontemporer

a. Fleksibel: Menyesuaikan hukum dengan perubahan sosial
dan teknologi.

b. Integratif: Menggabungkan prinsip klasik dengan data dan
metode modern.

c. Global-relevan: Dapat diaplikasikan di masyarakat plural
dan multikultural.

Model ini membentuk fondasi epistemologis hukum Islam
yang adaptif, aplikatif, dan relevan global.

D. Arah Pengembangan Keilmuan Hukum
Islam

Rekonstruksi epistemologi membuka arah pengembangan
keilmuan hukum Islam di masa depan:
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1. Riset Interdisipliner dan Kolaboratif

a. Mengintegrasikan ahli hukum Islam, filsafat, ilmu sosial,
sains, dan teknologi untuk menghasilkan evidence-based

figh.

b. Contoh: kolaborasi antara ahli figh, etika medis, dan
ekonomi untuk regulasi vaksin atau industri halal.

2. Digitalisasi dan Literasi Publik

a. Naskah klasik dan hasil ijtihad terdigitalisasi agar lebih
mudah diakses akademisi dan masyarakat.

b. Meningkatkan literasi hukum Islam melalui platform digital
untuk membangun hukum partisipatif.

3. Dialog Global dan Lintas Budaya

a. Hukum Islam dapat berinteraksi dengan hukum
internasional dan praktik multikultural.

b. Memberikan kontribusi etika global, misalnya dalam
masalah hak asasi, bioetika, dan lingkungan.

4. Penguatan Kapasitas Epistemologis

a. Mencetak generasi ulama dan cendekiawan hukum yang
mampu merumuskan hukum kontemporer berbasis syariah.

b. Menjadikan hukum Islam berkelanjutan, adaptif, dan
inspiratif, tanpa kehilangan identitasnya.

Kesimpulan Bab 26:

Rekonstruksi  epistemologi hukum Islam menekankan
keseimbangan antara tradisi dan inovasi, fleksibilitas dan
konsistensi, serta lokalitas dan relevansi global. Model
kontemporer yang adaptif dan integratif memungkinkan hukum
Islam tetap hidup, aplikatif, dan inspiratif di era modern dan
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global, sambil memperkuat posisi epistemologisnya di percaturan

akademik dan hukum internasional.

Tabel 26. 1 Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam

Aspek Keterangan/ Rekomendasi/ Manfaat/
p Fokus Strategi Implikasi
o Prinsip dasar
hukum Islam: |eAnalisis kritis
Al-Qur’an, tradisi eHukum .
Kerangka Sunnah, ljma’, e responsif dan
Rekonstruk-| Qiyds eldentifikasi isu relevan
si kontemporer _
Epist ! e Akal, nalar, ) eMenjaga
pistemolo- ijtihad eFormulasi hukum integritas
eKonteks berbasis maqasid | pormatif
historis dan al-shari‘ah
sosial
eMetode eMenjembatani
eMenghargai interdisipliner hukum klasik
metodologi dengan
Integrasi mutakallimin OPeng_g}maan d?t.a kebutuhan
Tradisi dan | Klasik errllpll/'lskpenell-tlan kontemporer
sains/ekonomi
Pembaruan |, 1y4qjsj sebagai . _ eMeningkatkan
fondasi OIrllteg.r351 pada ISU 1 relevansi dan
epistemologis | bioetika, ekonomi | aplikasi
digital, hak gender | hyukum Islam
Model eMultisumber: 'FlekSib?I' eHukum Islam
Epistemolo- | teks, akal, integratif, global- adaptif
gi Hukum empiris, relevan aplikatif, dan
Islam konteks sosial |4 Apalisis risiko responsif
Kontempo- |/ Jjtihad adaptif | sosial dan dampak | terhadap
rer berbasis hukum dinamika
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Aspek Keterangan/ Rekomendasi/ Manfaat/
P Fokus Strategi Implikasi
maslahat dan global dan
magqasid lokal
e[ntegrasi eDapat
tradisi dan diaplikasikan
inovasi dalam sains,
teknologi,
kesehatan,
ekonomi
eRiset
;nteflls 1Ellner. : eEvidence-based eKeilmuan
Arah an kolaboratl figh hukum Islam
ra ba- |*Digitalisasi . . berkelanju-
Pengemba- naskah Klasik oL%te-:ram hukum tan, adaptif,
ﬁg?ln dan hasil digital dan inspiratif
eilmuan o
Hukum jtihad ePenguatan Meningkatkan
Islam eDialog lintas kapasitas ulama relevansi
budaya dan dan cendekiawan | sosial, global,
hukum hukum dan akademik
internasional
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BAB 27
MENU]JU FIQH REFLEKTIF DAN
KONTEKSTUAL

Figih, dalam tradisi klasik, sering dipahami sebagai himpunan
norma normatif yang bersumber dari teks-teks suci dan ijtihad
ulama terdahulu. Pendekatan ini menekankan kepatuhan
terhadap aturan dan kesinambungan metodologis yang konsisten.
Namun, era modern menuntut pemikiran yang lebih adaptif dan
reflektif. Figih tidak lagi cukup dipahami sebagai sekadar hukum
statis, tetapi harus menjadi praksis reflektif yang mampu
menanggapi dinamika sosial, budaya, politik, ekonomi, dan
teknologi yang terus berubah.

Figih reflektif dan kontekstual menekankan kesadaran
kritis para ulama dan cendekiawan hukum Islam terhadap
implikasi sosial, relevansi praktis hukum, dan tanggung jawab
moral intelektual. Masyarakat modern menghadapi tantangan
yang tidak tersedia jawabannya dalam teks klasik, seperti
globalisasi, teknologi digital, bioetika, hak minoritas, dan isu-isu
sosial-ekonomi kontemporer. Oleh karena itu, figih reflektif
menjadi sarana untuk menjembatani tradisi klasik dengan
kebutuhan kontemporer secara sistematis dan etis.
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A. Fiqih sebagai Praksis Reflektif

Figih reflektif menekankan peran hukum Islam sebagai alat
intelektual dan moral, bukan sekadar pedoman ritual.

1.

Kesadaran kritis: Figih diterapkan dengan mempertimbang-
kan dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan politik. Ulama dan
praktisi hukum Islam dituntut menimbang implikasi nyata dari
keputusan hukum, misalnya hukum waris atau keluarga yang
diterapkan secara literal tanpa memperhatikan perubahan
struktur keluarga modern dapat menimbulkan ketidakadilan
atau konflik sosial.

Dialog antara teks dan realitas: Teks klasik ditafsirkan dalam
konteks sosial kontemporer. Contohnya, hukum perkawinan
anak yang berdasarkan teks klasik harus disesuaikan dengan
pertimbangan kesehatan reproduksi, pendidikan, dan
kesejahteraan anak.

Iljtihad berkelanjutan: Proses ijtihad tidak berhenti pada satu
generasi; ia merupakan praktik reflektif yang terus
menyesuaikan hukum dengan realitas baru. Contoh:
Pengaturan bioetika modern penggunaan vaksin, teknologi
reproduksi, dan transplantasi organ dilakukan dengan
mempertimbangkan maslahat, risiko, dan kepentingan umum.

Figih reflektif menggeser paradigma dari hukum sebagai

aturan tetap menjadi proses deliberatif yang kritis, menjembatani
teks klasik dan kondisi masyarakat modern.
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B. Kontekstualisasi Hukum dalam Kehidupan

Modern

Kontekstualisasi menekankan adaptasi figih terhadap realitas
sosial modern, teknologi, dan pluralitas masyarakat.

1.

Fleksibilitas dalam implementasi hukum: Hukum Islam
menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, termasuk
urbanisasi, digitalisasi, globalisasi, dan diversitas budaya.
Contoh: Kontrak bisnis digital atau fintech harus sah menurut
syariah meski bentuk transaksi berbeda dari tradisi klasik.

Pertimbangan realitas sosial dan budaya: Penerapan hukum
harus sensitif terhadap nilai budaya lokal, kepentingan sosial,
dan keberagaman komunitas. Contoh: Pengaturan zakat di
negara minoritas Muslim atau hukum keluarga dalam
komunitas multikultural memerlukan adaptasi figih yang
kontekstual.

Keseimbangan prinsip dan praktik: Kontekstualisasi tidak
berarti mengabaikan prinsip syariah; ia menjaga keselarasan
antara hukum dan magqadsid al-shari‘ah sambil tetap aplikatif.
Hukum tetap bermakna, mencegah ketegangan antara teks
klasik dan realitas sosial, serta menjadi sarana harmonisasi
antara prinsip normatif dan kebutuhan praktis.

C. Etika Sosial dan Tanggung Jawab Intelektual

Figih reflektif memadukan dimensi etika dan tanggung jawab
intelektual:

1.

Etika sosial: Hukum Islam mempromosikan keadilan sosial,
kesejahteraan masyarakat, dan perdamaian. Ulama
bertanggung jawab atas implikasi sosial dari fatwa dan hukum
yang dikeluarkan.
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2.

Tanggung jawab intelektual: Figih bukan sekadar kewajiban
ritual, tetapi tanggung jawab intelektual terhadap masyarakat
dan generasi mendatang. Praktisi hukum harus menghindari
eksklusivisme, manipulasi teks, dan penyalahgunaan otoritas
hukum.

Refleksi atas konsekuensi global: Fatwa atau hukum lokal
dapat memiliki implikasi global, terutama dalam masyarakat
yang saling terhubung. Contoh: Regulasi halal dalam
perdagangan  internasional atau etika  biofarmasi
membutuhkan pertimbangan dampak lintas negara.

Dengan dimensi etika dan tanggung jawab intelektual, fiqih

reflektif tidak hanya relevan secara hukum, tetapi juga
membentuk karakter moral, sosial, dan global bagi masyarakat
Muslim.

D. Masa Depan Fiqih dalam Masyarakat Global

Masa depan figih menekankan relevansi global, kontekstual, dan
reflektif:

1.

Integrasi global dan lintas budaya: Figih modern harus mampu
berinteraksi dengan hukum internasional dan standar etika
global. Contoh: Hukum keuangan Islam dapat beradaptasi
dengan regulasi internasional tanpa menghilangkan prinsip
syariah.

Inovasi metodologis: Metode empiris, teknologi, dan riset
interdisipliner menjadi bagian integral figih modern. Contoh:
Big data dalam ekonomi syariah, analisis risiko kesehatan
masyarakat dalam fiqih kesehatan.
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3. Partisipasi aktif masyarakat: Fiqih reflektif mendorong
masyarakat berperan dalam pengembangan hukum, melalui
literasi hukum digital dan forum publik.

4. Keberlanjutan epistemologis: Figih menjadi disiplin adaptif,
inovatif, dan berkelanjutan, menyiapkan generasi ulama yang
mampu menjawab tantangan global dan lokal.

Figih reflektif dan kontekstual menegaskan hukum Islam
sebagai praksis intelektual, kritis, dan bertanggung jawab,
menjaga keseimbangan antara tradisi dan inovasi, lokalitas dan
relevansi global, serta prinsip dan aplikasi. Dengan demikian, fiqih
tetap relevan di era modern, berkontribusi pada keadilan sosial,
dan mempersiapkan umat Islam menghadapi tantangan global.

Tabel 27. 1 Menuju Figih yang Reflektif dan Kontekstual

Strategi/ Manfaat/Implik
Aspek Fokus/Pokok Pendekatan asi
eEvaluasi
hukum
eHukum I[slam berdasarkan eHukum
sebagai alat konteks responsif dan
intelektual dan masyarakat
moral Tt toke relevan
- eTafsir . .
::ll)glgai eKesadaran kritis | klasik sesuai .ll\{/le et?dg:liggﬁgln
. terhadap realitas .
praksis . sosial
reflektif dampak sosial, kontemporer
ekonomi, politik, ePenvesuaian eMenjaga
dan psikologis hukim magqasid al-
e/jtihad terhadap isu Zh?izai}ilftetap
berkelanjutan bioetika, p
kesehatan, dan
teknologi
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Strategi/ Manfaat/Implik
Aspek Fokus/Pokok Pendekatan asi
eAdaptasi hukum |®Penyesuaian
terhadap hukum eHukum relevan
urbanisasi, keluarga dan dan praktis
digitalisasi, muamalah ,
Konteks- globalisasi dengan kondisi |*Menjaga
tualisasi lokal dan harmoni antara
hukum eSensitivitas global teks klasik dan
dalam terhadap nilai realitas sosial
kehidupan| budaya dan OIntegrasi. M dah
modern pluralitas teknologidan | ®Mempermuda
ekonomi penerapan di
eKeseimbangan digital dalam masyarakat
prinsilp dan kontrak dan multikultural
praktik transaksi
eHukum Islam oMe.nelgakkan
mempromosikan prinsip oFigih menjadi
; : keadilan dan .
keadilan sosial maslahat praktik moral
dan dan sosial
. kesejahteraan eMenghindari
f(:lsl;:l dan |[eUlama eksklusivisme .ggiﬂﬁgﬁlﬁn
dan
jowab | rwabsecars | penvalahgunaan SRR
]intelektual ]moral dan otoritas hulkum d
intelektual eMemperhatikan .x(f:‘igﬁls{?tkan
. implikasi
dari iukﬁm komunitas dan g
negara
eRelevansi lokal eHukum Islam
Masa | danglobal eRiset adaptif,
depan figih o 1nterd1.51p11ne.r berkelanjutan,
dalam eIntegrasi lintas berbasis bukti

budaya dan

dan inovatif
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Strategi/ Manfaat/Implik
Aspek Fokus/Pokok Pendekatan asi
masyarakat hukum (evidence- eMenjadi solusi
global internasional based figh) global dan
e Inovasi eLiterasi hukum relevan sosial
metodologis dan | digital dan eMemperkuat
partisipasi forum publik posisi
kat i i
masyaraka «Penguatan epistemologis .
. hukum Islam di
kapasitas .
. dunia modern
generasi ulama
kontemporer

1. Fiqih sebagai Praksis Reflektif

Kolom ini menekankan bahwa figih bukan sekadar aturan kaku,
tetapi harus menjadi praksis yang reflektif dan kritis. Artinya:

a.

menyesuaikan

Fokus/Pokok: Hukum Islam dipandang sebagai alat intelektual
dan moral, yang mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi,
politik, dan psikologis masyarakat. [jtihad berkelanjutan
diperlukan agar hukum selalu relevan.

Strategi/Pendekatan: Ulama dan praktisi menafsirkan teks
klasik sesuai kondisi kontemporer, serta menyesuaikan
hukum untuk isu modern seperti bioetika, vaksin, teknologi
reproduksi, dan kontrak digital.

Manfaat/Implikasi: Hukum Islam menjadi responsif dan
relevan, mencegah ketidakadilan, dan menjaga tujuan utama
syariah (maqasid al-shari‘ah) tetap tercapai.

Intinya, kolom ini menekankan peran aktif ulama dalam

hukum dengan dinamika sosial, tanpa

meninggalkan prinsip-prinsip dasar.
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2. Kontekstualisasi Hukum dalam Kehidupan Modern

Kolom ini menjelaskan bagaimana hukum Islam diterapkan dalam
konteks masyarakat modern.

a.

Fokus/ Pokok: Hukum Islam harus menyesuaikan dengan
urbanisasi, digitalisasi, globalisasi, dan keragaman budaya.

Strategi/Pendekatan: =~ Penyesuaian = hukum  keluarga,
muamalah, dan ekonomi digital dilakukan agar tetap sah
syariah dan relevan dengan praktik masyarakat.

Manfaat/Implikasi: Hukum tetap bermakna, harmonis antara
teks Kklasik dan realitas sosial, serta mudah diterapkan di
masyarakat multikultural.

Dengan kata lain, figih tidak kaku dan bisa menanggapi

kebutuhan nyata masyarakat modern tanpa melanggar prinsip
syariah.

3. Etika Sosial dan Tanggung Jawab Intelektual

Kolom ini menekankan bahwa figih mempunyai dimensi moral
dan sosial.

a.

Fokus/Pokok: Hukum Islam harus mempromosikan keadilan
sosial, kesejahteraan masyarakat, dan perdamaian. Ulama
bertanggung jawab terhadap dampak sosial dari fatwa atau
hukum yang dikeluarkan.

Strategi/Pendekatan: Menegakkan keadilan, menghindari
eksklusivisme, dan mempertimbangkan implikasi hukum
secara lintas komunitas dan negara.

. Manfaat/Implikasi: Figih menjadi praktik moral dan sosial,

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum
Islam, serta menjaga relevansi hukum secara global.
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Artinya, figih tidak hanya soal kepatuhan ritual, tetapi juga
tanggung jawab intelektual dan sosial para ulama.

4. Masa Depan Fiqih dalam Masyarakat Global

Kolom ini menunjukkan arah figih untuk tahan banting
menghadapi tantangan global.

a. Fokus/Pokok: Figih harus relevan baik secara lokal maupun
global, mampu berinteraksi dengan hukum internasional, dan
menggunakan metode inovatif.

b. Strategi/Pendekatan: Riset interdisipliner berbasis bukti,
literasi hukum digital, forum publik, dan penguatan kapasitas
generasi ulama kontemporer.

c¢. Manfaat/Implikasi: Hukum Islam menjadi adaptif,
berkelanjutan, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global
serta sosial modern.

Kolom ini menegaskan bahwa figih masa depan tidak boleh
statis, tetapi harus dinamis, berpandangan luas, dan relevan
untuk umat Muslim di seluruh dunia.

Secara keseluruhan, tabel ini menampilkan alur logis figih
reflektif = kontekstual — etika — masa depan, sehingga pembaca
bisa memahami:

1. Figih bukan sekadar teks, tetapi proses reflektif.
2. Hukum harus sesuai konteks masyarakat modern.

3. Etika sosial dan tanggung jawab intelektual menjadi dasar
penerapan hukum.

4. Figih harus relevan di tingkat global, adaptif, dan
berkelanjutan.
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BAB 28
FIQH MUTAKALLIMIN SEBAGAI
PROYEK PERADABAN

Figh mutakallimin bukan sekadar disiplin hukum atau produk
normatif Kklasik, tetapi merupakan proyek peradaban yang
menyeluruh. Ia berperan sebagai instrumen intelektual yang
menghubungkan teks-teks suci, akal, nilai moral, dan praktik
sosial, membentuk kerangka kehidupan masyarakat Muslim dari
berbagai aspek: sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

Tradisi figh mutakallimin menegaskan bahwa hukum Islam,
ketika dikembangkan secara reflektif, kontekstual, dan etis, dapat
menjadi fondasi peradaban yang adil, beradab, dan berkelanjutan.
Dengan demikian, memahami figh mutakallimin berarti
memahami peran hukum Islam dalam pembangunan peradaban
baik dalam konteks sejarah maupun tantangan kontemporer.

Figh mutakallimin modern menekankan keselarasan antara
prinsip normatif, tujuan hukum (magqasid al-shari‘ah), dan
dinamika kehidupan manusia, sehingga hukum tidak sekadar
dihafal dan diterapkan, tetapi dikontekstualisasikan untuk
kemaslahatan umat manusia.
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A. Fiqih dan Pembentukan Peradaban

Figh mutakallimin memainkan peran penting dalam membangun
struktur sosial, politik, dan ekonomi masyarakat:

1.

Norma dan institusi sosial: Hukum Islam membentuk lembaga
sosial dan publik yang memastikan keadilan dan kesejahteraan,
seperti pengelolaan zakat, wakaf, pengadilan syariah, dan
peraturan perdagangan. Contoh sejarah: Sistem wakaf pada
masa Abbasiyah mendanai pendidikan, rumah sakit,
infrastruktur publik, dan perpustakaan, yang berperan besar
dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan
masyarakat.

Stabilisasi dan ketertiban sosial: Figih memberikan pedoman
bagi hubungan antar-individu, keluarga, dan komunitas,
sehingga konflik sosial dapat diminimalkan dan keadilan
ditegakkan. Contoh: Hukum waris klasik mencegah sengketa
keluarga sekaligus menjamin distribusi kekayaan yang adil dan
seimbang.

Penyebaran nilai peradaban: Nilai moral seperti amanabh,
kejujuran, solidaritas, tanggung jawab sosial, dan
penghormatan terhadap hak orang lain tertanam melalui figh
mutakallimin. Nilai-nilai ini membentuk karakter masyarakat
sekaligus fondasi etis bagi peradaban yang harmonis.

Fiqgh mutakallimin menunjukkan bahwa hukum Islam bukan

hanya norma ritual, tetapi kerangka strategis yang membangun
peradaban manusia, mengatur kehidupan kolektif agar lebih
tertata, produktif, dan beradab.
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B. Dimensi Etis dan Humanistik Hukum Islam

Figh mutakallimin mengintegrasikan dimensi etis dan humanistik
dalam setiap ketentuan hukum:

1.

Etika sosial dan tanggung jawab: Hukum Islam mengatur
keseimbangan antara kepentingan individu dan komunitas,
mengutamakan keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan
masyarakat. Contoh: Ketentuan zakat, hudud, dan peraturan
muamalah menekankan perlindungan terhadap kaum lemah,
pembagian kekayaan, dan stabilitas sosial.

Orientasi kemanusiaan: Figih menempatkan manusia sebagai
subjek dan objek hukum, bukan hanya pelaksana ritual. Prinsip
magqasid al-shari‘ah melindungi agama, jiwa, akal, keturunan,
dan harta manusia, menjadikan hukum Islam humanistik dan
berorientasi pada kemaslahatan.

Responsif  terhadap  tantangan  kontemporer:  Figh
mutakallimin modern menyesuaikan hukum dengan isu global,
seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, bioetika,
lingkungan, dan hukum internasional. Hal ini memastikan
hukum tetap relevan dan memanusiakan kehidupan umat.

Dengan dimensi etis dan humanistik, figh mutakallimin

tidak sekadar mematuhi teks, tetapi menghidupkan prinsip moral
dan nilai kemanusiaan dalam praktik hukum Islam.
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C. Peran Intelektual Muslim dalam Peradaban
Dunia

Intelektual Muslim memainkan peran strategis dalam
pembangunan peradaban global melalui figh mutakallimin:

1. Pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan: Ulama
mendirikan madrasah, perpustakaan, dan pusat penelitian
yang menyebarkan ilmu pengetahuan dan budaya ke seluruh
dunia Islam. Contoh: Madrasah Nizamiyah di Baghdad menjadi
pusat intelektual dan ilmiah abad ke-11 hingga 13,
menyumbangkan kontribusi besar terhadap filsafat,
matematika, dan hukum.

2. Dialog lintas peradaban: Figih memungkinkan umat Islam
berinteraksi dengan peradaban lain melalui perdagangan,
diplomasi, dan pertukaran ilmu pengetahuan. Contoh:
Interaksi ilmiah dan perdagangan antara dunia Islam dan
Eropa pada abad ke-12 hingga 16 memfasilitasi transfer
teknologi, matematika, dan filsafat, yang kemudian
memengaruhi Renaisans Eropa.

3. Kritik dan inovasi hukum: Ulama figh mutakallimin mengKkritisi
praktik sosial yang menyimpang, menyesuaikan hukum agar
relevan dengan kondisi baru, dan mendorong ijtihad
berkelanjutan. Contoh modern: Fatwa mengenai keuangan
digital, vaksinasi, atau bioetika menunjukkan bagaimana figih
tetap relevan di masyarakat global kontemporer.

Peran intelektual Muslim melalui figh mutakallimin
menunjukkan bahwa hukum Islam adalah wadah inovasi dan
dialog peradaban, bukan sekadar teks normatif.
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D. Visi Peradaban Islam yang Berkeadilan

Figh mutakallimin menegaskan visi peradaban Islam yang

b

1.

erkeadilan, inklusif, dan manusiawi:

Keadilan sosial: Hukum Islam menekankan distribusi sumber
daya yang adil, perlindungan kaum lemah, dan pemeliharaan
hak-hak individu serta komunitas. Contoh: Pengaturan zakat,
wakaf, dan hukum keluarga mendorong keseimbangan sosial
dan ekonomi.

Etika global dan pluralitas: Figih modern mendorong dialog
lintas agama dan budaya, serta integrasi hukum Islam dengan
standar internasional, sehingga relevan dalam masyarakat
multikultural dan global.

Pembangunan berkelanjutan: Figih menyediakan pedoman
pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang berkelanjutan,
dengan mengintegrasikan prinsip moral dan pragmatis.
Contoh: Pengaturan bisnis beretika, manajemen sumber daya
alam, dan keuangan Islam yang berkelanjutan.

Dengan visi ini, figh mutakallimin berfungsi sebagai

kerangka etis dan praktis untuk membangun peradaban yang adil,
manusiawi, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga relevansi

hukum Islam dalam konteks global modern.

Tabel 28. 1 Figh Mutakallimin sebagai Proyek Peradaban

Aspek Fokus / Strategi / Manfaat /
P Pokok Pendekatan Implikasi
Figihdan |,gukum ePenataan lembaga ePeradaban
pembentu- | |<am sosial: wakaf,
. tertata dan
kan sebagai pengadilan, harmonis
peradaban | yndasi perdagangan
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Aspek Fokus / Strategi / Manfaat /

P Pokok Pendekatan Implikasi
sosial, eMenegakkan eNilai moral
politik, dan | stabilitas sosial tertanam dalam
ekonomi melalui hukum masyarakat

eMembentuk | oIS dan oKonflik sosial
muamalah R
norma, diminimalkan
institusi,
dan
ketertiban
masyarakat
eHukum -}ljiqih il
Islam ePenegakan ulmanlszl o
berorientasi | keadilan sosial relevan, dan etis
Dimensi kemaslaha.- ePerlindunean hak eMenjamin
etis dan tan manusia | *rerinaungal kesejahteraan
humanistik _ asasi manusia dan dan
hule *Menjaga kelompok lemah lind
ukum keseimba- perlindungan
Islam ngan oIntegra_si magqasid | masyarakat
individu al-shari‘ah dalam «Mencegah
dan praktik hukum
penyalahgunaan
komunitas hukum
ePendirian
eUlama .
. madrasabh, ePenyebaran ilmu
sebagai
perpustakaan, dan budaya
Peran asen usat penelitian
intelektual | pembangu- P p eJembatan
Muslim nan ilmu, eDialog ilmiah dan | peradaban
dalam pendidikan, | perdagangan global
dab dan bud lobal
gﬁll;a;aa an an budaya | globa «Figih tetap
oFigih oKritik dan inovasi | relevan di
sebagai alat | hukum konteks modern
dialog kontemporer
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Aspek Fokus / Strategi / Manfaat /
P Pokok Pendekatan Implikasi
lintas
peradaban
eMasyarakat ‘g?ng?btur?n ePeradaban
berkeadilan, | dIStribusi )
klusif d kekayaan, hak berkeadqan dan
INKIUSIL dan ) dividu. d berkelanjutan
Visi manusiawi | Mdividu, dan
peradaban komunitas eHukum Islam
eIntegrasi i
Islam yang hukgm eEtika bisnis dan r?éi‘;?n diera
berkeadilan dengan pembangunan &
standar berkelanjutan eMasyarakat
globaldan | 4pia1 og lintas beretika. dan
pluralitas agama dan budaya produlktif

Penjelasan Substansi Tabel

1. Figih dan Pembentukan Peradaban

Kolom ini menekankan bahwa figh mutakallimin membentuk
struktur masyarakat. Hukum Islam tidak hanya aturan ritual,
tetapi juga kerangka norma dan institusi sosial yang
menegakkan stabilitas, ketertiban, dan moralitas. Contoh:
Wakaf mendukung pendidikan dan rumah sakit; hukum waris
mencegah konflik keluarga. Jadi, figih adalah fondasi
peradaban yang harmonis.

. Dimensi Etis dan Humanistik Hukum Islam

Kolom ini menunjukkan bahwa figih harus berorientasi pada
kemaslahatan Praktik
mempertimbangkan keadilan sosial, perlindungan kelompok
lemah, dan kesejahteraan masyarakat. Integrasi magqasid al-

manusia. hukum Islam
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shari‘ah memastikan hukum tetap etis dan relevan, tidak hanya
formal.

3. Peran Intelektual Muslim dalam Peradaban Dunia
Kolom ini menekankan peran strategis ulama dan
cendekiawan Muslim dalam menyebarkan ilmu, pendidikan,
dan budaya, serta menjadi agen dialog lintas peradaban.
Contoh: Madrasah Nizamiyah di Baghdad dan interaksi ilmiah
antara dunia Islam dan Eropa pada abad pertengahan. Figih
berfungsi sebagai alat inovasi dan komunikasi global.

4. Visi Peradaban Islam yang Berkeadilan
Kolom ini menekankan bahwa figh mutakallimin bertujuan
membangun peradaban yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Distribusi kekayaan, hak individu, dan pembangunan beretika
menjadi inti. Figih modern membuka dialog lintas agama dan
budaya, sehingga hukum Islam relevan dalam masyarakat
plural dan global.

Kesimpulan:

Tabel ini menunjukkan alur logis Figh mutakallimin — Dimensi
Etis & Humanistik — Peran Intelektual — Visi Peradaban
Berkeadilan, menekankan bahwa hukum Islam klasik sekaligus
modern bisa menjadi fondasi pembangunan masyarakat yang adil,
manusiawi, dan berperadaban tinggi.
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BAB 29
MENUJU PARADIGMA BARU
HUKUM ISLAM

Seiring perkembangan zaman, hukum Islam menghadapi
kompleksitas sosial, ekonomi, teknologi, dan politik yang tidak
sepenuhnya dapat dijawab oleh tradisi klasik. Figh mutakallimin,
meski kaya secara epistemologis, perlu paradigma baru untuk
tetap relevan dalam masyarakat modern. Paradigma ini
menekankan sintesis antara tradisi dan pembaruan, sehingga
hukum Islam tidak hanya menjadi teks normatif, tetapi juga
sistem reflektif yang mampu menanggapi perubahan zaman,
menjaga magqasid al-shari‘ah, dan membimbing peradaban
manusia.

Dalam perspektif ushul, paradigma baru hukum Islam dapat
dipahami melalui beberapa prinsip: al-hukmu yura‘a bi-I-maqasid,
yaitu hukum harus mempertimbangkan tujuan syariah; al-‘adah
muhakkamah,  kebiasaan = masyarakat dapat menjadi
pertimbangan hukum; serta kaidah al-darar yuzal, bahaya harus
dihilangkan. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi untuk
membangun hukum yang adaptif dan relevan.
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A. Kebutuhan akan Paradigma Baru

Kebutuhan ini muncul karena hukum Islam Kklasik seringkali
bersifat tekstual dan normatif, sehingga:

1. Perubahan sosial dan teknologi: Urbanisasi, revolusi digital, e-
commerce, media sosial, dan sistem keuangan berbasis
teknologi memerlukan adaptasi hukum agar tetap sah dan
sesuai syariah. Contoh: pengaturan fintech syariah, transaksi
kripto, dan smart contract memerlukan ijtihad kontemporer.

2. Masalah kontemporer yang kompleks: Bioetika (mis. kloning,
vaksin, inseminasi buatan), perubahan iklim, kesehatan
masyarakat, dan hak asasi manusia menuntut hukum Islam
tidak hanya normatif, tetapi solutif, kontekstual, dan
humanistik.

3. Keadilan dan relevansi: Paradigma baru diperlukan agar
hukum tetap menegakkan keadilan, mencegah ketidakadilan,
dan menjawab kebutuhan masyarakat modern, sesuai prinsip
magqasid al-shart‘ah: hifz al-din, al-nafs, al-‘aql, al-nasl, al-mal.

Dalil naqli mendukung fleksibilitas hukum Islam, misalnya
QS. al-Ma’idah [5]:2: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam
kebaikan dan takwa”, yang menjadi basis bagi prinsip maslahat
umum (maslahah mursalah) untuk menyesuaikan hukum dengan
kebutuhan zaman.

B. Sintesis Tradisi dan Pembaruan

Paradigma baru menekankan harmoni antara warisan hukum
klasik dan pembaruan kontemporer:

1. Pelestarian tradisi: Hukum klasik dan prinsip fugaha tetap
menjadi fondasi, misalnya kaidah al-asl fi al-ashya’ al-ibahah
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(asli segala sesuatu itu boleh) dan al-umir bi-maqadsidiha
(segala perkara dilihat dari tujuannya).

Inovasi kontekstual: Menyesuaikan hukum dengan situasi
modern tanpa menyalahi prinsip syariah. Contoh: Fatwa MUI
tentang vaksin halal, atau hukum kontrak digital yang tetap
mengacu pada rukun kontrak klasik (sighah, ijab-qabul, dan
rukun sah lainnya).

Integrasi multidisipliner: Menggabungkan hukum Islam
dengan ilmu ekonomi, sains, teknologi, lingkungan, dan
psikologi untuk membuat hukum lebih aplikatif dan relevan.
Kaidah al-‘ilmu nur menjadi dasar epistemologis: hukum harus
selaras dengan ilmu pengetahuan dan realitas empiris.

Sintesis ini menegaskan bahwa hukum Islam bukan sekadar

reproduksi teks, tetapi praktik hukum adaptif, reflektif, dan
humanistik.

C. Reformulasi Metodologi Hukum Islam

Paradigma baru menuntut perubahan metodologi, yaitu cara
hukum Islam diformulasikan, dipahami, dan diterapkan:

1.

Pendekatan kontekstual: Teks figih harus dipahami dalam
kerangka konteks sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi
masyarakat modern. Contoh: Analisis hukum keluarga modern
yang mempertimbangkan hak perempuan, perlindungan anak,
dan pluralitas keluarga.

Ijtihad reflektif: Mengedepankan pertimbangan maslahat,
evaluasi empiris, dan orientasi kemaslahatan (maslahah
mursalah) agar hukum bersifat praktis dan humanis. Kaidah
ushul seperti al-mashalih al-mursalah tu‘tabar menegaskan
legitimasi adaptasi hukum terhadap kebutuhan manusia.
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3.

Partisipasi interdisipliner: Melibatkan ilmuwan, teknolog,
ekonom, dan masyarakat dalam perumusan hukum agar lebih
inklusif, aplikatif, dan berkeadilan. Prinsip al-umiir bi-
magqasidihd menuntut agar hukum mempertimbangkan tujuan
sosial dan kemanusiaan.

Reformulasi metodologi ini memastikan hukum Islam

dinamis, ilmiah, dan siap menghadapi tantangan global, sekaligus
menjaga maqasid al-shari‘ah tetap menjadi pedoman utama.

D. Arah Masa Depan Pemikiran Hukum

Paradigma baru membuka arah pemikiran hukum Islam masa
depan:

1.

Hukum responsif dan adaptif: Hukum Islam mampu
menanggapi tantangan teknologi, sosial, dan ekonomi,
misalnya kontrak digital, etika medis modern, dan regulasi
bisnis internasional.

. Globalisasi hukum Islam: Menjadi sistem yang bisa diterapkan

di masyarakat multikultural, menghormati pluralitas, dan
berinteraksi dengan hukum internasional. Kaidah al-‘urf
muhakkam (kebiasaan lokal dapat menjadi rujukan)
memfasilitasi penerapan hukum Islam dalam konteks global.

Pemikiran reflektif dan humanistik: Menjaga keadilan,
kemaslahatan, dan hak asasi manusia, sekaligus memperkuat
magqasid al-shari‘ah. Hukum Islam masa depan adalah solusi
global berbasis prinsip moral, logis, dan kontekstual.
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Paradigma baru menjadikan hukum Islam lebih dari
sekadar norma ritual, tetapi sebagai sumber solusi dan kerangka

etis

tantangan modern.

untuk membimbing masyarakat dalam menghadapi

Tabel 29. 1 Menuju Paradigma Baru Hukum Islam

Pendekatan/ Manfaat/
Aspek Fokus/Pokok Strategi Implikasi
eHukum Islam
klasik tidak  |eMenekankan eHukum Islam
selalu hukum Islam tetap relevan
mampu sebagai sistem
Kebutuhan | menjawab reflektif eMenjaga
Paradigma | isumodern «Mengacu pada ll:eadilzimi1
Baru eKompleksitas | magqasid al- d:nmas anatan,
sosial, shart‘ah, prinsip keseimbangan
ekonomi, maslahat, dan .
teknologi, kaidah ushul sosial
dan politik
Oxzz}slz':lukan eMenghormati
Klasik dengan ijtihad ulama oFigih adaptif dan
terdahulu humanistik
Sintesis tantangan
Tradisi dan| kontemporer |eMenyesuaikan eMenjaga
Pembaruan| , \jo|estarikan hukum der?g:an isu kesir.la}mbun.gan
prinsip figih n?ode.rn (digital, tradisi se.kallgu.s
dan gawaid bloetlka,. relevansi praktis
fighiyyah ekonomi)
Reformula-|* €32 hukurp ePendekatan eHukum Islam
si diformulasi- kontekstual dan dinamis, ilmiah,
Metodologi l(;?pr);hami empiris inklusif
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Pendekatan/ Manfaat/
Aspek Fokus/Pokok Strategi Implikasi
Hukum dan eJjtihad reflektif eBisa diterapkan
Islam diterapkan berbasis maslahat | pada masyarakat
s modern dan
eInterdisipliner
N kompleks
dan partisipatif
oVisi hukum
Irselsan(;nsif eHukum Islam
adap if d'an eMengedepankan menjadi solusi
Arah P, ¢ hukum responsif | global
Pemikiran | humanistik dan fleksibel
Hukum eIntegrasi eMemperkuat
eMenjaga maqadsi relevansi, etika,
Masa dengan Menjag id 1 i, etik
Depan al-shari‘ah sebagai | dan keadilan
p hukum global
dan pedoman utama dalam konteks
modern
masyarakat
multikultural
Diagram Alur Visual

Konsep alur visual (horizontal):

Kebutuhan Paradigma Baru — 2. Sintesis Tradisi & Pembaruan —
3. Reformulasi Metodologi — 4. Arah Pemikiran Hukum Masa

Depan

Simbol/ikon yang bisa digunakan:

o Q Kebutuhan Paradigma Baru — Lensa/ikon reflektif untuk
menunjukkan evaluasi hukum klasik.

e 8B Sintesis Tradisi & Pembaruan — Timbangan untuk
menyeimbangkan tradisi dan inovasi.
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€3 Reformulasi Metodologi — Puzzle/diagram untuk
pendekatan interdisipliner dan kontekstual.

@ Arah Pemikiran Hukum Masa Depan — Globe/kota modern
untuk hukum adaptif global dan humanistik.

Penjelasan Substansi Tabel dan Diagram

1.

Kebutuhan Paradigma Baru

Bagian ini menegaskan bahwa hukum Islam klasik tidak cukup
menjawab tantangan modern seperti teknologi, hak asasi
manusia, bioetika, dan ekonomi digital. Oleh karena itu,
paradigma baru diperlukan agar hukum Islam tetap reflektif,
adaptif, dan relevan, tetap mengacu pada magqasid al-shari‘ah,
kaidah ushul, dan prinsip maslahat.

Sintesis Tradisi dan Pembaruan

Kolom ini menunjukkan harmoni antara tradisi klasik dan
inovasi kontemporer. Hukum Islam tetap menghormati ijtihad
dan prinsip ulama terdahulu, namun juga menyesuaikan diri
dengan situasi baru, misalnya kontrak digital, fintech syariah,
dan isu bioetika. Hal ini memastikan figih tetap humanistik,
aplikatif, dan berkesinambungan.

Reformulasi Metodologi Hukum Islam

Paradigma baru menuntut perubahan cara berpikir dan
metode hukum, termasuk pendekatan kontekstual, evaluasi
empiris, interdisipliner, dan partisipatif. Ini membuat hukum
Islam dinamis, ilmiah, inklusif, dan dapat diterapkan di
masyarakat kompleks.

Arah Pemikiran Hukum Masa Depan

Kolom ini menekankan visi hukum Islam yang responsif,
adaptif, humanistik, dan global. Hukum tidak hanya menjaga
prinsip moral dan magqasid al-shari‘ah, tetapi juga menjadi
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solusi bagi tantangan global dan multikultural, sehingga tetap
relevan di abad 21.
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BAB 30
HUKUM ISLAM DALAM
KONTEKS KEINDONESIAAN

Hukum Islam di Indonesia adalah hasil dari proses panjang
interaksi antara tradisi fiqih klasik, adat lokal, dan dinamika
sejarah politik serta sosial. la bukan sistem monolitik yang
diterapkan secara seragam, melainkan produk adaptasi,
interpretasi, dan kontekstualisasi yang berlandaskan prinsip
syariah, kaidah ushul, dan tujuan magqasid al-shari‘ah.

Sejak kedatangan Islam di Nusantara pada abad ke-13
hingga ke-16 melalui jalur perdagangan, dakwah, dan kerajaan
pesisir, hukum Islam diterima secara selektif. Kerajaan-kerajaan
I[slam seperti Samudera Pasai, Demak, Aceh, dan Ternate menjadi
pusat penyebaran hukum Islam, mengadaptasi figih klasik (Syafi‘i,
Hanafi, dan Maliki) agar sesuai dengan kondisi sosial-budaya
setempat.

Konteks ini memperlihatkan bahwa hukum Islam di
Indonesia tidak pernah diterapkan secara literal, melainkan
melalui proses dialog dengan adat, budaya lokal, dan kebutuhan
masyarakat, sehingga figih yang lahir di Nusantara menjadi unik,
humanistik, dan kontekstual.

Paradigma ini sejalan dengan prinsip ushul: al-umir bi-
magqasidiha, segala aturan hukum harus dipahami berdasarkan
tujuan syariah; al-darar yuzal, segala bahaya atau mudharat harus
dihilangkan; serta al-‘adah muhakkamah, kebiasaan lokal dapat
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menjadi pertimbangan hukum. Hal ini menjadikan figih di
Indonesia tidak hanya normatif, tetapi juga reflektif, aplikatif, dan
relevan secara sosial.

A. Sejarah Penerimaan Hukum Islam di
Indonesia

Penerimaan hukum Islam di Nusantara tidak instan. Awalnya,
Islam masuk melalui pedagang dan ulama dari Arab, Persia, India,
dan Tiongkok Muslim, yang membawa ajaran agama beserta
hukum figih. Namun, masyarakat Indonesia saat itu memiliki
sistem adat yang kuat, sehingga hukum Islam diterima melalui
proses adaptasi, negosiasi, dan integrasi budaya.

1. Kerajaan dan pengadilan Islam: Kerajaan Aceh dan Demak
menggunakan gadhi untuk menyelesaikan perkara hukum
Islam, namun keputusan qadhi sering disesuaikan dengan adat
setempat agar diterima masyarakat. Contoh: Perkawinan dan
waris Aceh tetap mengakomodasi hukum adat, meski merujuk
figih Syafi‘i.

2. Adaptasi figih klasik: Para ulama lokal menyesuaikan teks figih
dengan konteks sosial. Misalnya, hukum waris dan perkawinan
disesuaikan dengan struktur matrilineal Minangkabau, atau
hukum perdata diselaraskan dengan adat dagang Jawa.

Sejarah ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia
adalah hasil sintesis tradisi dan realitas lokal, sehingga figih
Nusantara menekankan keadilan, kemaslahatan, dan harmoni
sosial.
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B. Interaksi Hukum Islam dan Hukum
Nasional

Setelah kemerdekaan, Indonesia membangun sistem hukum
nasional berbasis Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks ini,
hukum Islam tidak digantikan, melainkan diintegrasikan melalui
lembaga formal dan non-formal:

1. Peradilan Agama (PA): Mengatur perkawinan, waris, wakaf,
dan zakat bagi umat Muslim. PA merupakan lembaga resmi
yang memastikan hukum Islam dapat dijalankan dalam
kerangka negara hukum nasional.

2. Fatwa MUI dan regulasi syariah: Fatwa MUI berfungsi sebagai
pedoman moral dan hukum non-legislatif, memberikan
legitimasi sosial bagi umat Muslim untuk mengikuti hukum
Islam secara adaptif. Contoh: Fatwa vaksin halal, perbankan
syariah, dan fintech digital.

Interaksi ini membentuk dualisme hukum: hukum nasional
sebagai sistem formal, dan hukum Islam sebagai norma moral dan
praktis. Kaidah al-tasharruf bi-I-maslahah menjadi relevan di sini,
di mana hukum Islam berfungsi memenuhi maslahat umat dalam
kerangka hukum nasional.

C. Dinamika Sosial-Budaya Indonesia

Keanekaragaman budaya dan pluralitas di Indonesia
menimbulkan tantangan dan peluang bagi hukum Islam:

1. Pluralitas agama dan etnis: Islam bersanding dengan Kristen,
Hindu, Buddha, dan Konghucu. Fiqih harus inklusif,
menghormati hak minoritas, dan menegakkan prinsip keadilan
sosial.
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2.

Adat dan tradisi lokal: Banyak praktik adat tetap hidup, seperti
perkawinan adat, warisan adat, dan penyelesaian konflik adat.
Kaidah al-‘adah muhakkamah memastikan kebiasaan lokal
tetap menjadi pertimbangan hukum, selama tidak
bertentangan dengan syariah.

Modernisasi dan globalisasi: Urbanisasi, digitalisasi, dan
globalisasi ekonomi menuntut figih untuk adaptif, misalnya
pengaturan fintech syariah, perbankan digital, hak-hak
perempuan, dan etika bisnis global.

Dengan dinamika ini, figih di Indonesia hidup sebagai

hukum kontekstual, bukan sekadar teks ritual, melainkan praktik
sosial yang adaptif dan responsif terhadap realitas masyarakat.

D. Kontekstualisasi Figih di Nusantara

Kontekstualisasi figih di Indonesia bertujuan agar hukum tetap
relevan, humanistik, dan aplikatif:

1.

Penggunaan kaidah fighiyah: Kaidah seperti al-umir bi-
magqasidihd, al-darar yuzadl, dan al-‘ddah muhakkamah
digunakan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kondisi
lokal.

Inovasi hukum: Fatwa kontemporer tentang vaksin halal,
kontrak digital, dan keuangan syariah menunjukkan
bagaimana figih beradaptasi tanpa mengorbankan prinsip
syariah.

Pendekatan magqasid al-shari‘ah: Hukum Islam ditujukan untuk
menjaga lima maqasid utama (agama, jiwa, akal, keturunan,
harta), sekaligus menjamin kemaslahatan dan keadilan
masyarakat lokal.
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Dengan pendekatan ini, hukum Islam di Indonesia menjadi
figih reflektif, kontekstual, dan humanistik, yang mampu
menghadapi tantangan sosial, budaya, politik, dan global, tanpa
kehilangan identitas syariah.

Tabel 30. 1 Hukum Islam dalam Konteks Keindonesiaan

Pendekatan/ Manfaat/
Aspek Fokus/Pokok Strategi Implikasi
eKedatangan
Islam di
Nusant.ara «Adaptasi figih oFigih menjadi
. melalui Klasik (Syafi‘ relevan dan
Sejarah perdagangan Hanafi yail, diterima
Penerima- | 4an dakwah anafi) dengan masyarakat
an Hukum adat lokal
Islam eKerajaan ePengadilan Islam oSintesis tradisi
Islam: . . Islam dan
Samudera awal: qadhi + adat budaya lokal
Pasai, Demak,
Aceh
eSistem hukum
nasional eHukum Islam
berbasis eDualisme hukum: | tetap berlaku
Interaksi | pancasila dan nasional & secara praktis
Hukum UUD 1945 normatif Islam ,
Islam & eMemenuhi
Hukum eLembaga eKaidah ushul: al- maslahat umat
Nasional resmi: tasharruf bi-1- dalam
Peradilan maslahah kerangka
Agama, Fatwa negara
MUI
ePluralitas . _
Dinamika | 553m3a dan OInklu51v1.tas f.1q1h oFigih responsif
Sosial- etnis untuk minoritas terhadap
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Pendekatan Manfaat
Aspek Fokus/Pokok Strategi / lmplikas/i
Budaya eAdat dan eMengakomodasi realitas
Indonesia | tradisilokal kebiasaan lokal masyarakat
eModernisasi ?;;;Zl kaidah al eMenjaga
dan globalisasi harmoni sosial
muhakkamah .
dan keadilan
eAdaptasi terhadap
isu modern
(fintech,
perbankan, hak
perempuan)

ePenerapan kaidah eFiqih
fighiyah: al-umir | ontekstual

ePenyesuaian bi-maqdsidihd, al- | gap
hukum Islam darar yuzal .-
Konteks- | dengan kondisi | humanistik
tualisasi lokal e[novasi hukum eTetap relevan
Fiqih di _ melalui fatwa di era modern
Nusantara [*Menjaga kontemporer tanpa
magqasid al- .
shari‘ah ePendekatan kehilangan
humanistik dan ldenFltaS
reflektif syariah
Penjelasan:

1. Sejarah Penerimaan Hukum Islam

Bagian ini menegaskan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak
diterima secara pasif, tetapi melalui proses adaptasi dan
integrasi dengan adat lokal. Kerajaan-kerajaan Islam awal
menggunakan qadhi untuk mengadili tetapi tetap
mempertimbangkan kebiasaan masyarakat. Hasilnya, figih
Nusantara memiliki karakter reflektif dan humanistik, mampu
menyeimbangkan norma syariah dengan tradisi lokal.
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2. Interaksi Hukum Islam & Hukum Nasional
Hukum Islam tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan
sistem hukum nasional. Peradilan Agama dan Fatwa MUI
menjadi instrumen untuk menerapkan hukum Islam dalam
kerangka negara hukum. Kaidah al-tasharruf bi-I-maslahah
memastikan hukum Islam tetap relevan dan bermanfaat bagi
umat, sekaligus tidak bertentangan dengan hukum nasional.

3. Dinamika Sosial-Budaya Indonesia

Pluralitas budaya, agama, dan etnis menuntut figih bersifat
inklusif dan adaptif. Kaidah al-‘ddah muhakkamah memastikan
adat lokal tetap dihormati, sedangkan modernisasi menuntut
figih menyesuaikan dengan teknologi, hak-hak perempuan,
dan ekonomi digital. Dengan demikian, hukum Islam tetap
responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan konteks sosial-
budaya.

4. Kontekstualisasi Figih di Nusantara

Kontekstualisasi adalah inti dari hukum Islam di Indonesia
agar tetap relevan, humanistik, dan aplikatif. Kaidah fighiyah
seperti al-umiir bi-maqdasidiha dan al-darar yuzal memastikan
hukum Islam melayani maslahat umat. Fatwa kontemporer,
misalnya tentang vaksin halal atau kontrak digital,
menunjukkan figih mampu beradaptasi tanpa kehilangan
prinsip syariah, sehingga figih Nusantara menjadi reflektif,
kontekstual, dan berkeadilan.

247



Figh Mutakallimin: Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Kontemporer

248



Figh Mutakallimin: Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Kontemporer

BAB 31
FIQH MUTAKALLIMIN DAN
KEHIDUPAN BERBANGSA

Figh mutakallimin bukan sekadar disiplin hukum normatif yang
menekankan ritual atau ibadah, tetapi merupakan proyek
epistemologis yang berorientasi pada refleksi sosial, moral, dan
politik. [a menekankan bahwa hukum Islam harus hidup di tengah
masyarakat, menjadi pedoman dalam tata kehidupan berbangsa,
membentuk etika publik, dan menjamin keadilan sosial.

Ulama mutakallimin menegaskan bahwa hukum Islam tidak
bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik masyarakat. Kaidah
ushul al-umir bi-maqasidiha menekankan bahwa hukum tidak
hanya dibaca secara literal, tetapi harus dipahami berdasarkan
tujuan syariah, yakni menjaga lima magqdsid utama: agama, jiwa,
akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks Indonesia, tujuan ini
diterjemahkan menjadi harmoni sosial, keadilan, dan
kemaslahatan masyarakat, di mana hukum Islam bersinergi
dengan hukum nasional, adat lokal, dan prinsip Pancasila.

A. Etika Publik dan Tanggung Jawab Sosial

Etika publik merupakan salah satu fokus utama figh mutakallimin.
Hukum Islam menuntun umat untuk menjadi warga negara yang
bertanggung jawab, berakhlak mulia, dan proaktif dalam
kehidupan sosial. Kaidah fighiyah al-darar yuzal (bahaya harus
dihilangkan) dan al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan yang
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tidak diatur nash secara eksplisit tetap diutamakan) menjadi
pedoman utama dalam menilai dan mengarahkan tindakan sosial.

1. Transparansi dan akuntabilitas publik: Pemimpin, ulama, dan
warga harus bertindak jujur dan bertanggung jawab,
mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan
pribadi. Contoh nyata: praktik anti-korupsi dalam birokrasi,
transparansi pengelolaan zakat dan wakaf.

2. Kepedulian sosial dan solidaritas: Figih menekankan perlunya
perhatian terhadap kelompok rentan, misal fakir, miskin, dan
minoritas. Konsep al-takaful (solidaritas sosial) diterjemahkan
ke dalam kebijakan publik yang pro-masyarakat.

3. Etika komunikasi publik: Kaidah sadd al-dzari‘ah menekankan
larangan menyebarkan fitnah, berita palsu, atau ujaran yang
memicu konflik sosial. Ulama mutakallimin mendorong budaya
diskursus rasional, argumentatif, dan berbasis moral, sehingga
masyarakat dapat hidup rukun dan damai.

Etika publik yang dibangun figh mutakallimin menjadikan
hukum Islam instrumen normatif dan moral yang bukan hanya
mengatur perilaku individual, tetapi juga membentuk kebijakan
sosial, norma komunitas, dan tata kehidupan berbangsa yang
beradab.

B. Hukum Islam dan Kebangsaan

Figh mutakallimin menekankan bahwa Islam dan nasionalisme
bukanlah entitas yang saling bertentangan, melainkan dapat
saling memperkuat dalam kerangka tujuan maslahat (maqasid).
Kaidah al-umir bi-maqasidihd memastikan hukum Islam dapat
diterapkan  untuk  mendukung pembangunan bangsa,
kesejahteraan rakyat, dan stabilitas sosial-politik.
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1. Integrasi dengan hukum nasional: Indonesia menerapkan
hukum nasional berbasis Pancasila dan UUD 1945, sementara
hukum Islam tetap dijalankan melalui Peradilan Agama, fatwa
MUI, dan instrumen hukum adat yang Islami. Interaksi ini
membentuk dualitas hukum yang saling melengkapi, di mana
hukum Islam tetap relevan secara moral dan normatif.

2. Pemeliharaan kerukunan dan pluralitas: Figih mendorong
toleransi, inklusivitas, dan penghormatan terhadap hak
minoritas, selaras dengan magqasid al-shari‘ah. Hal ini terlihat
dalam pengaturan hak waris, pernikahan lintas agama, dan
perlindungan kelompok rentan di Indonesia.

3. Kebijakan publik berkeadaban: Hukum Islam menjadi rujukan
untuk kebijakan yang adil, humanistik, dan menjaga
kemaslahatan seluruh warga, misal regulasi zakat produktif,
perlindungan konsumen syariah, dan etika bisnis.

Dengan integrasi ini, figh mutakallimin menegaskan bahwa
Islam dan kebangsaan bisa berjalan beriringan, membentuk
masyarakat yang beradab, harmonis, dan demokratis.

C. Demokrasi, Keadilan, dan Keadaban Publik

Figh mutakallimin melihat demokrasi tidak sekadar mekanisme
politik, tetapi proses etis dan moral yang mengutamakan keadilan
dan kesejahteraan rakyat. Prinsip figh al-‘adl wa al-ihsan menjadi
dasar untuk membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan
berkeadaban.

1. Keadilan sosial: Figih menegaskan distribusi hak dan
kewajiban yang seimbang, mengurangi ketimpangan ekonomi,
politik, dan sosial. Misal, hukum waris, zakat, dan wakaf
diterjemahkan dalam kebijakan yang menyejahterakan
masyarakat luas.
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2. Partisipasi publik dan musyawarah: Demokrasi
diinterpretasikan sebagai mekanisme deliberatif, di mana
keputusan publik dibuat melalui musyawarah, konsultasi, dan
evaluasi etis, sesuai prinsip syiira dan maqgasid al-shari‘ah.

3. Kebijakan berbasis moral: Peraturan dan kebijakan publik
harus menegakkan akhlak sosial, menghindari praktik yang
merugikan masyarakat, dan membangun budaya keadaban
publik, sehingga hukum Islam berfungsi sebagai norma moral
dan praktis secara bersamaan.

Pendekatan ini menegaskan bahwa figh mutakallimin dapat
menjadi pedoman normatif bagi demokrasi yang beretika, di
mana keadilan, kemaslahatan, dan partisipasi publik dijadikan
tujuan utama.

D. Peran Ulama dalam Ruang Publik

Ulama  memiliki  tanggung jawab  strategis  dalam
mentransformasikan hukum Islam ke ranah publik:

1. Sebagai penasihat moral dan hukum: Ulama memberikan
panduan bagi kebijakan publik, menegakkan prinsip keadilan,
maslahat, dan etika. Contohnya: regulasi vaksin halal,
perbankan syariah, dan fintech Islami.

2. Mediator sosial: Ulama berperan menyelesaikan konflik sosial,
politik, dan budaya dengan pendekatan ijtihad reflektif dan
inklusif, mengedepankan musyawarah dan keadilan.

3. Pendidik hukum dan etika publik: Literasi hukum Islam
menjadi prioritas, sehingga masyarakat dapat memahami hak,
kewajiban, dan norma sosial yang berlaku. Ini mencakup isu
kontemporer seperti digitalisasi, bioetika, dan globalisasi
ekonomi.
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Dengan peran ini, ulama tidak hanya menjadi pemimpin
ritual, tetapi juga agen transformasi sosial dan moral, menjaga
keseimbangan antara norma syariah, keadilan sosial, dan

kepentingan publik.

Tabel 31. 1 Figh Mutakallimin dan Kehidupan Berbangsa

Aspek Fokus/ Pendekatan/ Manfaat/
P Pokok Strategi Implikasi
eTanggung
jawab eMasyarakat
moral eKaidah al-darar bertanggung
wargadan | yuzal dan al- jawab,
Etika pemimpin maslahah al- berakhlak, dan
Publik dan | publik mursalah harmonis
]T;:::fﬁung eKepedulian |eTransparansi dan |eKonflik sosial
. sosial dan akuntabilitas diminimalkan
Sosial solidaritas
eSadd al-dzari‘ah eKebijakan publik
oEtika dalam komunikasi | lebih etis dan
komunikasi adil
publik
eIntegrasi
hukum eKaidah al-umiir bi- |eHukum Islam
Islam magqasidiha tetap relevan di
dengan (tujuan syariah) negara modern
Hukum hukum
nasional ePeradilan Agama, |eKerukunan dan
Islam dan o
Fatwa MUI toleransi terjaga
Kebangsaan |, pepyelihara-
an e Sintesis hukum eKebijakan publik
kerukunan | Islam dan hukum mengedepankan
dan nasional kemaslahatan
pluralitas
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Aspek Fokus/ Pendekatan/ Manfaat/
Pokok Strategi Implikasi
eKebijakan
publik
berkeadaban
eKeadilan
sosial dan eDemokrasi
distribusi eKaidah al-‘adl wa beretika dan
. | hak al-ihsan inklusif
Demokrasi,
Keadilan, |ePartisipasi |ePendekatan eHak warga
dan publik dalam| deliberatif dan negara
Keadaban musyawarah| konsultatif terlindungi
Publik eKebijakan |eRegulasi publik eKeberadaban
berbasis yang humanistik dan harmoni
moral dan sosial terwujud
etika
eUlama sebagai
agen perubahan
ePenasihat sosial-moral
moral dan |eljtihad reflektif ,
Peran hukum dan inklusif *Keseimbangan
Ulama anta-ra norma
dalam eMediator eLiterasi hukum syariah dan
sosial Islam kepentingan
Ruang ublik
Publik ePendidik eMediasi konflik P
hukum dan | sosial-politik eHukum Islam
etika diterapkan
secara praktis
dan relevan
Partisipasi | Peran aktif | Konsultasi Legitimasi
. hukum Islam
Warga & masyarakat, | komunitas, .
meningkat,
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Aspek Fokus/ Pendekatan/ Manfaat/

P Pokok Strategi Implikasi
Ijtihad musyawara | musyawarah tanggung jawab
Kolektif h publik berbasis maqasid sosial bersama

Teknologi, Hukum Islam
Tantangan | ekonomi Adaptasi normatif | relevandiera
Modern & global, hak dan etis, ijtihad modern, mampu
Globalisasi | asasi, kontekstual merespons isu

bioetika kontemporer
Keadilan Zakat Kaidah al- Mengurangi
Ekonomi & | produktif, maslahah al- ketimpangan,
Redistribusi| wakaf mursalah, membangun
Kesejahte- | sosial, kebijakan pro- keadilan
raan redistribusi | rakyat distributif
Penguatan | Identitas Integrasi identitas i;i:-r;u;as agama
Identitas & | Muslim dan | dan hak warga, jaga,

. o . harmonisasi
Integrasi nilai prinsip dengan
Nasional kebangsaan | inklusivitas g .

nasionalisme
Etika Penggunaan Mencegah hoaks
.. media Kaidah sadd al- dan fitnah,
Digital & X iy . . .

. . sosial, dzari‘ah, literasi menjaga akhlak
Publikasi o . .

Media stabilitas digital dan keamanan
publik publik

Penjelasan Substansi Tabel

1. Etika Publik dan Tanggung Jawab Sosial

Bagian ini menekankan bahwa figh mutakallimin mengatur
tanggung jawab moral dan sosial warga negara serta
pemimpin. Kaidah figh seperti al-darar yuzal (menghilangkan
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bahaya) dan al-maslahah al-mursalah (mengutamakan
kemaslahatan) menjadi pedoman tindakan sosial. Ulama
mendorong transparansi, akuntabilitas, dan etika komunikasi
publik untuk mencegah konflik, fitnah, dan ketidakadilan.
Hasilnya, masyarakat menjadi lebih harmonis, etis, dan
tanggap terhadap kebutuhan sosial.

. Hukum Islam dan Kebangsaan

Hukum Islam tidak bertentangan dengan kebangsaan. Melalui
kaidah al-umiir bi-maqadsidiha, hukum Islam dapat
diintegrasikan ke dalam hukum nasional, peradilan agama, dan
fatwa MUI. Hal ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan,
mengedepankan kemaslahatan umat, dan menjaga kerukunan
masyarakat plural.

. Demokrasi, Keadilan, dan Keadaban Publik

Figh mutakallimin menegaskan demokrasi sebagai proses etis,
bukan hanya mekanisme politik. Dengan prinsip al-‘adl wa al-
ihsan, hak warga negara dijamin, partisipasi publik
ditingkatkan melalui musyawarah, dan kebijakan publik
menegakkan moral dan keadaban. Dampaknya, demokrasi
menjadi inklusif, adil, dan berbudaya etis.

. Peran Ulama dalam Ruang Publik

Ulama memiliki peran strategis sebagai penasihat moral,
mediator sosial, dan pendidik hukum. Melalui ijtihad reflektif,
literasi hukum, dan mediasi konflik, ulama menjadi agen
perubahan sosial-moral yang memastikan hukum Islam
diterapkan praktis, relevan, dan kontekstual sesuai kebutuhan
masyarakat dan negara.

. Partisipasi Warga & Ijtihad Kolektif

Masyarakat berperan aktif dalam ijtihad kolektif dan
musyawarah publik, sehingga hukum Islam memperoleh
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legitimasi sosial, dan tanggung jawab moral dan hukum
menjadi milik bersama.

6. Tantangan Modern & Globalisasi
Figh mutakallimin harus adaptif terhadap teknologi, ekonomi
global, bioetika, dan isu kontemporer. Pendekatan normatif
dan etis memastikan hukum Islam relevan di era modern.

7. Keadilan Ekonomi & Redistribusi Kesejahteraan
Zakat produktif, wakaf sosial, dan kebijakan publik yang pro-
maslahah menjadi sarana redistribusi kekayaan, mengurangi
kesenjangan, dan membangun keadilan distributif.

8. Penguatan Identitas & Integrasi Nasional
Figih membantu memperkuat identitas Muslim sambil tetap
menghormati pluralitas dan nilai kebangsaan, menjaga
keseimbangan antara hak individu dan kepentingan nasional.

Etika Digital & Publikasi Media

Dalam era digital, figih menekankan literasi dan etika media,
mencegah hoaks, fitnah, dan konflik, sehingga stabilitas sosial dan
moral publik tetap terjaga.
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BAB 32
MASA DEPAN FIQH
DI ERA GLOBAL

Perkembangan dunia global pada abad ke-21 telah membawa
perubahan mendasar dalam hampir seluruh aspek kehidupan
manusia: sosial, politik, ekonomi, budaya, dan bahkan
spiritualitas. Globalisasi tidak hanya mempercepat arus informasi
dan mobilitas manusia, tetapi juga menciptakan ruang
perjumpaan lintas nilai, peradaban, dan sistem etika. Dalam
konteks ini, figih sebagai ekspresi normatif ajaran Islam dituntut
untuk tidak sekadar mempertahankan warisan masa laluy,
melainkan menghadirkan dirinya sebagai sistem etika hidup yang
responsif, reflektif, dan transformatif.

Figh mutakallimin memiliki keunggulan epistemologis
karena sejak awal dibangun di atas dialektika antara wahyu, akal,
dan realitas sosial. Ia tidak berhenti pada tekstualitas hukum,
melainkan mengembangkan rasionalitas normatif yang
memungkinkan hukum Islam hidup dalam ruang dan waktu yang
terus berubah. Dalam dunia global yang kompleks, figih dituntut
untuk menjadi penjaga nilai (moral guardian) sekaligus penuntun
peradaban (civilizational guide).
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A. Globalisasi dan Tantangan Hukum Islam

Globalisasi membawa konsekuensi multidimensional: integrasi
ekonomi global, penetrasi budaya populer, perkembangan
teknologi digital, serta perubahan struktur otoritas sosial dan
keagamaan. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang dialog dan
kemajuan; namun di sisi lain, ia melahirkan tantangan serius
berupa relativisme moral, krisis identitas, dan reduksi nilai
spiritual.

Figh mutakallimin memandang bahwa globalisasi tidak
dapat ditolak secara total, tetapi harus dikelola secara etis dan
kritis. Prinsip al-muhafazah ‘ald al-qadim as-salih wa al-akhdz bi
al-jadid al-aslah menjadi fondasi epistemologis dalam menyaring
nilai global: menjaga tradisi yang baik sekaligus menerima
pembaruan yang membawa maslahat.

Dalam konteks ini, hukum Islam berfungsi sebagai:

1. Penjaga nilai transenden, agar manusia tidak terjebak pada
materialisme dan nihilisme.

2. Instrumen etika sosial, yang membimbing relasi antarindividu
dan antarbangsa.

3. Kerangka normatif adaptif, yang mampu merespons isu global
seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, perubahan iklim, dan
ekonomi digital.

Figih yang gagal beradaptasi akan kehilangan relevansinya;
sebaliknya, figih yang mampu berdialog dengan realitas global
akan menjadi sumber etika universal yang dibutuhkan dunia
modern.
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B. Dialog Lintas Agama dan Peradaban

Dalam masyarakat global yang plural, dialog lintas agama bukan
lagi pilihan normatif, melainkan keniscayaan historis. Figh
mutakallimin memandang dialog bukan sebagai ancaman
terhadap akidah, tetapi sebagai sarana membangun koeksistensi
bermartabat.

Prinsip ta‘aruf (saling mengenal) dan ta‘awun ‘ala al-birr wa
al-taqwa (kerja sama dalam kebajikan) menjadi dasar teologis
bagi relasi antarumat beragama. Dialog yang sehat tidak
bertujuan menyeragamkan keyakinan, melainkan menumbuhkan
saling pengertian, penghormatan, dan kerja sama kemanusiaan.

Dalam konteks ini, figh mutakallimin berperan:

1. Menafsirkan ulang teks-teks keagamaan agar tidak digunakan
sebagai legitimasi kekerasan.

2. Menegaskan nilai kemanusiaan universal sebagai bagian dari
magqasid al-shari‘ah.

3. Mengembangkan etika hidup bersama di tengah pluralitas
agama, budaya, dan identitas.

Dialog lintas peradaban juga menjadi sarana penting untuk
membangun perdamaian dunia, khususnya dalam merespons
konflik berbasis identitas dan ekstremisme ideologis.

C. Kontribusi Fiqih bagi Perdamaian Dunia

Figih memiliki potensi besar sebagai sumber etika global. Prinsip-
prinsip seperti al-‘adl (keadilan), al-rahmah (kasih sayang), dan
hifz al-nafs (perlindungan jiwa) menjadikan hukum Islam relevan
dalam membangun tatanan dunia yang damai.
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Kontribusi figih terhadap perdamaian dunia antara lain:

1. Keadilan Universal
Keadilan tidak dibatasi oleh identitas agama atau kebangsaan,
melainkan berlaku bagi seluruh umat manusia.

2. Resolusi Konflik Secara Damai
Figih mendorong musyawarah, rekonsiliasi, dan keadilan
restoratif sebagai alternatif kekerasan.

3. Perlindungan terhadap Martabat Manusia
Segala bentuk penindasan, diskriminasi, dan kekerasan
struktural bertentangan dengan prinsip magqasid al-shari‘ah.

4. Solidaritas Kemanusiaan Global
Figih mendorong kepedulian lintas batas terhadap kemiskinan,
krisis kemanusiaan, dan bencana global.

Dengan demikian, figih tidak hanya berfungsi sebagai
hukum internal umat Islam, tetapi sebagai kontributor aktif bagi
etika perdamaian dunia.

D. Masa Depan Pemikiran Hukum Islam

Masa depan figih sangat ditentukan oleh kemampuannya
bertransformasi tanpa kehilangan akar normatifnya. Figh
mutakallimin menawarkan paradigma yang seimbang antara teks,
akal, dan realitas sosial.

Arah pengembangan pemikiran hukum Islam ke depan meliputi:

1. Penguatan Jjtihad Kontekstual
Iljtihad tidak lagi bersifat individual semata, tetapi kolektif,
multidisipliner, dan berbasis realitas sosial.
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2. Integrasi Keilmuan
Dialog antara fiqih, filsafat, sosiologi, ekonomi, dan ilmu
teknologi menjadi kebutuhan mendesak.

3. Etika Global sebagai Orientasi Hukum
Figih harus berkontribusi pada pembentukan etika global yang
menjunjung keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan.

4. Pendidikan Hukum Islam yang Transformatif
Pendidikan figih diarahkan wuntuk melahirkan ulama-
intelektual yang kritis, inklusif, dan berwawasan global.

Dengan arah ini, figih tidak hanya bertahan di tengah
perubahan zaman, tetapi menjadi kekuatan moral yang
membimbing umat manusia menuju tatanan dunia yang lebih adil
dan bermartabat.

Bab ini menegaskan bahwa masa depan figih tidak terletak
pada pengulangan masa lalu, melainkan pada kemampuannya
membaca realitas global secara bijak dan bermoral. Figh
mutakallimin hadir sebagai jembatan antara wahyu dan
kemanusiaan, antara tradisi dan modernitas, serta antara
identitas keagamaan dan tanggung jawab global.

Dengan fondasi ini, figih tidak hanya menjadi warisan
intelektual Islam, tetapi juga kontribusi nyata bagi peradaban
dunia yang adil, damai, dan berkeadaban.

Tabel Konseptual: Masa Depan Fiqih di Era Global

Tabel ini berfungsi sebagai peta konseptual yang merangkum
arah pemikiran, isu strategis, dan kontribusi figh mutakallimin
dalam konteks globalisasi.
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Tabel 32. 1 Masa Depan Figih di Era Global

Aspek Kaiian Isu Global Respons Figh Implikasi
P J Kontemporer| mutakallimin Peradaban
) Reaktualisasi )
Homogenisa . Terjaganya
. , maqasid al- , ) ..
Globalisasi si budaya, By identitas religius
- . shari‘ah
nilai relativisme L tanpa
sebagai etika .
moral ] eksklusivisme
universal
Keti
etmpangan Peneguhan Figih sebagai
Hukum & global, . , .
. . prinsip al-‘adl sumber keadilan
Keadilan konflik )
. dan raf"al-zulm | transnasional
geopolitik
Pluralitas Polarisasi Dialog lintas Koeksistensi
identitas & | iman berbasis damai dan
agama i ) - . .
intoleransi ta‘aruf stabilitas sosial
Al Ijtihad kolektif | Kemanusiaan
Perkembangan | _ . . o
. bioteknologi, | dan etika tetap menjadi
teknologi e . . .
digitalisasi teknologi pusat inovasi
Krisis Pengungsi, Prinsip hifz al- Figih sebagai
. ) nafs dan etika
kemanusiaan kemiskinan, o .
, solidaritas kemanusiaan
global konflik .
global universal
Perubahan Demokrési, Integrasi nilai Ter(?iptanya tata
sosial-politik hak asasi Islam dan dunia
P manusia demokrasi etis | berkeadaban
Pendidikan Stagnasi . Inte.grasi ilmu Lahirnya l-llama
hukum Islam metodologi | sosial & kosmopolitan
klasik humaniora dan kontekstual
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Penjelasan singkat:

Tabel ini menegaskan bahwa figh mutakallimin tidak berada
dalam ruang normatif yang tertutup, melainkan aktif berdialog
dengan realitas global. Figih berfungsi sebagai sumber etika
normatif, bukan alat dominasi ideologis. Dengan demikian, hukum
Islam tidak kehilangan sakralitasnya sekaligus tetap relevan
dalam dinamika zaman.

Diagram Konseptual: Arah Masa Depan Fiqih di Era Global

Berikut adalah diagram konseptual tekstual:

NILAI WAHYU (Qur'an & Sunnah)

v
EPISTEMOLOGI FIQIH MUTAKALLIMIN

(akal - wahyu - realitas sosial - maqasid)

|
| + |

v v v

ETIKA GLOBAL DIALOG PERADABAN KEADILAN SOSIAL
(rahmah, ‘adl) (agama & budaya) (hak & martabat)

PERDAMAIAN DUNIA KEHIDUPAN BERMARTABAT

v
MASA DEPAN FIQIH YANG HUMANIS & TRANSFORMATIF
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Penjelasan Diagram

1. Fondasi Wahyu dan Epistemologi
Figh mutakallimin berangkat dari integrasi wahyu, akal, dan
realitas. Ia menolak dikotomi antara teks dan konteks, serta
memandang keduanya sebagai sumber pengetahuan yang
saling menguatkan.

2. Cabang Transformasi Sosial
Dari fondasi epistemologis ini lahir tiga poros utama:

a. Etika global, yang menekankan kasih sayang dan keadilan
universal.

b. Dialog peradaban, sebagai jembatan antaragama dan
budaya.

c. Keadilan sosial, sebagai tujuan praksis hukum Islam.

3. Tujuan Akhir Peradaban
Seluruh proses ini bermuara pada terciptanya: Perdamaian
dunia yang berkeadilan, Kehidupan manusia yang bermartabat,
Tata dunia yang berlandaskan nilai spiritual dan kemanusiaan.

Figih, dengan demikian, bukan sekadar hukum normatif,
tetapi energi moral peradaban yang memandu umat manusia
menghadapi masa depan global.
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BAB 33

PENUTUP: FIQH
MUTAKALLIMIN SEBAGAI
HORIZON PERADABAN

A. Sintesis Pemikiran dan Refleksi AKkhir

Figh  mutakallimin, sebagaimana tergambar sepanjang
pembahasan buku ini, bukanlah sekadar produk pemikiran
hukum yang lahir dari perdebatan teologis masa lalu, melainkan
sebuah kerangka reflektif yang hidup, dinamis, dan senantiasa
berinteraksi dengan realitas sosial. la tumbuh dari kesadaran
bahwa teks wahyu tidak pernah hadir dalam ruang hampa, tetapi
selalu berinteraksi dengan pengalaman manusia, struktur sosial,
serta dinamika sejarah yang terus berubabh.

Dalam konteks ini, figh mutakallimin menunjukkan bahwa
hukum Islam tidak dapat direduksi menjadi kumpulan norma
kaku yang berdiri terpisah dari kehidupan. Sebaliknya, ia
merupakan proses dialektis antara wahyu, akal, dan realitas.
Ketiganya saling berinteraksi membentuk pemahaman hukum
yang kontekstual, rasional, dan bermakna. Inilah yang
membedakan figh mutakallimin dari pendekatan legalistik semata,
yang sering kali terjebak dalam formalitas teks tanpa memahami
ruh dan tujuan syariat.
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Refleksi atas perjalanan historis figih menunjukkan bahwa
stagnasi hukum Islam sering kali bukan disebabkan oleh
keterbatasan teks, melainkan oleh pembekuan metodologi
berpikir. Ketika figih kehilangan keberanian untuk berdialog
dengan realitas sosial, ia berisiko menjadi tidak relevan. Oleh
karena itu, figh mutakallimin hadir sebagai koreksi epistemologis
yang menempatkan akal bukan sebagai lawan wahyu, melainkan
sebagai mitra hermeneutik yang bertugas menyingkap makna
terdalam dari pesan ilahi.

Lebih jauh, refleksi ini membawa pada kesadaran bahwa
hukum Islam sejatinya adalah proyek etis. Tujuan akhirnya bukan
sekadar kepatuhan formal, melainkan terwujudnya keadilan,
kemaslahatan, dan martabat manusia. Dalam konteks inilah figh
mutakallimin  menemukan relevansinya sebagai sarana
pembentukan kesadaran moral kolektif umat. la mendorong
lahirnya tanggung jawab sosial, empati kemanusiaan, serta
keberanian untuk menimbang ulang praktik keagamaan yang
tidak lagi sejalan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan
universal.

Dengan demikian, sintesis pemikiran yang ditawarkan oleh
figh mutakallimin bukanlah bentuk relativisme hukum, melainkan
usaha serius untuk menjaga keseimbangan antara kesetiaan pada
teks dan keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan. Di sinilah
figih menemukan kembali makna substansialnya sebagai
instrumen pembebasan dan pencerahan.
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B. Fiqgh Mutakallimin sebagai Proyek Keilmuan
Berkelanjutan

Figh mutakallimin harus dipahami sebagai proyek keilmuan yang
terus bergerak dan tidak pernah selesai. Ia hidup melalui proses
dialog, kritik, dan pembaruan yang berkesinambungan. Dalam
sejarah Islam, dinamika keilmuan selalu ditandai oleh keberanian
para ulama untuk berijtihad sesuai dengan tantangan zamannya,
tanpa kehilangan keterikatan pada nilai-nilai dasar syariat.

Sebagai proyek keilmuan berkelanjutan, figh mutakallimin
menuntut  keterbukaan terhadap perkembangan ilmu
pengetahuan modern. Fenomena global seperti digitalisasi,
kecerdasan buatan, bioetika, krisis lingkungan, dan transformasi
sosial menuntut pendekatan hukum yang melampaui pola pikir
klasik. Dalam konteks ini, figih tidak cukup hanya bertanya “apa
hukumnya?”, tetapi juga “mengapa hukum itu ditetapkan?” dan
“bagaimana dampaknya bagi kemanusiaan?”. Pertanyaan-
pertanyaan semacam ini mencerminkan kedewasaan
epistemologis yang menjadi ciri utama figh mutakallimin.?

Keberlanjutan proyek keilmuan ini juga bergantung pada
kemampuan dunia Islam melahirkan generasi ulama yang tidak
hanya menguasai teks, tetapi juga memahami konteks. Ulama
masa depan dituntut memiliki kepekaan sosial, wawasan global,
serta kemampuan berdialog dengan berbagai disiplin ilmu. Tanpa
hal ini, figih berisiko teralienasi dari realitas kehidupan umat.

Lebih jauh, figh mutakallimin menegaskan bahwa tradisi
keilmuan Islam bersifat terbuka terhadap koreksi dan pengayaan.
Kesadaran akan keterbatasan manusia dalam memahami
kehendak Tuhan justru menjadi fondasi etika intelektual yang
mendorong sikap rendah hati dan dialogis. Dengan demikian,
perbedaan pendapat tidak dilihat sebagai ancaman, melainkan
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sebagai kekayaan intelektual yang memperkaya khazanah hukum
Islam.

Sebagai proyek peradaban, figh mutakallimin mengajarkan
bahwa ilmu bukan sekadar alat legitimasi kekuasaan, melainkan
sarana pembebasan dan pencerahan umat manusia. Ia
mengarahkan hukum Islam agar tetap relevan, berdaya guna, dan
mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan orientasi
transendensinya.

C. Harapan bagi Masa Hukum Islam

Masa depan hukum Islam sangat ditentukan oleh kemampuannya
untuk berdialog secara kreatif dengan realitas global yang terus
berubah. Dunia kontemporer dihadapkan pada kompleksitas
persoalan kemanusiaan yang melampaui batas-batas geografis,
budaya, dan agama. Krisis lingkungan, ketimpangan ekonomi,
konflik identitas, migrasi global, serta perkembangan teknologi
yang disruptif menuntut kehadiran hukum Islam yang tidak hanya
normatif, tetapi juga solutif dan transformatif.

Dalam konteks inilah figh mutakallimin menawarkan
harapan baru. Ia tidak memposisikan hukum Islam sebagai sistem
tertutup yang hanya berlaku bagi komunitas tertentu, melainkan
sebagai sumber nilai universal yang mampu berdialog dengan
persoalan umat manusia secara luas. Pendekatan ini menjadikan
figih tidak berhenti pada dikotomi halal-haram semata, tetapi
bergerak menuju pemaknaan etis yang lebih dalam, yaitu
bagaimana hukum Islam berkontribusi terhadap keadilan sosial,
martabat manusia, dan keberlanjutan kehidupan.

Masa depan hukum Islam sangat bergantung pada
keberhasilannya mengintegrasikan magqasid al-shari‘ah sebagai
orientasi utama dalam perumusan hukum. Perlindungan
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terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta tidak lagi dapat
dipahami secara sempit, melainkan harus diterjemahkan dalam
konteks perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan
kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, hukum Islam
tidak sekadar menjaga tatanan normatif, tetapi juga berfungsi
sebagai etika publik yang memihak pada kemanusiaan.

Lebih jauh, harapan terhadap masa depan hukum Islam juga
terletak pada kemampuannya untuk berdialog dengan nilai-nilai
universal tanpa kehilangan identitasnya. Demokrasi, hak asasi
manusia, dan perdamaian global bukanlah ancaman bagi Islam,
melainkan ruang dialog yang memungkinkan nilai-nilai Islam
berkontribusi secara konstruktif. Dalam konteks ini, figh
mutakallimin menjadi jembatan antara nilai-nilai transenden
wahyu dan realitas sosial yang plural.

Hukum Islam yang berorientasi masa depan bukanlah
hukum yang defensif, melainkan hukum yang percaya diri,
reflektif, dan terbuka. Ia tidak lahir dari ketakutan terhadap
perubahan, tetapi dari kesadaran bahwa perubahan adalah
sunnatullah yang harus direspon dengan kebijaksanaan. Dengan
demikian, masa depan hukum Islam bukan terletak pada
penguatan simbolisme formal, tetapi pada kemampuannya
menghadirkan keadilan yang dirasakan nyata oleh umat manusia.

D. Peneguhan Visi Peradaban Islam yang
Rahmatan lil ‘Alamin

Puncak dari seluruh pembahasan ini adalah peneguhan kembali
visi besar Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin. Prinsip ini bukan
sekadar slogan teologis, melainkan fondasi etis dan peradaban
yang menempatkan kasih sayang, keadilan, dan kemanusiaan
sebagai orientasi utama kehidupan bersama. Dalam rangka ini,
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figh mutakallimin berfungsi sebagai instrumen moral yang
menuntun manusia menuju kehidupan yang berkeadaban.

Visi rahmatan lil ‘alamin meniscayakan pemahaman bahwa
kehadiran Islam seharusnya membawa kemaslahatan tidak hanya
bagi umat Muslim, tetapi juga bagi seluruh umat manusia dan
bahkan alam semesta. Oleh karena itu, hukum Islam tidak boleh
menjadi sumber ketakutan atau konflik, melainkan harus menjadi
kekuatan yang menumbuhkan rasa aman, keadilan, dan harapan.
Inilah makna terdalam dari misi profetik Islam sebagai rahmat
bagi seluruh alam.

Dalam Kkonteks peradaban global, figh mutakallimin
menawarkan paradigma etika yang menolak kekerasan, dominasi,
dan dehumanisasi. [a mengedepankan dialog, empati, dan
tanggung jawab kolektif sebagai fondasi hubungan antar manusia.
Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat berperan aktif dalam
membangun tatanan dunia yang lebih damai dan berkeadilan.

Lebih jauh, visi peradaban Islam yang rahmatan lil ‘alamin
menuntut keterlibatan aktif umat Islam dalam isu-isu global
seperti perdamaian dunia, keadilan ekonomi, perlindungan
lingkungan, dan pembelaan terhadap kelompok rentan. Figih
tidak lagi dipahami sebagai seperangkat aturan ritual semata,
tetapi sebagai etika sosial yang hidup dan membumi dalam
praktik keseharian umat.

Pada titik inilah figh mutakallimin menemukan makna
terdalamnya: sebagai jalan intelektual dan spiritual yang
menghubungkan wahyu dengan realitas, iman dengan
kemanusiaan, serta tradisi dengan masa depan. Ia bukan hanya
warisan intelektual masa lalu, tetapi cahaya penuntun bagi
peradaban yang lebih adil, damai, dan bermartabat.
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Dengan demikian, figh mutakallimin tidak berhenti sebagai
wacana akademik, melainkan hadir sebagai komitmen peradaban
sebuah ikhtiar kolektif untuk menjadikan Islam sebagai rahmat
yang nyata bagi seluruh alam semesta.

EPILOG:
Fiqh sebagai Etika Nalar, dan Tanggung Jawab Peradaban

Buku ini ditutup bukan dengan kesimpulan yang menutup ruang
tafsir, melainkan dengan sebuah ajakan terbuka: menghidupkan
kembali figh sebagai tradisi nalar yang kritis, etis, dan
berorientasi peradaban. Figh mutakallimin, sebagaimana
direkonstruksi dalam halaman-halaman sebelumnya, tidak
sekadar diposisikan sebagai warisan metodologis klasik, tetapi
sebagai etos berpikir sebuah cara bernalar yang menautkan
wahyu, akal, dan realitas secara dialogis.

Dalam sejarahnya, figh mutakallimin lahir dari pergulatan
intelektual yang serius: pertemuan antara teologi, filsafat, dan
kebutuhan normatif umat. Ia tidak tumbuh dalam ruang steril,
melainkan dalam medan perdebatan epistemologis yang tajam
dan penuh tanggung jawab ilmiah. Karena itu, reduksi figh
menjadi sekadar kumpulan hukum praktis tanpa refleksi
epistemologis adalah pengingkaran terhadap ruh keilmuan Islam
itu sendiri.

Rekonstruksi epistemologi hukum Islam yang ditawarkan
buku ini menegaskan bahwa krisis figh kontemporer bukan
semata krisis jawaban, melainkan krisis cara bertanya. Ketika figh
kehilangan keberanian epistemiknya, ia berisiko terjebak pada
formalisme teks, positivisme hukum, atau bahkan ideologisasi
agama. Di sinilah figh mutakallimin menemukan relevansinya
kembali: sebagai kerangka berpikir yang menuntut koherensi
rasional, konsistensi metodologis, dan kepekaan moral.
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Figh, dalam perspektif ini, bukan hanya produk hukum,
melainkan proses etis. la meniscayakan pertanggungjawaban
intelektual di hadapan akal, pertanggungjawaban normatif di
hadapan wahyu, dan pertanggungjawaban sosial di hadapan
kemanusiaan. Dengan demikian, figh tidak berhenti pada
pertanyaan “apa hukumnya”, tetapi meluas pada “mengapa

demikian”, “untuk siapa”, dan “ke arah mana hukum itu membawa
peradaban”.

Di tengah kompleksitas dunia modern ditandai oleh
pluralitas nilai, perkembangan sains, negara-bangsa, dan
tantangan kemanusiaan global figh mutakallimin menawarkan
satu pelajaran penting: bahwa kesetiaan pada tradisi tidak identik
dengan kebekuan, dan pembaruan tidak harus berarti pemutusan
akar. Rekonstruksi adalah Kkerja intelektual yang menuntut
keberanian membaca ulang, kejujuran metodologis, dan
kerendahan hati epistemik.

Akhirnya, buku ini tidak mengklaim sebagai jawaban final
atas seluruh problem hukum Islam kontemporer. Ia lebih tepat
dibaca sebagai ikhtiar intelektual sebuah undangan untuk
melanjutkan percakapan besar tentang figh, akal, dan masa depan
umat. Jika figh ingin tetap hidup dan bermakna, ia harus terus
berdialog dengan zaman, tanpa kehilangan kompas etik dan
spiritualnya.

Semoga buku ini menjadi bagian kecil dari upaya panjang
mengembalikan figh pada martabat aslinya: sebagai etika nalar,
praksis keadilan, dan proyek peradaban yang berpihak pada
kemanusiaan.
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Merawat Api, Menerangi Jalan: Figh Mutakallimin di
Persimpangan Zaman

Perjalanan panjang yang telah kita lalui dalam buku ini, dari ranah
teoretis hingga aplikatif, pada akhirnya bermuara pada sebuah
kesadaran yang mendalam: Figh bukanlah monumen mati yang
hanya bisa dipugar, melainkan api hidup yang harus terus dirawat
dan diterbangkan untuk menerangi setiap lorong zaman yang

gelap.

Proyek rekonstruksi epistemologi hukum Islam yang
diusung melaluilensa mutakallimin (para teolog-skolar) bukanlah
sekadar nostalgia romantis pada masa keemasan diskusi kalam
dan ushul. [a adalah sebuah respons intelektual yang genting
terhadap krisis makna dan otoritas dalam hukum Islam
kontemporer. Di tengah gempuran simplifikasi teks oleh kaum
literalis, dan di tengah tarikan liberalisasi yang sering kali
tercabut dari akar teologisnya, pendekatan mutakallimin
menawarkan jalan tengah yang kritis, metodis, dan berintegritas
teologis.

Inti dari proyek ini adalah pengembalian ‘aql (nalar) dan
nazar (kontemplasi spekulatif) ke jantung proses istinbath
hukum, bukan sebagai tuan yang mendikte nas, tetapi sebagai
mitra dialog yang setia. Dengan menyandingkan pertanyaan
ushuliyyah (bagaimana hukum diketahui?) dengan pertanyaan
kalamiyyah (bagaimana realitas dan Tuhan diketahui?), kita telah
membangun jembatan antara etika, teologi, dan hukum. Hukum
(figh) tidak lagi dilihat sebagai sekumpulan perintah dan larangan
semata, melainkan sebagai manifestasi kebijaksanaan Ilahi
(hikmah) yang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan
manusia (maqasid al-shari‘ah) dalam konteks ruang dan waktu
yang terus berubabh.
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Kita telah melihat bagaimana prinsip-prinsip dasar ilmu
kalam, seperti pembedaan antara dharuriyyat dan nazhariyyat,
diskusi tentang sifat Tuhan yang adil (‘adl) dan bijaksana (hakim),
serta konsep taklif (beban hukum), dapat menjadi alat epistemik
yang ampuh. Alat ini memungkinkan kita untuk membedakan
antara yang absolut (qat) dan yang relatif (zanni), antara tujuan
abadi (thawabit) dan sarana yang berubah (mutaghayyirat).
Dengan demikian, respons hukum terhadap isu-isu kontemporer,
dari bioteknologi, keadilan gender, relasi Muslim-Non-Muslim,
hingga ekonomi digital, tidak lahir dari kegamangan atau reaksi
spontan, tetapi dari kerangka berpikir yang kokoh dan bernalar.

Namun, seperti setiap proyek rekonstruksi, tantangan
terbesarnya ada pada tataran praksis. Membangkitkan kembali
semangat mutakallimin berarti mengajak seluruh komunitas
Muslim, khususnya para ulama, cendekiawan, dan praktisi
hukum, wuntuk berani "berteologi" kembali. Berani
mempertanyakan asumsi, mengeksplorasi kemungkinan makna,
dan berdialog dengan khazanah peradaban lain tanpa kehilangan
jati diri. Ini memerlukan kurikulum pendidikan yang integratif
antara ushul al-figh, ‘ilm al-kalam, filsafat, dan ilmu humaniora
modern.

Akhir kata, buku ini tidak bermaksud memberikan final
word. la justru ingin membuka kembali pintu ijtihad
epistemologis yang mungkin telah lama terasa berat untuk
didorong. Figh Mutakallimin yang kami gagas adalah sebuah
undangan. Undangan untuk tidak takut pada kompleksitas, untuk
percaya bahwa keimanan yang disinari nalar akan lebih kokoh,
dan bahwa hukum Islam yang lahir dari dialog abadi antara
wahyu, akal, dan realitas adalah hukum yang hidup, relevan, dan
penuh rahmat.
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Masa depan hukum Islam kontemporer tidak ditentukan
oleh seberapa keras kita berpegang pada masa lalu, tetapi oleh
seberapa cerdas dan bijak kita merawat api metode klasik untuk
menerangi jalan yang belum dipetakan di depan. Semoga upaya
rekonstruksi kecil ini dapat menjadi salah satu suluh dari sekian
banyak suluh yang bersama-sama menerangi perjalanan itu.

Wa ma tawfiqi illa billah. ‘Alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Dan
tidak ada keberhasilan bagiku kecuali dengan pertolongan Allah.
Hanya kepada-Nya aku bertawakal dan hanya kepada-Nya aku
kembali.
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praktisi karena menawarkan pembacaan figh yang kontekstual
dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Melalui kontribusi
intelektual tersebut, ia berupaya merekonstruksi cara berpikir
figh agar lebih responsif terhadap perubahan sosial dan mampu
menjawab problematika masyarakat Indonesia yang plural dan
dinamis.

Buku Figh mutakallimin: Rekonstruksi Epistemologi Hukum
Islam Kontemporer merupakan salah satu manifestasi refleksi
intelektual penulis dalam membaca ulang tradisi hukum Islam
sebagai proyek keilmuan dan peradaban yang berkelanjutan.
Melalui karya ini, hukum Islam dipahami tidak hanya sebagai
sistem normatif, tetapi sebagai praksis etis yang berorientasi pada
keadilan, kemaslahatan, dan nilai rahmatan lil ‘alamin, serta
relevan dalam membangun peradaban Islam yang inklusif dan
berkeadaban di tengah tantangan zaman.
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